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BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

TAHUN 2023 - 2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten

kediri dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya
guana, berhasil guna, serasi, seclaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang
wilayah;

. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional,

kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah
mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Kediri;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-
2030 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan
ruang di daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan

ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kedin
Tahun 2023-2043;
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Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomeor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembsaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5587) Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintalh Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) Secbagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
b042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6655); dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan ;

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2043.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan !

L. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yvang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

Bupati adalah Bupati Kediri.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin
olch camat.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayvah,
tempal manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Strukiur Ruang dan Pola Ruang,

Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yvang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Rencana Tata Ruang Wilayah yvang selanjutnya disebut RTRW adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang,
Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
dalam penataan ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
Penataan Ruang vang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan Masyvarakat dalam penataan ruang.
Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan
Ruang melalui Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan
Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Strulktur
Ruang dan Pola Ruang vang meliputi penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib Tata Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan
Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan wvang
ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan terjemahan
dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan
pembangunan untuk mencapal kondisi ideal Tata Ruang wilayah
kabupaten yang diharapkan.

Kebljjakan Penataan HRuang wilayah kabupaten adalah arahan
pengembangan wilayah vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten
dalam kurun wakiu 20 {dua puluh) tahun.

Strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan
penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang
lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan
pola ruang wilayah kabupaten.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegpatan sosial ckonomi Masyvarakat yvang secara hierarkns memilika
hubungan fungsional.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan vang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan,
Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permuloman yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.

Pusat Pelavanan Lingkungan adalah pusat permukiman yvang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala antardesa

Jalan Arteri Primer adalah jalan vang menghubungkan secara berdaya
guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yvang menghubungkan secara berdaya
guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan
pusat kegiatan lokal.

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan vang menghubungkan kawsasan
schunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga

Jalan Lokal Primer adalah jalan yvang menghubungkan secara berdaya
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat Kegiatan hngkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan
jalan dan sebagai jalan nasional yvang penggunanya diwajibkan membayar
tol.

Terminal penumpang tipe B adalah terminal Penumpang vang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam
provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang vang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untulk anglkutan kota (AK) dan
angkutan perdesaan (ADES).
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Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di
atas permukaan tanah.

Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi
kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang
serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota
yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan
orang dan/atau barang.

Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta
api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau
membongkar-muatl barang,

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batasbatas tertentu vang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat 7 perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
vang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber
energi dan kelistrikan.,

Jaringan yvang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen
adalah jaringan vang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang
pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik vang
memaniaatkan tenaga air.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik
yang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga
listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal
35 kV sampai dengan 230 kV.

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi wuntuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk
pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Jaringan Bergerak Secluler adalah janngan yang melayvani telekomunikasi
bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Jaringan telekemunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yvang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung
didalamnya.

Jaringan [ngasi Primer adalah bagan dan janngan inigasi vang terdin atas
bangunan utama, saluran induk; primer, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.
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Jaringan Irgasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri
atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi,
bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yvang berfungsi sebagai
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier vang terdiri atas
saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks
kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan vyang dapat
memperlambat wakiu tiba banjir dan menurunkan besarnya dehbit banjir.
Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yvang menunjang kegiatan
pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang
terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku,
lermasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk
mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor
tanah pada kedalaman tertentu,

Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara
komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas
permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan
sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian
kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu Kesatuan
dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik,
termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan
pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana
dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah
laut air limbah.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3] adalah
satu  kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah
dianglut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA] adalah tempat memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS5T) adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan vang dikhususkan untulk jalur
evakuasi bila terjadi bencana.
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Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan
lebih lanjut.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan
mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan
ke badan air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase
primer,

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau,
embung, waduk, dan sebagainya.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sisterm penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan
memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan
bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemaniaatan air dari sumber-sumber air.

Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan
fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian
sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dgn tetap memelihara,
serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyail kekhasan/keunikan  jenis  tumbuhan dan/atau
keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang
memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Taman Hutan Haya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan
koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis
asli dan /atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi
dava, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
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Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis vang memiliki dua
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdckatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar
budaya.

Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan
fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan
rawan bencana alam geologi, dan kawasan yg memberikan perlindungan
terhadap air tanah,

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasikan
berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Hadan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan
merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Rawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan vang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan,

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-
faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di
bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung,
hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan Perkebunan Rakyat adalah adalah hutan rakyat yaitu hutan
yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan
tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnva lebih dari 50% atau jumlah
tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan
dengan knteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi,
mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan
sesuai dengan tinglkat ketersediaan air.

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan
kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
pangarn.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat
KP2B adalah wilayvah budidaya pertanian terutama pada wilayah
perdesaan vang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah
dan nasional.
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Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara
monokultur maupun tumpang sari.

Kawasan Perkebunan adalah Lahan perkebunan adalah lahan usaha
pertanian vang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis,
yvang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian)
dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk
konsumsi lokal.

Rawasan Pelernakan adalah yvang secara khusus diperuntukkan untuk
kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis
tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi
ckonomi dan berakses dan hulu sampai hilir,

Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri
kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung
secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya
setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.

Kawasan Pariwisala adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi
kepariwisataan, mencakup sebagian areal dlm kawasan lindung atau
kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya
tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan wyang mendukung
perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang
di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,
termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yvang tumbuh secara alarmah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ckologis,
resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyal pengaruh sangat penting
dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budava,
dan/atau ingkungan.
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Kawasan Agropolitan adalah kawasan yvang terdiri atas satu atau lebih
pusal kegiatan pada wilayah perdesaan scbagai sistem  produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan
oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistemn
permukiman dan sistem agribisnis.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yvang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
dengan RTR.

Retentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatuar
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
vang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan
kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan
Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan
scperti adanya Kawasan vang bertampalan dengan Kawasan peruntukan
utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun
|overlay).

Rawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yvang selanjuinya disingkat
KKUP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.

Disinsentif adalah perangkat atau upays untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan vang tidak sejalan dengan RTR.
Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan
memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang,
Urang adalah orang perscorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul
atas kehendak dan Keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk
berminat dan bergerak dalam penvelenggaraan penataan ruang.

Penvidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
Pegawal Negeri Sipil tertentu vang diben1 wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyvidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
pegawal negeri sipil vang diben tugas melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat daerah yvang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat,
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BABII
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup muatan RTRW Kabupaten terdiri atas:

A
b.

lingkup materi; dan
lingkup wilayah.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup matern sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi:

a.
b.

epgrETrpR e AD

(1)

(2)

ketentuan umum;

ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

rencana struktur ruang wilayah kabupaten:

rencana pola ruang wilayah kabupaten;

kawasan strategis wilayah kabupaten;

arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
peran masyarakat dan kelembagaan;

penyidikan,

ketentuan pidana;

ketentuan peralihan;

ketentuan lain-lain;

ketentuan penutup,

penjelasan; dan

lampiran.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

Lingkup wilayah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. luas wilavah kabupaten; dan

b. batas-batas administrasi kabupaten.

Batas-batas administrasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. sebelah wutara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan
Kabupaten Nganjuk;
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sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan
Kabupaten Blitar;

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten
Jombang;

sebelah  barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan
Kabupaten Tulungagung, dan

bagian dalam berbatasan dengan Kota Kediri,

Luas wilayah kabupaten berdasarkan aspek administratif dan fungsional
vang mcliputi seluruh wilayah daratan seluas 152.356 (seratus lima
puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terdiri atas 26
kecamatan dengan koordinat antara 111° 47" 05" s/d 112° 18" 20" Bujur

Timur dan 7236" 12" s/d 8° 0" 32" Lintang Selatan, meliputi:

NYHESErPOPOREEFT PR PO RP TR

kecamatan Badas;
Kecamatan Banyakan;
Kecamatan Gampengrejo;
Kecamatan Grogol;
Kecamatan Gurah;
Kecamatan Kandangan;
Kecamatan Kandat;
Kecamatan Kayen Kidul;
Kecamatan Kepung,
Kecamatan Kras;
Kecamatan Kunjang;
Kecamatan Mojo;
Kecamatan Ngadiluwih;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Ngasem;
Kecamatan Pagu:
Kecamatan Papar;
Kecamatan Pare:
Kecamatan Plemahan:
Kecamatan Plosoklaten;
Kecamatan Puncu;
Kecamatan Purwosari;
Kecamatan Ringinrejo;
Kecamatan Semen;
Kecamatan Tarokan; dan
Kecamatan Wates.
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BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal &

Penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf
b bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian
didukung pariwisata, dan perindustrian vang berdaya saing dan berkelanjutan,

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf b meliputi:

a.
b.

(1)

pengembangan kawasan agropolitan;

pengembangan parnwisata dan industri, yvang mendukung sektor
pertanian;

pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
pengembangan manajemen rnisiko pada kawasan rawan bencana;
pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap
prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung
potenst wilayah;

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung
peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian
lingkungan;

pengendalian fungsi kawasan lindung;

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidava untuk
mendukung perekonomian wilayah sesual daya dukung lingkungan; dan
pengembangan kawasan vang diprioritaskan untuk mendukung sektor
ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung
lingkungan hidup,

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Strategi pengembangan kawasan agropolitan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. mengembangkan pusat agropolitan;
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b. mempertahankan secara ketat pertanian.

Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan yang mendukung sektor

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf b, meliputi:

a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;

b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada
industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan

c. memantapkan dan meningkatkan pusat kegiatan penggerak ekonomi
wilayah.

Strategl pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur

dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, meliputi:

a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan
kegiatan di wilayah timur;

b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan
mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal serta
mengendalikan perkembangannya;

c. mengembangkan sistemm pusat kegiatan secara hirarkis melalui
penentuan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan
Lingkungan, terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang
sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;

d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah
pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya;

e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan
minimal dan fungsi pusat kegiatan; dan

f. mengintegrasikan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan Kota
Kediri.

Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

a. menetapkan kawasan rawan bencana; dan

b. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.

Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap

prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung

potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul e, meliputi:

a. mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah
barat dan timur;

b. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan dan
wilayah pelayanannya;

c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi
jalan, kereta api, dan udara;

d. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang darn
hulu ke hilir;

e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi  yang
memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;

f. mengembangkan prasarana dan sarana transporiasi yang
memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata,
serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten;

g  menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat
pelavanannya;
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h. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk Keperluan
penyelenggaraan anglkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;
dan

i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk
keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat

mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta
pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruaf [
meliputi:

a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan
sesuai standar pelayvanan minimal;

b, mengembangkan jaringan telekomunikasi;

¢.  menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan
air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;

d. mengembangkan sistem jaringan air minum di kawasan perkotaan
dan perdesaan;

e¢. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah
vang ramah lingkungan;

f. mengembangkan sistem jaringan pengelolaan air limbah di kawasan
permukiman; dan

g. mengembangkan sistem jaringan drainase yang terpadu dengan
pembangunan prasarana lainnya.

Strategi pengendalian funpsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:

a. mengendalikan dan mempertahankan kawasan hutan lindung;

b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya; dan

c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan
fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata vang ramah
lingkungan;

Strategi pengembangsn dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk

mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huraf h, meliputi:

a. mempeértahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan

hutan produksi;
b. mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai KP2B dan
mengendalikan perubahannys;

c. mengembangkan kawasan peruntukan industri;

d. mengembangkan kawasan permukiman yang didukung prasarana
dan sarana;

e. menyediaan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan
paling sedikt seluas 30 % [tiga puluh persen] darmn luas kawasan
perkotaan meliputi 20 % (dua puluh persen) ruang terbuka hijan
publik dan 10 % (sepuluh persen) ruang terbuka hijau prifat; dan

{. mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi
total luas lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen).
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Strategi pengembangan Lkawasan strategis kabupaten dari sudut
kepentingan ekonomi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurafl i,
meliputi:

a. mengembangkan sentra agropolitan dan koridor ekonomi; dan

b. mengembangkan pariwisata terpadu.

BAE IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf ¢ meliputi:

a. sistem pusat permukiman; dan

b. sistem jaringan prasarana.

Rencana Strukitur Ruang wilayah kabupaten dituangkan dalam peta
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

b. pusat-pusat lain,

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan di :

a. Perkotaan Ngasem di Kecamatan Ngasem;

b. Perkotaan Pare di Kecamatan Pare,

¢. Perkotaan Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih, dan

d. Perkotaan Grogol di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol;

Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pusat Pelayvanan Kawasan,; dan

b. Pusat Pelayvanan Lingkungan.

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

meliputi;

4. Perkotaan Badas di Kecamatan Badas;

b. Perkotaan Gampengrejo di Kecamatan Gampengrejo;

¢. Perkotaan Grogol-Tarokan di Kecamatan Grogol dan Kecamatan
Tarokan;

d. Perkotaan Kunjang di Kecamatan Kunjang;
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Perkotaan Kandangan-Kepung-Puncu di Kecamatan Kandangan,
Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu;

Perkotaan Kras di Kecamatan Kras;

Perkotaan Mojo di Kecamatan Mojo;

Perkotaan Papar-Purwoasri di Kecamatan Papar dan Kecamatan
Purwoasri;

Perkotaan Plosoklaten di Kecamatan Plosoklaten;

Perkotaan Plemahan-Kayenkidul di Kecamatan Plemahan dan
Kecamatan Kayenkidul;

Perkotaan Ringinrejo-Kandat di Kecamatan Ringinrejo dan
Kecamatan Kandat;

Perkotaan Semen di Kecamatan Semen; dan

Perkotaan Wates-Ngancar di Kecamatan Wates dan Kecamatan

Ngancar.

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, meliputi:

SEE O AN DR
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Kawasan Perdesaan Blabak Kecamatan Kandat;

Kawasan Perdesaan Bedali Kecamatan Ngancar;

Kawasan Perdesaan Bulupasar Kecamatan Pagu;

Kawasan Perdesaan Brumbung Kecamatan Kepung;
Kawasan Perdesaan Jemekan Kecamatan Ringinrejo;
Kawasan Perdesaan Karangtengah Kecamatan Kandangan;
Kawasan Perdesaan Kedawung-Mondo Kecamatan Mojo;
Kawasan Perdesaan Kepuh Kecamatan Papar;

Kawasan Perdesaan Kuwik Kecamatan Kunjang;

Kawasan Perdesaan Karangpakis dan Desa Sumberjo Kecamatan
Purwoasri;

Kawasan Perdesaan Puhsarang kecamatan Semen.
Kawasan Perdesaan Pranggang Kecamatan Plosoklaten;
Kawasan Perdesaan Sumberagung Kecamatan Wates;
Kawasan Perdesaan Sidomulyo Kecamatan Puncu;
Kawasan Perdesaan Tiru Kidul Kecamatan Gurah; dan
Kawasan Perdesaan Wonokerto Kecamatan Plemahan.

Eeluruh perkotaan Pusat Kegiatan Lokal [PKL} dan Pusat Pelayanan
Kawasan scbageimana dimaksud pada ayvat (3) dan avat (4) akan diatur
lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; dan

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagan tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
b melhiputi;

ok O

{1

{2)

(1)

(2]

(3]

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistemn jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan
sisten jaringan prasarana lainnya.

Paragrafl 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a, meliputi:

a. sistem jaringan jalan,

b. sistem jaringan kereta api; dan

¢. bandar udara umum dan badar udara khusus.

Sistemn Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan tol;

¢. terminal penumpang; dan

d. jembatan.

Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan arteri;

b. jalan kolektor; dan

¢. jalan lokal.

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a berupa jalan
arteri primer meliputi :

a. Kertosono - Bts, Kota Kediri;

b. Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung;

c. Bts. Kota Nganjuk — Kertosono; dan



(4]

(3)

(6]

(7]

(8]

(9

(10)

(11)

(12)

(1]

(2)
(3]

20

d. Kertosono - Brs, Kab. Jombang.
Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. jalan kolektor primer; dan
b. jalan keolektor sekunder.
jalan kolektor primer scbagaimana dimaksud pada avat (4) huruf a
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV terdapat di seluruh kecamatan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
meliputa:
a. Bendo- Gadungan;
b. Jalan Mastrip; dan
¢. Sambirejo - Sumberjo.
Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.
Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7] huruf a tercantum
dalam Lampiran IV terdapat di seluruh kecamatan vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
jalan lokal sckunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
tercantum dalam Lampiran [V yang berada di Kecamatan Badas,
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Pare
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Jalan Tol Kertosono - Kediri;
b. Jalan Tol Kedini — Tulungagung; dan
¢. Jalan Tol Sukorejo — Batu — Kedin.
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
meliputi:
a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Pare,
b. terminal penumpang tipe C berada di:

l. Kecamatan Ngasem;

2. HKecamatan Papar;

3. Kecamatan Ngadiluwih; dan

4. Kecamatan Grogol.
Jembatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 13

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasmn kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa jaringan jalur kereta api umum.

Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
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a. Cirebon - Prupuk - Purwokerto = Kroya — Kutoarjo - Solo - Madiun-
Surabaya; dan

b, Bangl - Malang - Blitar - Kertosono.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

stasiun penumpang, meliputi:

Stasiun Kras di Kecamatan Kras;

Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;

Stasiun Papar di Kecamatan Papar;

Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;

Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan

Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.
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Pasal 14

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ berupa bandar udara pengumpul |{hubj
skala pelayanan primer.

bandar udara pengumpul (hubj skala pelayanan primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di:

a. Kecamatan Banyakan;

b. Kecamatan Tarokan; dan

c. Kecamatan Grogol.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

Sistem jaringan energl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,
berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;

dan
b. jaringan infrastrukiur penyaluran tenaga listrik dan Bsarana
pendukung.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendulkung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a, meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman di Kecamatan Kepung;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi [(PLTP) Gunung Wilis di
Kecamatan Mojo; dan

c. Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa (PLTBm) PG Ngadiredjo di Kecamatan Ngadiluwih.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penduluang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul b, meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik
antarsistem; dan
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b, gardu listrik.
Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik
antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) meliputi;
1. SUTET Paiton — Kediri; dan
2. SBUTET Pedan - Kediri.
b.  saluran udara tegangan tngg (SUTT] meliputi :
SUTT Banaran - Tulungagung;
SUTT Trenggalek - Ponorogo;
SUTT Mendalan + Siman - Sekarputih;
SUTT Sekarputih — Kertosono;
SUTT Banaran-Gudanggaram;
SUTT Banaran - Pare;
SUTT Kertosono 4 - Ploso:
SUTT Mojoagung - Banaran 5;
9. SUTT Banaran — Jayakertas + Kertosono;
10. SUTT INC Banaran — Manisrejo + Suryazigzag; dan
11. SUTT .JMBRU - Javakertas.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a. Gardu listrik Pare di Kecamatan Plosoklaten; dan
b. Gardu listrik Suryazigzag di Kecamatan Gampengrejo.
Sistem jaringan energi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (6] dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunisasi

Pasal 16

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c, meliputi :

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di
seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b berupa
jaringan bergerak seluler yvang berada di seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
menara Base Transceiver Station (BTS).

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b.  sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a,
meliputi:
a, jaringan irigasi primer berada di :
Kecamatan Badas;
Kecamatan Gurah;
Kecamatan Kandangan;
Kecamatan Kandat;
Kecarmatan Kras;
Kecamatan Ngadiluwih;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Ngasem;
9. Kecamatan Pare
10. Kecamatan Plemahan; dan
11. Kecamatan Wates,
b. jaringan irigasi sekunder berada di:
Kecamatan Badas;
Kecamatan Banyakan;
Kecamatan Gampengrejo;
Kecamatan Gurah;
Kecamatan Grogol Kecamatan Kandat;
Kecamatan Kayen Kidul;
Kecamatan Kepung;
Kecamatan Kras;
Kecamatan Mojo;
. Kecamatan Ngadiluwih;
. Kecamatan Ngancar;
. Kecamatan Ngasem;
Kecamatan Pagu;
Kecamatan Papar;
. Kecamatan Pare:
. Recamatan Plemahan;
. Kecamatan Plosoklaten;
Kecamatan Puncu;
. Kecamatan Ringinrejo;
Kecamatan Tarokan;
Kecamatan Semen;
Kecamatan Kandangan; dan
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23. Kecamatan Wates.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa bangunan pengendalian banjir berada di:
Kecamatan Kandangan;
Kecamatan Kepung;
Kecamatan Papar;
Kecamatan Puncu; dan
. Kecamatan Purwoasri.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi:
Bendungan Babadan di Kecamatan Banyakan;
Bendung Joho di Kecamatan Semen;
Bendung Podang di Kecamatan Semen;
Dam Ngablak di Kecamatan Banyakan;
Bendung Siman di Kecamatan Kepung;
Bendung Damarwulan di Kecamatan Kepung; dan
g. Bendung Kacangan di Kecamatan Kandangan,
Sistem jaringan sumber daya air scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistemn janngan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf e, melipufti:

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

Sistemn Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
sistem jaringan persampahan;

sistem jarngan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran [X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 19

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf a, meliputi:

d. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. unit air baku;
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b. jaringan air baku; dan
¢. unit distribusi.
Unit air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat {2) huruf a berada
di:
a. Kecamatan Kepung, dan
b. Kecamatan Ngancar,
Jaringan air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat {2) huruf b
meliputi:
a. Jaringan air baku kabupaten berada di :
1. Kecamatan Kepung;
2.  Kecamatan Ngancar,
4. HKecamatan Plosoklaten;
4, Kecamatan Puncu; dan
3. Kecamatan Wates,
b. jaringan air baku SPAM Regional Lintas Tengah berada di:
1. Kecamatan Papar;
4. Kecamatlan Purwoasri.
3. Kecamatan Gampengrejo; dan
4. HKecamatan Kayenkidul,
Unit distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berada
di:
Kecamatan Badas:
Kecamatan Gampengrejo,
Kecamatan Kayen Kidul,
Kecamatan Kepung;
Kecamatan Ngadiluwih;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Papar;
Kecamatan Pare:
Kecamatan Puncu;
Kecamatan Purwoasri;
Kecamatan Semen; dan
.  Kecamatan Wates.
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :
a. sumur pompa berada di :
1. Kecamatan Banyakan;
2. HKecamatan Kepung;
3. Kecamatan Papar; dan
4. Kecamatan Purwoasn.
b. terminal air berada di kecamatan Ngancar.
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Pasal 20

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b, meliputi;

Infrastrukiur sistem pengelolaan air limbah non domestik berada di:
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1. Kecamatan Badas;

2.  Kecamatan Banyakan;
3. Kecamatan Gampengrejo;
4. Kecamatan Gurah;

2. Kecamatan Kandangan;
6. Kecamatan Kandat;

7. Kecamatan Kayen Kidul,
8. Kecamatan Kepung;

9. Kecamatan Kras;

10. Kecamatan Kunjang;

11. Kecamatan Ngadiluwih;
12. Kecamatan Ngancar;

13. Kecamatan Ngasem:;

14. Kecamatan Papar;

15. Kecamatan Pare;

16. Kecamatan Plemahan;

17. Kecamatan Plosoklaten;
18. Kecamatan Puncu; dan
19, Kecamatan Wates.

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di seluruh
kecamatan.

Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ berada di ;
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Kecamatan Badas:
Kecamatan Banyakan;
kecamatan Gampengrejo;
Kecamatan Kras;
Kecamatan Ngadiluwih;
Kecamatan Ngasem;
Kecamatan Pagu;
kecamatan Papar;
Kecamatan Pare; dan
Kecamatan Tarokan.

Pasal 22

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf d, meliputi:

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tempatl Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berada di seluruh kecamatan

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
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a. Tempat Pernrosesan Akhir (TPA) Regional Kedin di Kecamatan Mojo;
dan
b.  Tempat Pemrosesan Akhir [TPA) Sekoto di Kecamatan Badas.

Pasal 23

Sistemn jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempatl evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meliputi:

a.  jalur evakuasi bencana banjir;

b.  jalur evakuasi bencana tanah longsor;

c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api; dan

d. jalur evakuasi bencana angin puting beliung,

Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a berada di:

a. Kecamatan Gampengrejo,

b. Kecamatan Kras:

c. Kecamatan Ngadiluwih;

d. Kecamatan Papar; dan

¢. Kecamatan Purwoasri.

Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b berada di:

Kecamatan Grogol;

Kecamatan Mojo;

Kecamatan Ngancar.

Kecamatan Plosoklaten;

Kecamatan Puncuy;

Kecamatan Semen; dan

g. Kecamatan Wates;

Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c berada di:
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a. HKecamatan Kepung;

b. Kecamatan Mojo.

¢, Kecamatan Ngancar;

d. Kecamatan Plosoklaten;
¢. Kecamatan Puncu; dan
f. Kecamatan Wates;

Jalur evakuasi bencana Angin putting beliung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d berada di:

Kecamatan Kepung;

Kecamatan Badas;

Kecamatan Plosoklaten;

Kecamatan Ngasem;

Kecamatan Ringinrejo;
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L Kecamatan Kandat;

g. Kecamatan Mojo; dan

h. Kecamatan Purwoasri.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :

a. tempat evakuasi bencana banjir;

b. tempat evakuasi bencana tanah longsor;

¢. lempat evakuasi bencana letusan punung api; dan

d. tempat evakuasi bencana angin puting beliung.

Tempat evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada avat (7)
huruf a berada di:

Kecamatan Gampengrejo;

Kecamatan Kras;

Kecamatan Ngadiluwih;

Kecamatan Papar; dan

Kecamatan Purwoasri.

Tempat evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada avat
(V) huraf b berada di:

Kecamatan Grogol;

Kecamatan Mojo;

Kecamatan Ngancar.

Kecamatan Plosoklaten;

Kecamatan Puncu;

Kecamatan Semen; dan

Kecamatan Wates.

Tempat evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud
pada ayat (7} huruf ¢ berada di:

Kecamatan Kepung;

Kecamatan Mojo.

Kecamatan Ngancar;

Kecamatan Plosoklaten;

Kecamatan Puncu; dan

Kecamatan Wates.

Tempat evakuasi bencana Angin putting beliung sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf d berada di:

Kecamatan Badas;

Kecamatan Kandat:

Kecamatan Mojo:

Kecamatan Ngasem; dan

Kecamatan Purwoasri.
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Pasal 24

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
a. Jaringan drainase primer; dan
b. Jaringan drainase sekunder.
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Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di:

Kecamatan Banyakan;

Kecamatan Gampengrejo;

Kecamatan Gurah;

Kecamatan Kayenkidul,

Kecamatan Kras;

Kecamatan Kunjang,

Kecamatan Mojo;

Kecamatan Ngadiluwih;

Kecamatan Pagu;

Kecamatan Papar;

Kecamatan Pare;

Kecamatan Plemahan:

Kecamatan Purwoasri; dan

. Kecamatan Semen.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berada di seluruh kecamatan.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Dava.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dituangkan dalam peta 1:50.000,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a,

me liputi:

a. badan air:

b, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
¢. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan konservasi; dan

e. kawasan cagar budaya.
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Paragraf 1
Badan Air

Pasal 27

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 661 (enam
ratus enam puluh satu) hektare, berada di:
Kecamatan Badas
Kecamatan Banyakan
Kecamatan Gampengrejo
Kecamatan Grogol
Kecamatan Gurah
Kecamatan Kandangan
Kecamatan Kayen Kidul
Kecamatan Kepung
Kecamatan Kras
Kecamatan Kunjang
Kecamatan Mojo
Kecamatan Ngadiluwih
Kecamatan Pagu
Kecamatan Papar
Kecamatan Pare
Kecamatan Plemahan
Kecamatan Plosoklaten
Kecamatan Puncu
Kecamatan Purwoasri
Kecamatan Semen
Kecamatan Tarokan.
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Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan yvang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyva
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa kawasan hutan
lindung seluas 8.342 {delapan ribu tiga ratus empat puluh dua) hektare berada

Kecamatan Banyakan;
Kecamatan Grogol;
Kecamatan Kandangan;
kecamatan kepung;
Kecamatan Mojo;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Plosoklaten;
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h. Kecamatan Puncu;
Kecamatan Semen; dan
J- Kecamatan Tarokan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
c seluas 4. 197 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektare berada di;
Kecamatan Badas;
Kecamatan Banyakan;
Kecamatan Gampengrejo;
Kecamatan Grogol;
Kecamatan Gurah;
Kecamatan Kandangan;
Kecamatan Kayen Kidul;
Kecamatan Kepung;
Kecamatan Kras;
Kecamatan Kunjang;
Kecamatan Mojo;
Kecamatan Ngadiluwih;
Recamatan Pagu;
Kecamatan Papar;
Kecamatan Pare;
Kecamatan Plemahan:
Kecamatan Plosoklaten;
Kecamatan Puncu;
Kecamatan Purwoasri;
Kecamatan Semen; dan
Kecamatan Tarokan.
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Paragraf 4
Kawasan Honservasi

Pasal 30

(1] HKawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
meliputi:
a. Kawasan Suaka Alam; dan
b. Kawasan Pelestarian Alam.

(2] Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berupa
cagar alam seluas 19 (sembilan belas) hektare meliputi:
a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Kecamatan Kepung; dan
b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada Kecamatan Puncu.
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Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa taman hutan raya R. Soerjo scluas 384 (tiga ratus delapan puluh
empat) hektare berada di Kecamatan Kandangan.

Paragraf 5
Hawasan Cagar Budaya

Pasgal 31

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e
meliputi:

4. lingkungan bangunan gedung dan halamannya; dan

b. lingkungan bangunan non gedung.

Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a meliputi:

a. Bangunan Gereja Santa Maria Pohsarang di Kecamatan Semen; dan
b. Bangunan Dalem Pojok di Kecamatan Wates,

Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Dayva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b,
meliputs:

@ e QD OR

badan jalan;

kawasan hutan produksi;

kawasan perkebunan rakyat;
kawasan pertanian;

kawasan peruntukan industri;
kawasan parnwisata;

kawasan permuliman;

kawasan transportasi; dan

kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 33

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas 176
(seratus tujuh puluh enam) hektare berada di

a.
b.

Kecamatan Banyakan;
Kecamatan Grogol;
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Kecamatan Mojo; dan
Kecamatan Semen.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b,
berupa kawasan hutan produksi tetap seluas 13.942 (tiga belas ribu sembilan
ratas enmpat puluh dua) hektare berada di:

L
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Kecamatan Banyakan;
Kecamaian Grogol;
Kecamatan Kandangan;
Kecamatan Kepung,
Kecamatan Mojo;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Pare;
Kecamatan Plosoklaten;
Kecamatan Puncu;
Kecamatan Semen; dan
Kecamatan Tarokan.

Paragraf 3
Hawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢
adalah seluas 1.313 [seribu tiga ratus tiga belas] hektare, berada di:

np o

(1)

Kecamatan Mojo;

Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Plosoklaten; dan
Kecamatan Puncu.
Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 36

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d,
meliputi:

kawasan tanaman pangan,

kawasan hortikultura;

kawasan perkebunan; dan

kawasan peternakan.

poop
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Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah seluas 46.500 (empat puluh enam ribu lima ratus) hektare berada
di seluruh kecamatan.

Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan scbagai KP2B seluas 42.130 {empat puluh dua ribu
seratus tiga puluh) hektare.

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
seluas 12.018 (dua belas ribu delapan belas) hektare berada di:
Kecamatan Badas;

Kecamatan Banyakan;

Kecamatan Grogol;

Kecamatan Gurah;

Kecamatan Kandangan;

Kecamatan Kandat;

Kecamatan Kepung;

Kecamatan Kras;

Kecamatan Kunjang;

Kecamatan Maojo,

Kecamatan Ngancar,

Kecamatan Pare;

Kecamatan Plemahan;

Recamatan Plosoklaten;

Kecamatan Puncu;

Kecamatan Ringinrejo;

Kecamatan Semen;

Kecamatan Tarokan; dan

. Kecamatan Wates.

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seluas
14.228 (empat belas ribu dua ratus dua puluh delapan) hektare, berada di:
Kecamatan Banyakan;

Kecamatan Grogel;

Kecamatan Kandangan;

kKecamatan Repung;

Kecamatan Mojo;

Kecamatan Ngancar;

Kecamatan Plosoklaten;

Kecamatan Puncu;

Kecamatan Semen;

Kecamatan Tarckan; dan

Kecamatan Wates.

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas
1.409 (seribu empat ratus sembilan] hektare berada di:

a. Kecamatan Gurah;

b. Kecamatan Kandangan;
¢. Kecamatan Kandat;
d
2
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Kecamatan Kepung;
Kecamatan Kunjang;
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Kecamatan Mojo;
Kecamatan Ngadiluwih;
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Pare;
Kecamatan Plemahan,
KEecamatan Plosoklaten;
Kecamatan Puncu; dan
Kecamatan Wates.

gt om e

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan peruntukan indusini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e
scluas 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) hektare, berada di:
Kecamatan Badas;

Kecamatan Banyakan;

Kecamatan Gampengrejo;

Kecamatan Grogol;

kecamatan Gurah;

Kecamatan kandangan:

Kecamatan Kandat;

Kecamatan Kayen Kidul;

Kecamatan Kepung;

Kecamatan Kras;

Kecamatan Kunjang;

Kecamatan Negadiluwih;

Kecamatan Ngancar;

khecamatan Ngasem,;

Kecamatan Papar;

Kecamatan Pare;

Kecamatan Plemahan,

Kecamatan Plosoklaten;

§ SECPNATVRIETRTIFE P00

Kecamatan Puncu;

Eecamatan Purwoasri;

Kecamatan Ringinrejo;

Kecamatan Tarokan; dan

Kecamatan Wates.

Paragrafl 6
Kawasan Pariwisata
Pasal 38

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas 250
(dua ratus lima puluh) hektare meliputi:
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Candi Surowono berada di Kecamatan Badas;

Air Terjun Irenggolo dan Air Terjun Dole berada di Kecamatan Mojo;
Dragrace berada di Kecamatan Ngancar;

Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan Ngasem;

Petilasan Sr1 Aji Joyoboyo di berada Kecamatan Pagu;

sumber Corah berada di Kecamatan Pare;

Candi Tegowangi berada di Kecamatan Plemahan;

Gereja Santa Maria Pohsarang berada di Kecamatan Semen
sumber Ubalan berada di Kecamatan Plosoklaten: dan

Sumber Podang berada di Kecamatan Semen.

TR e AR TR
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Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 39

(1} Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g
seluas 45.045 ([empat puluh lima ribu empat puluh lima) hektare, meliputi:
a, kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas 25.382 (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua)
hektare berada di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b seluas 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga)
hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 40

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf h seluas 459
jempat ratus lima puluh sembilan) hektare berupa kawasan Bandar Udara yang
berada di:

a. Kecamatan Banyakan,

b. Kecamatan Grogol; dan

¢. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41
Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huraf

i, meliputi :
a. Koramil 04 di Kecamatan Ngasem;
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Koramil 05 di Kecamatan Grogol;
Koramil 06 di Kecamatan Mojo;
Koramil 07 di Kecamatan Ngadiluwih;
Koramil 08 di Kecamatan Kras;
Koramil 09 di Kecamatan Kandat;
Koramil 10 di Kecamatan Wates:
Koramil 11 di Kecamatan Pare;
Koramil 12 di Kecamatan Gurah;
Koramil 13 di Kecamatan Kepung;
Koramil 14 di Kecamatan Plosoklaten;
Koramil 15 di Kecamatan Kandangan;
Koramil 16 di Kecamatan Papar;
Koramil 17 di Kecamatan Purwoasri;
Koramil 18 di Kecamatan Plemahan;
Koramil 19 di Kecamatan Pagu;
Koramil 20 di Kecamatan Ngancar;
Koramil 21 di Kecamatan Puncu;
Koramil 22 di Kecamatan Semen; dan
Koramil 23 di Kecamatan Kunjang.

BAE VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Paragraf 1
Penetapan Lokasi

Pasal 42

Kawasan strategis terdiri atas:

a. kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten; dan

b. kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis provinsi vang ada di kabupaten sebagaimana dimaksucd
pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis untuk kepentingan
ekonomi;

Kawasan strategis provinsi untuk kepenlingan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa Kawasan Strategis Ekonomi Ungpulan
meliputi:

a. Sistem Agropolitan Wilis [Lawu-Wilis); dan

b. Sistem Agropolitan Kelud

Kawasan strategis kabupalen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
scbagaimana dimaksud pada avat (4) melipuli:

a. kawasan pengembangan agropolitan; dan

b.  kawasan koridor ekonomi,
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Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam
peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Hawasan Pengembangan Agropolitan

Pasal 43

Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat {5) huruf a, meliputi:
a. kawasan agropolitan Ngawasondat berada di:

1. Kecamatan Ngancar; dan

2. Kecamatan Plosoklaten;
b. kawasan agropolitan Pakancupung berada di:

1. Kecamatan Kepung, dan

2. Kecamatan Puncu;
c. kawasan agropolitan Segobatam berada di:

1. Kecamatan Banyakan; dan

2. Kecamatan Mojo.
d. kawasan agropolitan Palempari berada di Kecamatan Purwoasri.
Tujuan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai pusat produksi dan
pengolahan komoditas unggulan .
Arahan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1} meliputi ;
a. pengembangan komoditas unggulan, pengolahan dan pemasaran

meliputi:

1. pusat agropolitan Ngawasondat di Perkotaan Wates;

2. pusat agropolitan Pakanpucung di Kecamatan Pare.

3. pusat agropolitan Palempan di Kecamatan Papar; dan

4. pusat agropohitan Segobatam di Kecamatan Banyvakan.
b, peningkatan kelembagaan meliputi:

1. peningkatan peran badan pengelola tingkat desa, kecamatan dan

kabupaten;
2. peningkatan peran koperasi dan lembaga keuangan; dan
3. pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 3
Pengembangan Koridor Ekonomi

Pasal 44

Kawasan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3]

huruf b meliputi:

a. Kawasan CBD di sekitar Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan
Ngasem; dan
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b. Kawasan edukasi dan pariwisata minat khusus Kampung Inggns
berada di Kecamatan Pare.

Tujuan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah mewujudkan koridor ekonomi sebagai kawasan cepal tumbuh,

Arahan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} meliputi:

a. pengembangan obyek wisata dan perdagangan-jasa unggulan; dan

b. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Hesatu

Umum

Pasal 45

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliput:

A,
b
c.

(1]

(<]

(3)

ketentuan KKPH:
indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 46

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurufl a meliputi:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

¢. KKPR untuk kegiatan vang bersifat strategis nasional.

Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalal:

a. Konfirmasi KKPR;

b. Persetujuan KKPR; dan

¢. Rekomendasi KKPR.

Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdin atas:

(1)

(2)
(3

()

(5)

indikasi program utama jangka menengah tahap | (satu) tahun 2023-2024;
indikasi program utama jangka menengah tahap Il (dua) tahun 2025-2029;
indikasi program utama jangka menengah tahap Il (tiga) tahun 2030-
2034;

indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-
2039; dan

indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima} tahun 2040-
2044,

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima tahun) pertama
dimaksud dalam Pasal 47 hurul a meliputi:
a. program utama;
5] lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e, waktu pelaksanaan.
ogram utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf b berupa tempatl
dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal
dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
masyarakat;
swasla; dan/atau
sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf d terdiri
dari:
a. Pemerintah Pusat;
b, Pemerintah Daerah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

e AR TR
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d. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi
usulan program utama direncanakan dalam kuran waktu perencanaan 5
(lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

(7) Indikasi program utama jangka menengah tahap | (satu) tahun 2023-2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama
jangka menengah tahap I (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Tahap IIT (tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 49

Indikasi program jangka menengah tahap Il tahun 2030-2034 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 avat (1) huruf ¢ diuraikan dalam bentul narasi terdiri
atas;

a. perwuudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. perwujudan Kawasan Sirategis Kabupaten.

Pasal 50

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kkabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman;
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 51

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf a, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL]; dan
b. perwujudan pusat-pusat lain.
(2] Perwujudan pusat kegiatan lokal ([PKL) sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a meliputi:
a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Pusat Pemerintahan;
b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hijau;
c. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hijau.
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perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
b meliputi :
a. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
a) Perkotaan Gampengrejo;
b} Perkotaan Tarokan; dan
] Perkotaan Semen.
2., pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana
permukiman.
b. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa pengembangan
pusat kegiatan pertanian.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf b, meliputi:

L

1)

(2)

(3]

perwujudan sistem jaringan transportasi;
perwujudan sistem jaringan energi;

perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan jalan;

b,  perwujudan sistem jaringan kereta api; dan

c. perwujudan bandar udara umum dan badar udara khusus.
Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. perwujudan jalan umum;

b. perwujudan jalan tol;

c. perwyjudan terminal penumpang; dan

d. perwujudan jembatan.

Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:

pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer,
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sekunder;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer
dan lingkungan sckunder;

g  kajian pembangunan jalan lingkar luar Kabupaten Kediri;

mean DR
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h. kajian pembangunan jalan akses bandara (road diversion);

i.  Kajan pembangunan jalan akses stadion.

Perwujudan jalan tol sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf b berupa
rencana pembangunan jalan tol;

Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf ¢, meliputi:

a. optimalisasi terminal penumpang tipe b; dan

b. optimalisasi terminal penumpang tipe c.

Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d,
berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Perwujudan sistem jaringan Kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b, meliputi:;

a. peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;

b. pengembangan jalur kereta api jalur ganda;

c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:

Stasiun Kras di Kecamatan Kras;

stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;

Stasiun Papar di Kecamatan Papar;

Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;

Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan

. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.

d. kajian reaktivasi jalur kerela api.

perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa pembangunan dan pengembangan
Bandar Udara Pengumpul (hub) Skala Pelayanan Primer.

oon B W bk =

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi pada ayat (1]
meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung,
melipurti:
1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman;
2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Gunung Wilis; dan
3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG
Ngadiredjo.
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung, meliputi:
1. pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan ekstra
tinggi (SUTET),
2. pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan lingg
{(SUTT); dan
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3. pengamanan sistem jarnngan transmisi tenaga listrik pada ruang
scpanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT) dan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingg (SUTET).
c. pengembangan dan pembangunan Gardu listrik.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 huruf ¢ meliputi :

a, perwujudan jaringan tetap; dan

b. perwujudan jaringan bergerak.

Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi;

a. pengembangan jaringan tetap;

b. pembangunan Jaringan Fiber Optik (FO) dengan memanfaatkan jalur
PJU; dan

c. pembangunan hot spot pada area publik.

Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler vaitu pembangunan dan

pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS)

Pasal 56

Pervujudan sistem jaringan sumber dava air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 huruf d meliputi :

a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan

b. perwujudan sistem pengendalian banjir.

Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan

b. pemeliharaan jaringan irgas: sekunder.

Perwujudan sistemn pengendalian banjir berupa perwujudan jaringan

pengendahan banjir sebapaimana dimaksud pada avat (1) huruf b meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:

1. normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan
tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali
banjir, penyediaan embung atau pond pengendali bamjit;
optimalisasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
pemasangan sistem peringatan dini [early warning systemy;
pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga
lingkungan, pengelolaan sampah di ingkungan; dan
kegiatan lainnya vang mendukung upaya struktural.

b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber
daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung
Podang, Dam Ngablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan, dan
Bendung Kacangan;
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¢,  pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan
d. pemeliharaan janngan air baku untuk air bersih.

Pasal 57

Perwujudan sistem jarngan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf e meliputi:
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPALJ;
c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahava dan
beracun (H3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistemn jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.
Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huraf a meliputi:
a. perwujudan jaringan perpipaan meliputi:
1. pemeliharaan unit air baku;
2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air balo;
3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
b. perwujudan bukan jaringan perpipaan meliputi;
1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa; dan
2. pemeliharaan terminal air.
Pengembangan dan penanganan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul b meliputi:
a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah non domestik; dan
b. pemeliharaan dan pengembangan infrastrukiur sistem pengelolaan
air limbah domestik.
Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3] sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurufl ¢ berupa pengembangan sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural
d meliputi:
a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA] Regional Kedin;
c. optimalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
Sistem jaringan evakuasi bencana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur
cvakuas: bencana; dan
b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan lempat
evakuasi bencana.
Pengembangan sistem drainase sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl f meliputi;
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a. Pengembangan janngan drainase prnimer di seluruh  wilayah
perkotaan; dan
b. Pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal 58

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

a.
b.

(1)

(2}

(3]

()

(3]

perwujudan kawasan lindung; dan
perwuudan kawasan budi daya.

Pasal 59

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

huruf a meliputi:

a. perwujudan badan air;

b. perwujudan kawasan wyang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

d. perwujudan kawasan konservasi; dan

e, perwujudan kawasan cagar budaya.

Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a

meliputi:

a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan

b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung,
dan/atau sebutan lainnya.

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

perwujudan kawasan hutan lindung meliputi:

a. penghjauan kawasan hutan;

b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung agar
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan

c. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir.

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan
mata air; dan

b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar
kuat.

Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputs:

a.  perwujudan suaka alam, meliputi:

1. perlindungan kawasan suaka alam;

2, pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam secara
berkelanjutan;

3. perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;
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pengembangan objek wisata berbasis penelitian;

pengelolaan  hutan — kemasyarakatan — dengan konsep
berkelanjutan dan konsep desa hutan;

melestarikan ekosistern kawasan suaka alam yang masih
berkembang; dan

pengelolaan hutan bersama masyarakat.

perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R
Soerjo meliputi:

1.
2.

perlindungan Taman Hutan Raya R Soerjo; dan
pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.

Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
lingkungan bangunan non gedung, meliputi:

da.

b

: 1
2.

3.

4.

Ronservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya;
Pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek
wisata dan penelitian/ pendidikan;

Pengembangan jalur wisata antar bangunan kawasan cagar
budaya; dan

penerapan sistem insentif bag bangunan yang dilestarikan dan
pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami
perubahan fungsi.

lingkungan bangunan gedung dan halamannya, meliputi:

1

d.
3.

Konservasi dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah
rusak:
Penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya; dan

Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di
dalam kawasan cagar budaya.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf b meliputi:

perwujudan badan jalan;

perwujudan kawasan hutan produksi;

perwujudan kawasan perkebunan rakyat;

perwujudan kawasan pertanian;

perwujudan kawasan peruntukan industri;

perwujudan kawasan parniwisata;

perwujudan kawasan permukiman;

perwijudan kawasan transportasi; dan

perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
meliputi pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan
pengembangan jalan tol.

S ER SO AN R
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Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sckitar dalam pengelolaan

kawasan hutan produksi tetap.

Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ berupa pengembangan kawasan perkebunan rakyat;

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul d meliputi:

a. perwujudan kawasan tanaman pangan,

b. perwujudan kawasan hortikaltura;

¢, perwuudan kawasan perkebunan; dan

d. perwujudan kawasan peternakan.

Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan lanaman pangan,

b, pengembangan agribisnis (anaman pangan, hortikultura dan
peternakan;

c. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;

penetapan batas KP2B;

e. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan;

. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;

g. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang
program pertanian pangan berkelanjutan;

h. pengembangan komoditi tanaman pangan;

I pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan
pemasaran hasil tanaman pangan;

J-  pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsan pada
lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan

k. sosialisasi dan workshop  pengelolaan  pertanian  pangan
berkelanjutan.

Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;

Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimalsud pada ayat (5)

huruf ¢ berupa pengembangan kawasan perkebunan;

Perwujudan kawasan peternakan sebapgaimana dimaksud pada ayat (3

huruf ¢ meliputi

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi
perah; dan

b. pengembangan sentra peternakan ternak keeil,

perwujudan kawasan peruntukan industn sebagmimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e meliputi:

a. penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten [RPIK);

b. pengembangan kawasan peruntuklan industri;

¢,  kajian pengembangan Kawasan industri;

d. kajian pengembangan kawasan peruntukkan industri menengah.

perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huraf { meliputi:

P
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da. Kajian Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daecrah (RIPPDA);

b. pengembangan kawasan pariwisata;

c. peningkatan kualitas obyek wisata;

d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
wisata;

e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;

mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya

tark wisata;

g. peningkatan sistem informasi wisata;

h. pengembangan desa wisala cerdas maju sejahtera (Dewi Cemara);

I

ik
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pengembangan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi; dan
Pengembangan Bukit Doho Indah.

perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan: dan

b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf a meliputi:

a. kajian penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
(SPEP);

b. kajian pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan
Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);

c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang

permukiman;

kajian identifikasi permukiman kumuh;

perbaikan lingkungan permukiman kumuh;

pengembangan kawasan perdaganpan, jasa, rekreasi; dan

pengembangan kawasan wisata pendidikan;

pembangunan fasilitas kesehatan Perkotaan Grogol:

peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana;

pembangunan fasilitas kesehatan; dan

pengembangan perikanan.

Pemm.]udan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana

dan sarana serta pengembangan perikanan.

perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h berupa perwujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung
kawasan transportasi Bandar Udara;

b. kajian pengembangan kawasan sekitar kawasan transportasi Bandar
Udara;

c. pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportasi
Bandar Udara.

perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i meliputi:

=
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d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan
pertahanan dan keamanan,

b.  pengendalian perkembangan kKegiatan di sekitar Kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

c. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sckitar,

Pasal 61

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf ¢ berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten
berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perwuudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud
pada avat (2] huruf a meliputi:
4. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat;
b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
c. pengembangan kawasan agropolitan Scgobatam; dan
d. pengembangan kawasan agropolitan Palempari,
Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan ckonomi sekitar Simpang Lima Gumul,
meliputi:
1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi;
a) pengembangan wisata buatan;
bl pengembangan hotel, toko cindera mata, pusat kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
¢) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata.
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
al| pemantapan jalan;
b) penyediaan jalur pejalan kaki;
c] pengembangan jalur hijau; dan
d] menyediakan lahan parkir off street.
b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung
Inggris, meliputi:
1. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan
melipuati:
a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa inggris
b) pengembangan hotel, toko cindera mata, pusat kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
] pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana korider ckonomi meliputi:
a)| pemantapan jalan;
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b) penvediaan jalur pejalan kaki;

c) pengembangan jalur hijau;

d] menyediakan lahan parkir off street; dan

e] pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa inggris.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Tahap IV (Empat) Tahun 2035-2039

Pasal 62

Indikasi program jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d diuraikan dalam bentuk narasi
terdin atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

¢. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 63

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 64

{1} Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf a, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
b. perwujudan pusat-pusat lain,
(2} Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL] sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL] Ngasem berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hiau;
. pﬂrwuju:;!_m Puzat I{Egiﬂtﬂ.t‘l Lokal I:F']"LLP Ngadﬂuwih berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hijau.
(3) perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8, meliputi :
a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
a)] Perkotaan Kras,
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b} Perkotaan Kunjang;
¢} Perkotaan Papar — Purwoasn; dan
d] Perkotaan Plosckaten.
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan  sarana
permukiman,
b. perwyjudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pengembangan
pusal Kegialan pertanian,

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
huruf b, meliputi:

.
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perwujudan sistem jaringan transportasi;
perwujudan sistem jaringan energi;

perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 huruf a meliputi:

g. perwujudan sistem jaringan jalan;

b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan

c. perwujudan bandar udara umum dan badar udara khusus.
Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a meliputi:

8. perwujudan jalan umum;

b. perwujudan jalan tol;

c. perwujudan terminal penumpang; dan

d. perwujudan jembatan.

Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:

pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sckunder; dan
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer
dan lingkungan sekunder.

Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa
rencana pembangunan jalan tol,

Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, melipuati:

a. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B; dan

b. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C.

= n o An o
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Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
Perwujudan sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi::
4, pecningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;
b. pengembangan jalur kereta api ganda;
c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
1. Stasiun Kras di Kecamatan Kras;
Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;,
Stasiun Papar di Kecamatan Papar;
Stasiun Susubhan di Kecamatan Gampengrejo;
Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan
. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.
d. kajian reaktivasi jalur kereta api.
Perwujudan bandar ndara umum dan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ berupa pembangunan dan pengembangan
Bandar Udara Pengumpul (hub) Skala Pelayanan Primer.

L

Pasal 67

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal b5
huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung,
meliputi:
1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA] Siman;
2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Gunung Wilis; dan
3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG
Ngadiredjo.

b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukung, meliputi:

1. pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan ekstra
tinggi (SUTET);

2.  pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan tingg
(SUTT]); dan

3. pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang
sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingg (SUTET).

c. Pengembangan dan pembangunan gardu listrik.

Pasal 68

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 huruf c meliputi :

a. perwujudan jaringan tetap; dan
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b. perwujudan jaringan bergerak.

Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada avat {1) hurul a

meliputi:

a. pengembangan jaringan letap; dan

b. pembangunan Jaringan Fiber Optik (FO) dengan memanfaatkan jalur
PJU

Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler yaitu pembangunan dan

pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS).

Pasal 69

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 huruf d meliputi :

a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan

b.  perwujudan sistem pengendalian banjir.

Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a, meliputi:

a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan

b. pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.

Perwujudan sistem pengendalian banjir sehagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

a. jarnngan pengendalian banjir, meliputi:

1. normalisas sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan
tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali
banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir;
optimalisasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
pemasangan sistem peringatan dini (early waming system);
pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga
Imgkungan, pengelolaan sampah di ingkungan; dan

6. kegiatan lainnya yang mendukung upaya struktural.

b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber
daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung
Podang, Dam Ngablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan,
Bendung Kacangan;

c. pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan

d. pemeliharaan jaringan air baku untuk air bersih.

LS B s

Pasal 70

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 hurufl ¢ meliputi:

a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM];

b.  perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahava dan
beracun (B3});
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d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan cvakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.
Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
1. pemeliharaan unit air bakua
2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air baku;
3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
b. perwujudan bukan jaringan perpipaan
1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa
2. pemeliharaan terminal air
Pengembangan dan penanganan sistermn pengelolaan air limbah [SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah non doemestik; dan
b. pemeliharaan dan pengembangan infrastrukbtur sistem pengelolaan
air limbah domestik.
Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa pengembangan sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, meliputi:
a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri;
¢. optmalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
Sistem jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl e,
meliputi:
a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur
evakuasi bencana; dan
b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan tempat
evakuasi bencana.
Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf  meliputi:
a. pengembangan jarnngan dramase primer di  seluruh  walayah
perkotaan; dan
b. pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal T1

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

a.
b.

perwujudan kawasan lindung; dan
perwujudan kawasan budi daya.
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Pasal T2

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

huruf a meliputi:

a. perwujudan badan air;

b. perwwudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

d. perwujudan Kawasan konservasi; dan

e. perwujudan kawasan cagar budaya,

Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan

b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung,
dan fatau sebutan lainnya.

Perwujudan kawasan vang memberikan perlindungan terhadap Kawasan

bawahannya berupa perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. penghijjauan kawasan hutan lindung;

b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak
mengganggy fungsi lindung kawasan; dan

c. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir.

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, meliputi:

a. pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan
secmpadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan
mata air; dan

b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar
kuat.

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humafl 4,

meliputi:

a. perwujudan kawasan suaka alam
1. perlindungan kawasan suaka alam;

2. pengawasan dan pemantauan Kawasan suaka alam secara
berkelanjutan;

perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;

pengembangan objek wisata berbasis penelitian;

5. pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan konsep
berkelanjutan dan konsep desa hutan;

6. melestarikan ekosistem kawasan suaka alam yang masih
berkembang; dan

7. pengelolaan hutan bersama masyarakat.

b. perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R

Soerjo meliputi:

1. perlindungan Taman Hutan Raya R Socrjo; dan

2. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.

-l
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meliputi:
a. lingkungan bangunan non gedung, meliputi:

1. konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya;
pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek
wisata dan penelitian /pendidikan; dan

3. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan
pemberlakuan sistem disinsentil bagi bangunan yang mengalami
perubahan fungsi.

b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, meliputi:

1. konservasi dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah
rusak;

2. penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya; dan

3. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di
dalam kawasan cagar budaya.

Pasal 73

Perwujudan kawasan budidayva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

huruf b meliputi:

perwujudan badan jalan;

perwujudan kawasan hutan produksi;

perwujudan kawasan perkebunan rakyat;

perwujudan kawasan pertanian;

perwujudan kawasan peruntukan industri;

perwijudan kawasan pariwisala;

perwujudan kawasan permulkiman;

perwujudan kawasan transportasi; dan

perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pf:rwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi  pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan

pengembangan jalan tol;

Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan

kawasan hutan produksi tetap.

Perwujudan kawasan perkebunan rakyat scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ meliputi pengembangan kawasan perkebunan rakyat.

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. perwujudan kawasan tanaman pangan;

b. perwujudan kawasan hortikultura;

¢,  perwujudan kawasan perkebunan; dan

d. perwujudan kawasan peternakan.

Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a meliputi:

a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan
peternakan;

Emes an op
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b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;

c. penetapan batas KP2B;

d. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan,

e. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;

f.  pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang
program KP2B;

g. pengembangan komoditi tanaman pangan;

h. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan
pemasaran hasil tanaman pangan;

i,  pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsari pada
lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan

j.  sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan
berkelanjutan.

Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

hurul b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;

Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf ¢ berupa pengembangan kawasan perkebunan,

Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada avat [5)

huruf d mehputi

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi
perah; dan

b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil.

perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hural e meliputi:

a. pengembangan kawasan peruntukkan industr;

b. kajian pengembangan kawasan industri; dan

. kajian pengembangan kawasan peruntukkan industni menengah.

perwujudan kawasan pariwisata sebagamimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi;

a. pengembangan kawasan pariwisata;

b. peningkatan kualitas obyek wisata;

¢. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
wisata;

d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;

mensinergikan kegiatan lainnya vang memiliki potensi sebagal daya

tarik wisata;

f. peningkatan sistem informasi wisata;

g. pengembangan desa wisata cerdas maju sejahtera (Dewi Cemaral;

h. pengembangan Kampung Ingpris sebagai wisata edukasi; dan

i. pengembangan Bukit Doho Indah.

perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan

b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimalksud

pada ayat (12) huruf a meliputi:
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a. pengembangan dan peningkatan janngan nfrastruktur penunjang

permukiman;

perbaikan lingkungan permukiman kumuh;

pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi;

pengembangan kawasan wisata pendidikan;

peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan

pengembangan perikanan.

Pemn.uudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana

dan sarana serta pengembangan perikanan.

perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul h berupa pervujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:

8. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung
kawasan transportasi Bandar Udara ;

b. kajian pengembangan kawasan sekitar kawasan transporiasi Bandar
Udara; dan

c. pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportiasi
Bandar Udara,.

perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimalksud

pada ayat (1) huruf i meliputi:

8. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan
pertahanan dan keamanan;

b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

¢. mensinergikan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kegiatan
budidaya masyvarakat sekatar.

LR

Pasal T4

Perwujudan kawasan strategis kabupaten scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf ¢ berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten
berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perwujudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] hurul a meliputi:
a. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat,
b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
¢, pengembangan kawasan agropolitan Segobatam; dan
d. pengembangan kawasan agropolitan Palempari.
Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul,
meliputi:
1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi:



60

a) pengembangan wisala buatan;
b} pengembangan hotel, toko cindera mata, pusat kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
¢} pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
a) pemantapan jalan;
by penyediaan jalur pejalan kaki;
¢ pengembangan jalur hijau: dan
d)] menyediakan lahan parkir off street.
b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung
Ingens, meliputi:
l. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan
meliputi:
a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa inggris
b) pengembangan hotel, toko cindera mata, pusat kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
c)] pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi;
al pemantapan jalan;
b} penyediaan jalur pejalan kaki;
c] pengembangan jalur hijau;
d) menyediakan lahan parkir off street; dan
e] pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa inggris.

Paragraf 4
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Tahap V (Lima) Tahun 2040-2044

Pasal 75

Indikasi program jangka mcnengah tahap V (lima) tahun 2040-2044
seébagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e diuraikan dalam bentuk narasi
terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 76

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b, perwujudan sistem jaringan prasarana.
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Pasal 77

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 huruf a, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
b. perwujudan pusat-pusat lain.
(2) Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliput::
a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b.  perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hijau;
c. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih berupa
pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan
Ruang Terbuka Hijau.
(3) perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8, meliputi :
a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
a] Perkotaan Plemahan - Kayvenkidul; dan
b} Perkotaan Ringinrejo - Kandalt.
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana
permukiman.
b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pengembangan
pusat kegiatan pertanian.

Pasal 78

Perwujudan sistem Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
huruf b, meliputi:

perwujudan sistem jaringan transportasi;

perwujudan sistem jaringan energi;

perwijudan sistem jaringan telekomunikasi;

perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

perwijudan sistem jaringan prasarana lainnya.

ponop

Pasal T9

{1} Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan;
b. perwujudan sistem jaringan Kereta api; dan
¢. perwvujudan bandar udara umum dan badar udara khusus
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Perwujudan sistem jaringan jalan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. perwujudan jalan umum;

b. perwujudan jalan tol;

c. perwujudan terminal penumpang; dan

d. perwujudan jembatan.

Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:

pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer;
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sckunder; dan
pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer
dan hingkungan sekunder,

Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b, berupa
rencana pembangunan jalan tol.

Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, meliputi:

a. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B; dan

b. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C,

Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Perwujudan sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:

d4. peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;

b. pengembangan jalur kereta api jalur ganda;

c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:

Stasiun Kras di Kecamatan Kras;

Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;

Stasiun Papar di Kecamatan Papar;

Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;

Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; Dan

. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.

d. kajian reaktivasi jalur kereta ap.

perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa pembangunan dan pengembangan
Bandar Udara Pengumpul (hub) Skala Pelayanan Primer.

~0 a0 OB
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Pasal BO

Perwujudan sistem jaringan energl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

hurufl b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Perwujudan jaringan infrastruktur Kketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung,
meliputi:
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Pengembangan Pembanglkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman;
2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Gunung Wilis; dan
3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG
Ngadiredjo.
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung, meliputi:
l. pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan ekstra
tinggi (SUTET);
2.  pembangunan dan pemeliharan saluran udara tegangan tinggi
(SUTT); dan
3. pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang
sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET].
€. pengembangan dan pembangunan Gardu listrik.

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 huruf ¢ meliputi :

4. perwujudan jaringan tetap; dan

b. perwujudan jaringan bergerak.

Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. pengembangan jaringan tetap; dan

b. pembangunan jaringan Fiber Optik (FO| dengan memanfaatkan jalur
PJU:

Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler vaitu pembangunan dan

pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS).

Pasal B2

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf d meliputi :
a., perwuyjudan sistem jaringan irigasi; dan
b. perwujudan sistem pengendalian banjir.
Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan
b. pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:
1. normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan
tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali
banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir;
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optimahsasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
pemasangan sistem peringatan dini (early waming system);
pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga
lingkungan, pengelolaan sampah di lingkungan; dan

6. kegiatan lainnya yang mendukung upaya struktural.
b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber
daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung
Podang, Dam MNgablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan,
Bendung Kacangan;
pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan
d. pemeliharaan jaringan air baku untuk air bersih.

il o

2

Pasal 83

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimalksucd
dalam Pasal 78 huruf e meliputi:
a. perwujudan sistemn penyediaan air minum (SPAM);
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3);
d. perwujudan sistemn jaringan persampahan;
€. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.
Sistern penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
1. pemeliharaan unit air baku;
2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air baku; dan
3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
b. perwujudan bukan jaringan perpipaan
1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa
2. pemeliharaan terminal air
Pengembangan dan penanganan sistem pengelolaan air limbah [SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah non domestik; dan
b. pemeliharaan dan pengembangan infrastrukitur sistem pengelolaan
air limbah domestik.
Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa pengembangan sistemn pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3|
Sistem Jaringan Persampahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, meliputi:
a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara [TPS);
b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri;
c. optimalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
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d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3E.
[6) Sistem jaringan cvakuasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf e,
meliputi:
a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur
evakuasi bencana; dan
b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan tempat
evakuasi bencana,
(7} Pengembangan sistemn drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ meliputi:
a. pengembangan jaringan drainase prnmer di oseluruh  wilayah
perkotaan; dan
b. pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal 84

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 huruf b meliputi;

a. perwujudan kawasan lindung; dan

b, perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 85

(1] Perwujudan kawasan lindung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 84

huruf a meliputi:

a. perwujudan badan air;

b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

¢. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

d.  perwyjudan kawasan konservasi; dan

€. perwujudan kawasan cagar budaya.

2] Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan

b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung,
dan/atau sebutan lainnya.

(3] Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya berupa perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi:

a. penghijauan kawasan hutan lindung;

b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan hutan hindung agar
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan

¢. pelestanan hutan lindung pada kawasan hulu sampai dengan hilir.

(4] Perwujudan kawasan perlindungan setempat schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. pengendalian kawasan perlidungan setempal berupa kawasan
sempadan sungai, kawasan sckitar danau/waduk dan sempadan
malta air; dan
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b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar
kuat.

Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:

da. perwujudan kawasan suaka alam

1.
d.

3.
4.
5.

6.
7.

perlindungan kawasan suaka alam;

pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam secara
berkelanjutan;

perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;
pengembangan objek wisata berbasis penelitian;

pengelolaan hutan  kemasyarakatan dengan  konsep
berkelanjutan dan konsep desa hutan;

melestarikan ekosistem yang masih berkembang; dan
pengelolaan hutan bersama masyarakat,

b. perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R
Soerjo meliputi:

1.
2.

perlindungan Taman Hutan Raya R Scerjo; dan
pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebul agar
tidak mengpangeu fungsi lindung kawasan.

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e,

meliputi:

a, lingkungan bangunan non gedung, meliputi:

1.
2.

3.

4.

konservas: selatar bangunan kawasan cagar budava;
pengembangan bangunan kawasan cagar budava sebagai objek
wisata dan penelitian/ pendidikan;

pengembangan jalur wisata antar bangunan kawasan cagar
budaya; dan

penerapan sistem insentif bagi bangunan kawasan cagar budaya
vang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentil bag

bangunan vang mengalami perubahan fungsi.

b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, berupa konservasi
dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah rusak.

Pasal 86

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
hurufl b meliputi:

Lol T - -

perwujudan badan jalan;

perwujudan kawasan hutan produksi;
perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
perwujudan kawasan pertanian;

perwujudan kawasan peruntukan industri;
perwujudan kawasan parnwisata;

perwujudan kawasan permukiman;

perwijudan kawasan transportasi; dan
perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
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Perwujudan badan jalan sebapgaimana dimaksud pada avat (1) huruf a

meliputi  pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan

pengembangan jalan tol.

Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan

kawasan hutan produksi tetap.

Perwujudan kawasan perkebunan rakval sebagaimana dimaksud pada

ayatl (1) huruf ¢ meliputi pengembangan kawasan perkebunan rakyat.

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada avat (1)

hurufl d meliputi:

a. perwujudan kawasan tanaman pangan,

b. perwujudan kawasan hortikultura;

c. perwujudan kawasan perkebunan; dan

d. perwujudan kawasan peternakan.

Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a melipuati:

a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan
peternakan;

b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;

€. penetapan batas KP2B;

d. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan;

e. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;

f. pembernan insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang
program pertanian pangan berkelanjutan;

g. pengembangan komoditi tanaman pangan;

h. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan
pemasaran hasil tanaman pangan;

1. pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsari pada
lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan

j. sosialisasi dan workshop pengelolaan  pertanian  pangan
berkelanjutan.

Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;

Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf ¢ berupa pengembangan kawasan perkebunan.

Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf ¢ meliputi

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi
perah; dan

b, pengembangan sentra peternakan ternak kecil.

perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e meliputi:

a. pengembangan kawasan peruntukan industri;

b. kajian pengembangan kawasan industr; dan

¢. lkapan pengembangen kawasan peruntukan industn menengah.
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perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf [ meliputi:

a. pengembangan kawasan pariwisata;

b. peningkatan kualitas obyek wisata;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
wisata;

d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;

mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya

tarik wisata;

f. peningkatan sistem informasi wisala,

g. pengembangan desa wisata cerdas maju sejahtera (Dewi Cemara);

h

i

o

pengembangan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi; dan

. Pengembangan Bukit Doho Indah.

perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf g meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan

b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf a meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang

permukiman,

perbaikan ingkungan permukiman kumuh;

petigembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi;

pengembangan kawasan wisata pendidikan;

peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan

pengembangan perikanan.

PEI"-"L"I.leldEI.n kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana

dan sarana serta pengembangan perikanan,

perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h berupa perwujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung
kawasan transportasi Bandar Udara;

b. Kajian Pengembangan kawasan sekitar kawasan transportasi Bandar
Udara; dan

¢. pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportasi
Bandar Udara.

perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i melipuati:

a. pengembangan dan penmngkatan sarana dan prasarana kawasan
pertahanan dan keamanan;

b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

c. mensinergikan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kegiatan
budidaya masvarakal sekitar.

mo a0
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Pasal BT

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 huruf ¢ berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten
berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perwujudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud
pada ayat {Z) huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat;
b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
c. pengembangan kawasan agropolitan Segobatam; dan
d. pengembangan kawasan agropolitan Palempari.
Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul,
meliputi:
1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi:
a) pengembangan wisata buatan;
bl pengembangan hotel, toko cindera mata, pusat kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
c] pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi;
a] pemantapan jalan;
b) penvyediaan jalur pejalan kaki;
c] pengembangan jalur hijau; dan
d] menyediakan lahan parkir off street.
b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung
Inggris, meliputi:
1. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan
meliputi:
a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa inggris
b} pengembangan hotel, toko cindera mata, pusal kuliner dan
pusat informasi wisata; dan
¢}  pengembanpgan perdagangan dan jasa skala regional berupa
pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
a) pemantapan jalan;
b} penyediaan jalur pejalan kaki;
¢ pengembangan jalur hijau;
dl menyediakan lahan parkir off streef; dan
el pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa inggris.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal BB

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 huruf ¢ dilakukan berdasarkan indikasi program

utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan

indikasi program dengan program sektoral dan kewilayvahan dalam

dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi

masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan

peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten,

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu)
tahunan.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
HABUPATEN

Pasal 89

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

a. ketentuan umum zonasi,

b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;

¢. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2]
huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
Ketentuan umum zonasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;

b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan

. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
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Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pagal 91

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat {2} huruf a, meliputi:

a.
b.

11)

(<]

{3)

[4)

ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal [PKL);

b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan ckonomi dan pelayanan umum sesuai dengan fungsi
masing-masing Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. kegiatan permukiman dan sarana prasarana penunjang.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. usaha kecil dan mikro dengan syarat sesuai dengan peruntukan
pola ruang; dan

2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan svaral
memperhatikan  kelestarian lingkungan dan  kesehatan
masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan melipuati:

1. kegiatan pertambangan; dan
2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

d. ketentuan intesitas dengan tata bangunan diarahkan dengan
intensitas menengah hingga tinggi.

Kelentuan umum zonasi pusal-pusatl lain sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huraf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan

b, ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Ketentuan umum =zonasi Pusat Pelayanan Kawasan scbagaimana

dimaksud pada ayat (3] huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan
ckonomi dan pelayanan umum dengan memperhatikan pemanfaatan
ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau desa yang
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur kecamatan;

b. |kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:



1. kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak berpotensi
memimbulkan pencemaran lingkungan hidup yvang berdampak
luas;

2. kegiatan peternakan dengan syarat skala usaha yang tidak
mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan;

3. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara
dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat tidak
mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan; dan

5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan svarat scsuai dengan
peraturan perundang-undangan,

¢. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa
kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan
Kawasan.

d. ketentuan intesitas dengan tata bangunan diarahkan dengan
intensitas rendah hingga menengah.

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan berupa kegiatan
ekonom dan pelayanan umum dengan memperhatikan pemanfaatan
ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa
lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas
infrastruktur lingkungan;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan svarat
meliputi:

1. kegiatan peruntukan industri dengan syarat tidak berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yvang berdampak
luas;

2. kegiatan peternakan skala usaha dengan syarat tdak
menggangeu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan;

3. eksplorast dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara
dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

4. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat tidak
mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan,

c. kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan
peternakan skala usaha dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

d. ketentuan intesitas dengan tata bangunan diarahkan dengan
intensitas rendah.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 huruf b, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;

b.  Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;

e.  Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
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Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 93 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan

¢. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara
khusus.

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Retentuan umum zonasi jalan umum;

b. Ketentuan umum zonasi jalan tol;

c. HKetentuan umum zonasi terminal penumpang; dan

d. Ketentuan umum zonasi jembatan,

Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, meliputa;

a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;

b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor; dan

¢. ketentuan umum zonasi jalan lokal,

Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, meliputi;

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. peletakan jaringan utilitas sccara paralel dengan tidak saling
mengeganggu fungsi antarprasarana;

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan
yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

b. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan bersyarat meliputi
pemanfaatan ruang dengan syarat tidak berdampak langsung
terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer
dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road).

e. kegiatan pemanfaatan ruang yang Udak diperbolehkan yaitu semua
kegiatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis
peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan.

Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer; dan

b. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder.

Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud

pada ayat {5) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan, meliputi:

1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling
menggangpu lungsi antar prasarana; dan
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pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan
yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara bersyarat
meliputi:

pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan
syarat memperhatikan jarak tertentu sehingga memenuhi
kecepatan rencana dan kapasitas serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang
dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan
samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan
jalur lambat (frontage road); dan

bangunan di sepanjang jalan kolektor primer dengan syarat
memenuhi ketentuan garis sempadan jalan dan tidak
menimbulkan bangkitan besar.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan berupa semua
pemanfaatan kecuali wuntuk pergerakan orang/barang dan
kendaraan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis
peruntukan vang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan.

prasarana dan sarana minimum meliputi:

1.
2.

B e

rambu lalu lintas;

marka jalan;

alat pember isyarat lalu lintas;

alat penerangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

alat pengawasan dan pengamanan jalan;

fasilitas untuk sepeda;

pejalan kaki dan disabilitas; dan

fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan vang
berada di jalan dan di laar badan jalan.

ketentuan lain-lain terdiri atas :

1.
2,
8
4.

penyediaan penempatan rambu;

penyediaan penempatan iklan;

penyediaan jembatan penyeberangan; dan
penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

(7] Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sckunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a meliputi:
kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas :

a.

1.

2.

peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling
menggangpgu fungsi antar prasarana; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan
vang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara bersyarat
meliputi;
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1. pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan
syarat memenuhi jarak tertentu, kecepatan rencana dan
kapasitas sesual dengan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang
dengan syaral tidak berdampak langsung terhadap hambatan
samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan
jalur lambat (frontage road); dan

3. bangunan di sepanjang jalan kolekitor primer dengan syarat
memenuhi garis sempadan jalan dan tidak menimbulkan
bangkitan besar.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan berupa semua

pemanfaatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan

kendaraan.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis

peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang

pengawasan jalan.

prasarana dan sarana minimum meliputi:

rambu lalu lintas;

marka jalan;

alat pemberi isyarat lala lintas;

alat penerangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

alat pengawasan dan pengamanan jalan;

fasilitas untuk sepeda;

pejalan kaki dan disabilitas; dan

fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yvang

berada di jalan dan di luar badan jalan.

ketentuan lain-lain terdiri atas :

1. penyediaan penempatan rambu;

2. penyediaan penempatan iklan;

3. penyediaan jembatan penyeberangan; dan

4, penyediaan tempat pemberhentian angkutan.

e el

Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat |3)
huruf ¢ meliputi:

a.
b.

ketentuan umum zonasi jalan lokal primer; dan
ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder,

Ketentuan umum zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a meliputi:

;I

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kepatan berkepadatan rendah sampal sedang;

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan
vang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
kegiatan pemanfaatan ruang veang diperbolehkan dengan svarat
berupa pemanfaatan ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis

sempadan jalan.
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
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1. kegiatan yang berpotensi membahayakan penguna jalan lokal
primer; dan
2. bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis
peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan,

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:

rambu lalu lintas;

marka jalan;

alat pemberi isyarat lalu lintas;

alat penerangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

alat pengawasan dan pengamanan jalan;

jalar sepeda;

jalur pejalan kaki dan disabilitas;

jalur penyeberangan; dan

lﬂ fasilitas pendubung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
berada di jalan dan di luar badan jalan.

(10} Ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (8} huruf b meliputi:

8. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat
kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan kecamatan
dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak
mengurang lungs: pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam
Wilayah tersebut;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal
sekunder; dan

3. pengembangan RTH.

b. kegiatan pemanfaatan mmang yang diperbolehkan dengan svarat
meliputi:

1. pendiritan bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di
Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus
memperoleh  izin  dari  penyelenggara  jalan  sesuai
kewenangannya; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¢. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi membahayakan penguna jalan lokal
sekunder; dan

2.  bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menvesuaikan dengan jenis
peruntukan vyang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan.

-

000 M in B b
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€. Ssarana dan prasarana mimmum mehputi:

rambu lala lintas;

marka jalan;

alat pemberi isyarat lalu lintas;

alat pencrangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
alat pengawasan dan pengamanan jalan;

jalur sepeda;

jalur pejalan kaki dan disabilitas;

jalur penyeberangan; dan

1[1 fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
berada di jalan dan di luar badan jalan.

(11) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputs:

1. pemagaran, dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan
dalam bentuk jembatan atau terowongan;

4. bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan strukiur
vang dapat menyerap energl benturan kendaraan pada tempat-
tempat vang membahayakan pengguna jalan tol;

3. prasarana yang menyatakan aturan perintah dan larangan dalam
bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu
hntas; dan

4. sarana komumikasi dan sarana deteksi pengamanan lain yang
memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat
kejadian serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran,
kecelakaan, serta gangguan keamanan lainnya.

b. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara bersyarat
meliputi:

1. pengembangan pemanfaatan ruang budidaya dengan syarat yang
tidak mengakses secara langsung ruas jalan bebas hambatan;
dan

2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat
memiliky tingkat intensitas rendah.

c. kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan, terdini atas :
1. semua pemanfaatan pada badan jalan, kecuali untuk pergerakan

orang/barang dan kendaraan; dan

2. aktivitas pemnanfaatan budidaya sampai batas ruwasja tol.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis
peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan.

€. sarand dan prasarana minimum meliputi;

rambu lalu lintas;

marka jalan;

alat pemberi isyvarat lalu lintas;

alat penerangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan

O~ 3 bW

L el
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alat pengawasan dan pengamanan jalan.
ketentuan lain-lain meliputi !
penyediaan penempatan rambu;
penyediaan penempatan iklan; dan

3. penyediaan jembatan penyeberangan.

b = T h

(12) Ketentuan umum zonasi lerminal penumpang scbagaimana dimaksud
pada ayal (2) huruf d berupa terminal penumpang tipe B dan terminal
penumpang tipe C meliputi:

il

b.

L

d.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan, berupa kegiatan
budidaya yang mendukung fungsi terminal;

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dengan syarat,
berupa kegiatan ekonomi dengan syaral tidak mengganggu langsi
terminal;

kegiatan pemanfaatan ruang yang bdak diperbolehkan berupa
kegiatan budidaya yang tidak mendukung terminal; dan

intensitas pemanfaatan ruang berupa penctapan garis sempadan
bangunan terminal.

(13} Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
hurufl e meliputi:

H.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan

operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. pemasangan reklame dengan svarat mempertimbangkan
keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari
penyelenggara jembatan sesusl dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa

kegiatan dan pendinan bangunan yang dapat mengganggu

operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan,

(14) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

.

b.

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api;
dan

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api
penumpang dan barang.

(15) Ketentuan umum zonasi kawasan di selatar janngan jalur kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat [10) huruf a berupa jaringan jalur kereta
apl antarkota meliputi:

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan
jalur kereta api;

2. pengembangan ruang terbuka hijau.
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kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat,

melipuati ;

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan
jalur kereta api dengan syarat memiliki intensitas rendah hingga
sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapal mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta
api; dan

2, pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi
berwenang.

intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan

bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan

kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api
scbagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa stasiun penumpang
meliputi:

.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun
penumpang dan barang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sckitar stasiun
penumpang dan barang dengan syarat memperhatikan rencana
pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan
perkeretaapian; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa

kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan
barang.

(17) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa bandar udara

pengumpan meliputi;

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada kawasan sekitar

bandara;

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dengan svarat

meliputi:

1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan banpunan,
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP
dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
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2. Pemanfaatan ruang dengan syarat sesugl KKOP dan Kawasan
Kebisingan Penerbangan (KKP).
¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan
pada KKOP; dan
2. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP dan
melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh
izin dari otoritas bandar udara.
d. intensitas pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait kebandarudaraan.
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas
penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa
pesawat udara, penumpang, barang dan pos.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik
dan sarana pendukung; dan

b, ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga
listrik dan sarana pendukung

Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi PLTA;

b. ketentuan umum zonasi PLTP; dan

¢. ketentuan umum zonasi PLTBm.

Ketentuan umum zonasi PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliput:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pembangkit listrik tenaga air [PLTA); dan

2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur
ketenagalistrikan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pengembangan PLTA dapat dilaksanakan di seluruh
kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan dayva dukung serta
daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang
memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;

3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan
sckitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.

intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH

menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan

KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol

koma lima);

sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan

ketentuan lainnya melalui penvediaan RTH, pelataran parkir, dan

ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi:

A,

kegiatan yang diperbolehkan melipuli:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan FLTP; dan

2. pengembangan RTH pada sempadan janngan infrastruktur
ketenagalistrikan.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dilaksanakan di
seluruh kecamatan sesual dengan lokasi potensi dan daya
dukung serta dayva tampung serta sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik vang
memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;

3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan
sekitarnya serta tidak menggangegu PLTP; dan

4, pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.

intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH

menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan

KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol

koma lima);

sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan

ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan

ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi:

il

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kematan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm;
dan
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4. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur
ketenagalistrikan.

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syaral meliputi:

1. kegiatan pengembangan PLTBm dapat dilaksanakan di seluruh
kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta
daya tampung serta secsual dengan peraturan perundang-
undangan;

2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang
memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;

3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan
sckilarnya serta tidak mengganggu PLTBm; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4.  kegiatan dan pendirian bangunan yang dapal mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm.

d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH
menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan
KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol
koma limaj;

. sarana dan prasarana munimum berupa bangunan pelengkap; dan

f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan
ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik

dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdin atas:

a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
dan

b. ketentuan umum zonasi Gardu Listrik.

Ketentuan umum Zonasi janngan transmisi tenaga listrik antarsistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (b) huruf a terdini atas:

a. ketentuan umum zonasi SUTET; dan

b. ketentuan umum zonasi SUTT.

Ketentuan umum zonasi SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a meliputi:

a. kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,
dan pengembangan SUTET.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekdtar jaringan SUTET
memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarmya

2. pembatasan ruang bebas di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu
Ruang bebas dan keamanan operasi SUTET;

d. intensitas pemanfaatan raang berupa KDB, KLB, dan KDH
menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan
KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol
koma lima);

€. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan

f.  ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan
ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonast SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huraf

b meliputi:

a. kegiatan yvang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,
dan pengembangan SUTT.

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.  pengembangan RTH di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pendirian bangunan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yvang mengganggu
Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT;

d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH
menyesuaikan dengan jenis peruntukan yvang akan dilakukan dengan
KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol
koma limal);

e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan

f.  ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan
ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

() huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,
dan pengembangan Gardu Listrik.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat berupa pengembangan
ETH dan pertaman di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kepiatan vang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian
bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Gardu Listrik

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 hurul ¢ terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap; dan

b.  Ketentuan umum zonasi Jaringan Bergerak.

Ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
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kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,

dan pengembangan Jaringan Tetap;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian

bangunan yang dapal mengganggu operasional, penunjang, dan

pengembangan Jaringan Tetap;

intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis

peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal (lima puluh

persen| dan KLB maksimal 0,5 (nol koma limal;

sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan

ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan

ruang keamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurafl b berupa Ketentuan umum zonasi Jaringan Bergerak Seluler.
Ketentuan umum  zonasi Jaringan Bergerak  Seluler sebagaimana

dimaksud pada avat (3] meliputi:

H.

b.

kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,

dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;

kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat meliputi;

1. pengembangan menara telekomunikasi bersama dengan syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. kegiatan pertanian dan RTH sepanjang tidak mengganggu batas
yvang ditetapkan;

kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar sesual
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2. kegiatan dan pendinan bangunan yang dapat mengganggu
operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak
Seluler.

intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan  jenis

peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal (lima puluh

persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma hmal;

sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap, dan

ketentuan lainnya melalui penvediaan RTH, pelataran parkir, dan

ruang keamanan pengguna.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 hurufl d meliputi:

A
b.

ketentuan umum zonasi sislem jarnngan irigasi; dan
ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air.
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Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.
b.

ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Primer; dan
ketentuan umum zonasi sistern Jaringan Irigasi Sekunder,

Ketentuan umum zonasi sistem Jaringan Ingasi Primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

A,

kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,

dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan

Jaringan Irigasi Primer;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan
dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan
fungsi hndung Kawasan;,

2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah
dilakukan secara seclaras dengan pemanfaatan ruang pada
wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan

3. kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak tatanan
lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas
maupun kuantitas air.

kegiatan vang tidak diperbelehkan berupa pemanfaatan ruang dan

pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan

Irigasi Primer; dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30%

(tiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH 2 80% (lebih dari

delapan puluh persen| sesuai ketentuan bangunan vang dimaksud.,

ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang
evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan
prasarana sumber daya air.

Ketentuan umum zonasi sistem Jaringan Ingasi Sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a.

kegiatan vang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan,

2. pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi
Sekunder;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak jaringan irigasi;

2. pemanfaatan ruang di sekdtar wilayah sungai lintas daerah
dilakukan secara selaras dengan pemanfaaten ruang pada
wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan

3. kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak Kualitas
maupun kuantitas air.

kegiatan vang tidak diperbolehkanberupa pemanfaatan ruang dan

pendirian bangunan vang dapat merusak Jaringan Irigasi Sekunder;

dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30%

jtiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH = B0% (lebih dan

delapan puluh persen| sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
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Ketentuan saransa prasarana minimum meliputi penylapan ruang
evakuasi dan prasarana mbgasi bencana di sekitar bangunan
prasarana sumber daya air.

Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. bangunan sumber daya air;

2. kegialan pendukung bangunan sumber daya air; dan

3. kegiatan perikanan,

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak kualitas
maupun kuantitas air;

2, kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi
bangunan sumber daya air; dan

3. kegiatan transporiasi dengan syvaral tidak mengganggu fungsi
bangunan sumber dava air.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapal

menggangegu fungsi bangunan sumber daya air;

ketentuan intensiias pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30%

(tiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH = 80% (lebih dari

delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan vang dimaksud.

ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang

evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan

prasarana sumber daya air.

Pasal 98

Ketentuan umum 2zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 hurul ¢, meliputi:

.
b,

.

d.

e.

L

ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air imbah (SPAL);
ketentuan wumum zonasi sistern Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;

ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
Ketentuan zonasi sistem drainase.

Ketentuan umum zonasi sistem penyvediaan air minam [(SPAM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a meliputi:

a.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan  berupa
pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minim;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat
berupa pembangunan jaringan primer, sckunder dan sambungan
rumah dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah
kegiatan vang mengganggu sistem penyediaan air minum,;
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sarana dan prasarana minimum berupa kantor pengelola, bak
penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan
sumber energ listrik;

ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah zonasi
sistem penyediaan air minum (SPAM) dilakukan melalui kerjasama
tersendiri sesuai dengan perundang-undangan vang berlaku.

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan yaitu mendirikan

fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan

pengolah limbah;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

berupa pembangunan sarana dan prasarana mendukung dengan

syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. membangun sarana pengolah limbah secara individual di
perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;

2. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan

saluran irigasi;

3. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah;
dan

4. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu
fungsi kawasan.

Ketentuan umum zonasi sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava
dan Beracun (B3} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

€.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional wyang mendukung sistern pengelolaan
limbah B3;

2. HKegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan

3. pengembangan RTH sebagai sabuk hijau sekitar kawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu

pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak

tersambung langsung dengan kawasan terbangun/kawasan

permukiman dengan syarat sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yvang merusak jaringan air limbah;

sarana dan prasarana minimum berupa unit pengelolaan limbah B3;

dan

ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah limbah

B3 dilakukan melalui kerjasama tersendin sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum Zzonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf d berupa TPA dan TPS meliputi;

a.

kegiatan pemaniaatan ruang vang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
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pembangunan RTH jalur hijau/sabuk hijau di selatar TPA;

bangunan yang mendukung operasi pengelolaan sampah;

pembangunan jalan inspeksi menuju ke TPA; dan

kegiatan TPS3R.

kﬁglatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

1. kegiatan penelitian dan edukasi dengan syarat tidak menggangeu
operasi pengelolaan sampah.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan syarat sesuai
dengan perundang-undangan .

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. mendirikan bangunan yang tidak terkait langsung dengan
operasi pengelolaan sampah; dan

2.  kegiatan pertanian dan perkebunan,

sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pendukung

pengolahan sampah, bangunan pelengkap dan ruang keamanan

pengguna; dan

Ketentuan lain-lain berupa kerjasama aniara pelaku pengolah

sampah dilakukan melalui kerjasama tersendini sesual dengan

perundang-undangan yang berlaku.

0B W

Ketentuan umum zonasi sistem janngan evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

.
b.

Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.

Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) huruf a meliputi:

H.

d.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan kegiatan RTH,

2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;

3. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan
ruang evakuasi;

4. Lkegiatan pemberdayvaan masyarakat dalam pengelolaan
prasarana dan pendulung pada jalur dan ruang evakuasi
bencana; dan

5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat yaitu

kegiatan vang tidak bertentangan dengan prasarana pendukung
jaringan evakuasi bencana dengan syarat sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan vaitu kegiatan

yvang berpoténsi merusak prasarana dan sarana pendukung pada

jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan

prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana

pendukung jalur evakuasi bencana.

Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b meliputi:

H.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:
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1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat
Evakuasi Bencana,

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

1. pemanfaatan jalur evakuasi wuntuk lalu lintas wumum
dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
vang berlaku;

2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-
rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan yvang berlaku; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan
syarat scsuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa

kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu
aperasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi

Bencana.

sarana dan prasarana minimum berupa prasarana dan sarana

pendukung tempat evakuasi bencana

Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagoimana dimaksud pada
ayat (1) huruf {, disusun dengan ketentuan:

A,

b.

diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk

kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;

diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan

jaringan drainase untuk:

1. kematan budi daya dengan syarat tdak mengganggu sistem
drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan

2. penempatan jaringan prasarana dan utilitas dengan syarat tidak
menggangeu sistem drainase.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.

Paragraf 2
HKetentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2] huruf b, meliputi:

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

b.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebhagaimana dimaksud dalam Pasal
99 huruf a meliputi:
ketentuan umum zonasi badan air;

a.
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ketentuan umum zonasi kawasan vang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya;

ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
huruf a meliputs:

.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan air,

pemeliharaan dan konservasi badan air;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat mehiputs:

l. bangunan bendung/bendungan dengan syarat tidak mengganggu
fungsi utama badan air;

2. pembangkit listrik dengan syarat ramah lingkungan dan tidak
menimbulkan pencemaran;

3. pengontrol/pengukur debit air berupa bangunan pencatat hidrologi
dan kantor pengaman pengairan;

4. transportasi air dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama badan
air dan menimbulkan pencemaran;

5. budidaya perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama
badan air dan menimbulkan pencemaran; dan

6. pariwisata dengan syarat tidak menggangpu fungsi utama badan air
dan menimbulkan pencemaran

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolchkan, meliputi:

1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan
air; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi dapat
menurunkan kualitas air.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diijinkan

maksimum 0% [nol persen);

sarana dan prasarana minimum berupa kelengkapan bangunan pelindung

terhadap kerusakan air pada wilayah yang rawan banjir dan erosi;;

ketentuan lainnya berupa penyediaan rambu dan peringatan kesclamatan

terkait badan air.

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 hurufl b berupa
ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung, terdini atas;

a.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa pemanifaatan
kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan
kayu; dan

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan svarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata dengan syaral tidak merubah bentang alam;
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2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak
merubah bentang alam;

3. pemanfaatan lahan dengan syarat untuk tempat evakuasi bencana;
dan

4., kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
Kehutanan dengan syarat sesual peraturan perundangan.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan berupa kegiatan

budidaya vang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan

hidup.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijjinkan maksimum 10 %
[sepuluh persen) KDH minimum 60 % (enam puluh persen); dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan pada kawasan hutan
lindung, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan
pertimbangan persetujuan KLHK.

sarana dan prasarana minimum berupa :

1. penyediaan sarana dan prasarana;

2. kegiatan pembangunan yvang menunjang dengan tanpa merubah
bentang alam meliputi :

a) penyediaan jalan setapak; dan
bl penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

ketentuan lainnya, meliputi:

l. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat
dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan,
pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis Konservasi
tanah;

2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi
spesifik biofisik; dan

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan
pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatifil dalam rangka
mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 huruf ¢ meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sckitar danau/wadulk; dan

¢. ketentuan umum zonasi pada sempadan mata air.

Ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a melipuati:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana
tercantum dalam pola ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolechkan dengan syarat
meliputi:
1. pertanian dengan syarat berupa tanaman keras, perdu, tanaman

pelindung sungai;
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permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;

3. kawasan peruntukan industri eksisting dengan syarat tidak
menambah luasan

4. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat tidak
mengganggu fungsi sempadan;

9. pemasangan papan reklame/pengumuman dengan syarat tidak
mengganggu fungsi sempadan

6. pembangunan infrastruktur wilayah dengan syarat tidak
mengeganggy fungs: sempadan;

7. pembangunan fondasi jembatan/jalan dengan syarat tidak
menggangpgu fungsi sempadan;

B. pertambangan mineral dan batu bara dengan syaral sudah
memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan meliputi:

1. bangunan vang tidak berhubungan secara langsung dengan
fungsi wilayah sungai; dan

2.  kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yvang potensi
mencemarni sungai.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi

1. intensitas bangunan berupa KDB vang diijjinkan maksimum 10%
(sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen);
dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan  dan
pengamanan pada kawasan hindung setempat, KDB maksimum
209 (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.

sarana dan prasarana minimum berupa pelindung sungal berupa

jalan setapak, kelengkapan bangunan yang dijjinkan, dan bangunan
pelindung terhadap kerusakan air pada wilayah yang rawan banjir
dan erosi.

ketentuan lainnya meliputi ;

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
dan

2. penvediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan

badan air.

ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar danau /waduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung
mata air;

2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa
sambungan air bersih; dan

3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air
minum dan irigasi.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:
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1. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat tidak
menimbulkan pencemaran pada danau/waduk; dan

2, bangunan pengontrol debit dan kualitas air dengan syarat tidak
mengganggu fungsi danau/waduk danau/waduk,

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan
fungsi mata air; dan

2.  kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi
mencemari mata air

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10%
(sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen);
dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan
pengamanan pada kawasan lindung setempat, KDB maksimum
20% [dua puluh persen| dengan pertimbangan teknis dari FPR.

sarana dan prasarana minimum berupa pelindung danau/waduk

berupa jalan setapak dan kelengkapan bangunan vang diijinkan;
ketentuan lainnya meliputi :

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif:
dan

2. penvediaan rambu dan peringatan keselamatan.

ketentuan umum zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:

d.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan meliputi :

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung
mata air;

2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa
sambungan air bersih; dan

3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air
minum dan irigasi

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;

2. bangunan industri eksisting dengan syarat tidak menambah
luasan;

3. bangunan penunjang pariwisata; dan

4. bangunan pengontrol debit dan kualitas air

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan meliputi:

1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan
fungsi mata air; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan vang potensi
mencemari mata air

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB vang dijjinkan maksimum 10%
(sepuluh persen) dan KDH minimum 60% [enam puluh perseny);
dan
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2, dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan
pengamanan pada kawasan lindung setempat, KDB maksimum
20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung mata air berupa
jalan setapak dan kelengkapan bangunan yvang diijinkan;
[.  ketentuan lain meliputi :
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan
rmata air

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 huruf d berupa kawasan Cagar Alam dan Taman Hutan Raya
mehputi:

d.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;

3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

4, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energ
air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam:

5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi
daya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;

6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat sctempat; dan

7. pembinaan populasi melalui  Penangkaran dalam  rangka
pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara
buatan dalam lingkungan vang semi alami.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syvarat berupa

pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau

transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat

persetujuan dari instansi terkait.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbelehkan, meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi; dan

2. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian
lingkungan hidup.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijjinkan maksimum 10%
(sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen); dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan
pada kawasan konservasi, KDB maksimum 20% (dua puluh persen)
dengan pertimbangan teknis dari FPR.

sarana dan prasarana minimum sesual dengan ketentuan perundang-

undangan bidang kehutanan.
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ketentuan lainnya, meliputi:

1. pada kawasan suaka alam yvang mengalami penurunan fungsi maka
dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan,
pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi
tanah yang pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan
intansi yang berwenang di bidang kehutanan;

2.  rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik
biofisik melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 100 huruf e, meliputi:

a.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan berupa pemanfaatan

lahan untuk lokasi kawasan cagar budaya;

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dengan syarat tidak

merubah bentang alam, berupa kegiatan:

l. pariwisata dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan merubah
bentuk cagar budaya; dan

2. pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merusak dan
merubah bentuk cagar budaya.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi;

1. kegiatan yvang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budayva;
dan

2. kegiatan budidaya baru dan budidaya vang telah ada di kawasan
lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian
lingkungan hidup.

intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60%
(enam puluh persen] dan KDH minimum 20% {sepuluh persen); dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan pada kawasan cagar
budaya, KDB tambahan maksimum 5% (lima persen) dengan
pertimbangan teknis dan FPR.

sarana dan prasarana minimum berupa :

penyediaan sarana dan prasarana;

pembangunan penunjang cagar budaya;

penyvediaan jalan setapak,

bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan

penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan,

ketentuan lainnya, meliputi:

1. pada kawasan cagar budaya yvang mengalami penurunan fungsi maka
dapat dilakukan perlindungan, rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi,
dan restorasi;

2. rehabilitasi cagar budaya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik
biofisik;

B e 1A B
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3. penyelengearaan rehabilitasi cagar budaya diutamalkan
pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatil dalam rangka
mengembangkan potens: dan memberdayakan masyarakat; dan

4. pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 huruf b meliputi:

FEFR DO RR TR

ketentuan umum zonasi badan jalan;

ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;

ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;

ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;

ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;

ketentuan umum 2onasi kawasan pariwisata;

kerentuan umum zonasi kawasan permukiman;

ketentuan umum zonas kawasan transportasi; dan

ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan,

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
huruf a, meliputi:

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;

1. pemagaran, dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam
bentuk jembatan atau terowongan;

2. bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yvang
dapat menyerap energi benturan kendaraan pada tempat-tempat yang
membahayakan pengguna jalan tol;

J. prasarana yang menyatakan aturan perintah dan larangan dalam
bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu intas;
dan

4. sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain yang
memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian
serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, serta
gangguan keamanan lainnya.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat berupa

pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolechkan, berupa semua

kegiatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis
peruntukan vang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan
jalan;

sarana dan prasarana minimum meliputi:
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rambu lalu lintas;

marka jalan;

alat pemberi isyarat lalu lintas;

alat penerangan jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan

alat pengawasan dan pengamanan jalan.

ketemuan lain-lain sebagaimana dimaksud pada hurul e mengacu kepada
peraturan perundang-undangan.

Al o

Pasal 108

Ketentuan umum zZonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf b berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi:

a.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang vyang diperbolehkan berupa usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

l. wusaha pemanfaatan kawasan berupa kegiatan pariwisata, kegiatan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak
merubah bentang alam; dan

2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan syarat tidak merusak
lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;

3. usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan
syarat sesuai peraturan perundangan yvang berlaku;

4. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan
hasil hutan dengan svarat sesuai peraturan perundangan yvang
berlaku;

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan

budidaya vang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan

hidup.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20 % (dua
puluh persen), KLB maksimum 0,2 [(nel koma dua), dan KDH
minimum 50 % (lima puluh persen); dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan
pada kawasan kawasan hutan produksi, KDB maksimum 30% (tiga
puluh  persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR  atau
rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.

sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang

menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

ketentuan lainnya, meliputi:

1. pada kawasan hutan yang mengalami kerusakan maka dapat
dikembalikan fungsinya menjadi hutan produksi dengan melakukan
rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan,
pengayaan lanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi
spesilik biohsilk;



98

penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan
pelaksanaannya melalwi pendekatan partisipatif dalam rangka
mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat;

kawasan hutan produksi yang lerdapatl di kawasan rawan bencana
longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:

a) memelihara kelestarian ingkungan;

b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan

c] rekayasa teknis, kestabilan lereng, dan drainase.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyvat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf ¢, meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa tanaman
kehutanan dan tanaman tahunan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan svarat, meliputi:

a,

b.

1.

2.

pertanian tanaman pangan dan hortikultura bersifat tumpangsan
dengan syarat sebagai tanaman sela;

lahan penggembalaan untuk usaha ternak dengan syvarat sebagai
bagan dan usaha kemasyarakatan;

kegiatan pariwisata, penelitian, kegiatan jasa lingkungan dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang berada dalam kawasan hutan
dengan syarat tidak merubah bentang alam dan bila memerlukan
bangunan penunjang merupakan bangunan non permanen; dan
pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan
hasil perkebunan dengan syaral sesuai peraturan perundangan vang
berlaku.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan
vang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1

intensitas bangunan berupa KDB yang difjinkan maksimurn 20% (dua
puluh persen), KLB maksimum 0,4 [nol koma empat] dan KDH
minimum 50% (lima puluh persen|; dan

KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar
dengan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dengan kajian teknis
dari FPR atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.

sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan prasarana dan
sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;

ketentuan lainnya, meliputi:

L.

penvelenggaraan perkebunan rakvat diutamakan pelaksanaannya
melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan
potensi dan memberdayakan masyarakat;

kawasan perkebunan rakyat yang terdapat di kawasan rawan bencana
longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:

al] memelihara kelestarian lingkungan;

b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
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) rekayasa tekmis, kestabilan lereng, dan drainase.

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 huruf ¢, terdiri dari:

a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;

b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura;

c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan

d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.

Ketentuan wumum z2onasi kawasan tanaman pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

l. kegiatan yang digunakan usaha pertanian tanaman pangan; dan

2. mendinkan bangunan infrastruktur pertanian.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,
meliput:

1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;

2. perikanan dengan syarat bangunan non permanen;

3. prasarana penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan
dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak
lingkungan dan tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan
pertanian;

4. bangunan pariwisata non permanen dengan syarat tidak
merubah bentang alam dan sifat lahan sebagai lahan pertanian;
alih fungsi kawasan tanaman pangan yang menjadi lahan
budidaya non-pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai
dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
dan

b. bangunan konstruksi pengolahan limbah dengan persyaratan
teknis dan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan meliputi:

1. semua Kegiatan yang menggunakan bangunan kecual huraf b;
dan

2. perikanan permanen.

d. ketentuan intensitas permanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDBE yang dijjinkan maksimum 20%
([dua puluh persen), KLB maksimum 0.4 (nol koma empat] dan

KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan

2. KDB scbagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih
besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR atau
rekomendasi instans berwenang dibidangnya.

€. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk
pembangunan infrastrukiur penunjang Kegiatan pertanian tanaman
pangan; dan

f. ketentuan lainnya meliputi:

4]
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1. kawasan pertanian non KP2B yang berada pada kawasan rawan
bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana vang ada;

2. kawasan pertanian non KP2B yang berada pada kawasan
perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan; dan

3. pemaniaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi
vang berada pada kawasan permukiman dilakukan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan berupa kegiatan

yang digunakan usaha pertanian holtikultura, tanaman pangan,

perkebunan dan resapan air;

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi :

1. perkebunan rakyat dengan syaral tidak merusak lingkungan;

2. mendirikan bangunan penelitian pertanian dan balai bibit dan
hortikultura dengan syarat tidak merusak lingkungan;

3. peternakan dan fasilitas pendukungnya dengan syarat sesuai
peraturan perundangan yang berlaku;

4. bangunan penunjang pertanian dengan syarat tidak merusak
lingkungan;

5. perikanan dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak
merusak lingkungan;

6. permukiman termasuk sarana pelayanan umum dengan syarat
tidak merusak lingkungan;

7. pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak
merusak lingkungan;

8. industri non polutan dan fasilitas pendukungnya dengan syvarat
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

9. jaringan persampahan dengan syvaratl sesual  peraturan
perundang-undangan; dan

10. pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan peraturan
perundangan bidang pertambangan

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. industri polutan; dan

2. kegiatan sebagmi kawnasan terbangun maupun tidak terbangun
yvang memutus jaringan irigasi.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB vang diijinkan maksimum 20%
([dua puluh persen), KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) dan
KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan

2. HKDB scbagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih
besar dari 40% menjadi maksimum 50%, berdasarkan hasil
kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi instansi
berwenang dilndangnya.

sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk

pembangunan  infrastruktur penunjang  kegiatan  kawasan

holtikultura.
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Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

C,

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan

yvang digunakan budidaya perkebunan, gudang dan kantor usaha

perkebunan yang menunjang pengembangan perkebunan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

melipuati:

1. kegiatan permukiman dan industri dengan syarat berhubungan
secara langsung atau merupakan kelengkapan dari perkebunan.

2.  bangunan penelitian perkebunan dan pariwisata alam dengan
syarat tidak merubah bentang alam;

3. lahan penggembalaan untuk usaha ternak besar dan kecil
dengan syarat sebagai bagian dari usaha kemasyarakatan; dan

4. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sudah
memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi

1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan
sebagai lahan perlkkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan

2. peruntukan industri dan pertambangan.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijjinkan maksimum 40%
([empat puluh persen|, KLB maksimum 0,8 [nol loma delapan|
dan KDH minimum 40% (empat puluh persen); dan

2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih
besar dari 40% (empat puluh persen) menjadi maksimum 50%
(ima puluh persen] berdasarkan hasil kajian FPR atau
rekomendasi Instansi berwenang dibidangnya.

sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk

pembangunan  infrastrukiur  penunjang  kegiatan  kawasan

perkebunan; dan

ketentuan lain-lain  meliputi  perubahan penggunaan lahan

perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak

mengganggu produlsi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf d, meliputi:

.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

kegiatan vang digunakan usaha peternakan;

mendirikan bangunan penunjang peternakan;

kegiatan peternakan skala usaha; dan

untuk ijin peternakan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,
meliputi:

- adl 8 S o
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1. membangun prasarana penunjang kegiatan peternakan dengan
syarat berhubungan secara langsung atau merupakan
kelengkapan dari peternakan;

4.  pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan syarat tidak
menggangeu fungsi utama peternakan,

3. perikanan dengan syarat merupakan kegiatan yvang bersinergi
dengan peternakan,

4, industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;

5. permukiman eksisting eksisting dengan syarat tidak menambah
luasan;

6. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sudah
memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan
dilaksanakan secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi
meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan yang
diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang dijjinkan maksimum 50%
(hma puluh persen), KLB maksimum 1 (satu] dan KDH minimum
30% (tiga puluh persen]; dan

2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih
besar dari 50% (lima puluh persen) menjadi maksimum 60%
(enam puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi
atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.

e, sarana dan prasarana minimum berupa jaringan prasarana
penunjang petermakan; dan
f. ketentuan lainnya meliputi:

1. kawasan peternakan vang berpontensi mengakibatkan polusi
udara dan air harus berada pada jarak sesuai dengan zona
penvangga vang disepakati oleh warga sekitar;

2. kawasan peternakan vang berada pada kawasan kawasan rentan
gerakan tanah harus dikembalilkkan ke fungsi lindung.

4. kawasan peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana
longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
al] memelihara kelestarian lingkungan; dan
b) rekayasa teknik, kestabilan lereng. dan drainase.

4. kawasan peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana
letusan gunung api  dengan Kerentanan tinggli  harus
dikembalikan ke fungsi indung,.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf e, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan usaha industri;
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2. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan

3. pengembangan RTH.

b. kegatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman penunjang industri dengan syarat

intensitas bangunan berkepadatan sedang;

2. pengembangan aktivitas budi daya produktif lain dengan syarat
sebagai menunjang industri;

3. prasarana penghubung antar wilayah dengan syarat vang berkaitan
dengan kawasan peruntukan industri.

¢, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan
kegiatan industri; dan

2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatifl
terhadap perkembangan industri.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60%
(enam puluh persen), KLB maksimum 1,2 (satu koma dua) dan KDH
minimum 10% (sepuluh persen); dan

4.  Untuk meningkatkan intensitas bangunan KPl melalui peningkatan
KLE sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar
menjadi maksimum 1,8 (satu koma delapan) berdasarkan hasil kajian
dan rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan, atau rekomendasi
instansi berwenang dibidangnya.

e, sarana dan prasarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan
dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos
pengawasan dan kantor pengelola; dan

.  ketentuan lainnya, meliputi:

1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi
dengan jalur hijau [greenbelt] sebagai penyangega antar fungsi
kawasan, dan sarana pengolahan limbah;

2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada
sepanjang jalan kolektor harus dilengkapi dengan frontage road
untuk kelancaran aksesibilitas;

3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku
untuk kegiatan industri secara mandiri;

4. |kawasan peruntukan industri yang berada pada KKOP diatur dalam
ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP,

5. kawasan terbangun di kawasan peruntukan industri yang berada
dalam kawasan rawan bencana letusan gunung api diperbolehkan
dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat, yaitu:
a) konstruksi bangunan tahan gempa; dan
b} skala industn sedang, maupun kecil.

Pasal 112

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 huruf {, meliputi:
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kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan aktivitas komersial sesual dengan skala daya tarik
pariwisata; dan

2. kunjungan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan,
komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan,
pengawasan dan pengelolaan kawasan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

l. kegiatan yang menunjang pariwisata, pertanian serta perdagangan
dan jasa lainnya secara bersinergis dengan syarat tidak mengganggu
fungsi pariwisata,

2. pengembangan kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat
di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam
daya tarik pariwisata;

3. penyediaaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah dengan
syarat bersinergi dengan kawasan pariwisata;

4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian dengan syarat
bersinergi dengan kawasan pariwisata; dan

5. perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan
perundangan.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. bangunan yang tidak menunjang pariwisata; dan

2. industri dan pertambangan vang berpotensi vang mencemari
lingkungan.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi;

l. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimum 60%
(emam puluh persen), KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) dan KDH
minimum 20% (dua puluh persen); dan

2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar
dari 60% [(enam puluh persen) untuk pariwisata berupa kawasan
terbangun atau wisata buatan menjadi maksimum 70% [(tuyjuh puluh
persen) dengan KLB malksimum 2.8 (dua koma delapan) dengan
berdasarkan hasil kajjan dan rekomendasi FPR sesual karakter
kegiatan, atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.

sarana dan prasarana mimmum berupa bangunan yang dapat mendulkung

upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan

karakter dan lokasi wisata vang akan dikembangkan;

ketentuan lamnnya, mehiputi:

1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;

2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

3.  pelestanan hingkungan hidup pada kawasan pariwisata;

4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

pariwisata; dan

peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

n



(1)

(2)

105

Pasal 113

Ketentuan umum 2onasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 huruf g, meliputa:

a.
b.

ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaaan.

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

d.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan rumah tunggal, apartemen, dan kluster
perumahan;

2. intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi; dan
kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan svarat,

meliputi:
1. mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuail dengan
skalanya;

2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat
sesual dengan skalanya;

3. peternakan skala non-usaha dengan syarat tidak mengganggu
lingkungan permukiman

4. perikanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan
permukiman;

5. jaringan persampahan dengan syarat sesuai dengan peraturan
perundangan;

6. industri rumah tangga dan UMK dengan syaral menyediakan
fasilitas parkir;

7. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara
dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan bidang
pertambangan; dan

8. perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan
perundangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mengubah fungsi bangunan yvang merupakan
bangunan cagar budaya;

2. pergudangan besar,

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 70%
(tujuh puluh persen), KLB maksimum 4,0 (empat koma nol} dan
KDH minimum 10% [sepuluh persen); dan

2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih
besar dari 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan
rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan atau rekomendasi
instansi berwenang dibidangnya dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) pada kawasan permukiman pada pusat kota atau kawasan
vang sudah berkembang saat ini, KDB makmimum 100%
(seratus persen;
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b} kawasan lain KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
dan

¢] kawasan permukiman perkampungan padat atau kawasan
lain KDB maksimum 80% [delapan puluh persen).

e. sarana dan prasarana minimum, meliputi;

1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana
penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang
dilayani; dan

2. penyediaan PSU termasuk RTH secara proporsional dengan
fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan
permukiman.

[. ketentuan lainnya, meliputi:

l. wajib menyediakan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah
permukiman perkotaan;

2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi
dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan
permukiman secara partisipatil;

3. permukiman vang terlelak pada kawasan rawan bencana,
kawasan perlindungan sctempat, maupun fungsi lindung
lainnya  harus memperhatikan  kaidah  keberlanjutan
permukiman;

4. kawasan terbangun permulkiman perkotaan yang berada dalam
kawasan rawan bencana letusan gunung api diperbolehkan
dengan persyaratan:

a) konstruksi bangunan beton bertulang, kepadatan bangunan
sedang dan rendah; pola permukiman menyebar;

b konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan
tingg, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok
dan menyebar;

¢ konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan
tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok
dan menyebar;

d] penerapan desain bangunan yang tahan terhadasp
tambahan beban akibat abu gunung api; dan

¢] dilengkapi tempat perlindungan/ bangunan bawah tanah
vang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan awan
panas.

5. kawasan terbangun permukiman perkotaan yang berada dalam
kawasan rawan bencana banjir dengan kerentanan sedang
diperbolehkan dengan syarat:

a) penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan
terhadap banjir dan dibuat bertingkat;

bl pengaturan saluran drainase; dan

c)] peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan, meliputi:
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intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang; dan
fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan
perdesaan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan svarat,
mehputi:

1,

9.

mengembangkan perdagangan jasa dengan syaral skala
pelayanan desa atau sesuai dengan skala fungsi vang akan
dikembangkan;

pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat
skala pelayanan desa atau sesuai dengan skala fungsi yang akan
dikembangkan;

peternakan skala non-usaha dengan syarat sesuai peraturan
penrundangan;

perikanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan
permukiman;

Jaringan persampahan dengan syarat sesuai dengan peraturan
perundangan;

industri rumah tangga dan UMK dengan syarat penyediaan
fasilitas parkir;

perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan
perundangan,

eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi
dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan bidang
pertambangan; dan

pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sesuail
dengan peraturan perundangan bidang pertambangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa
pertambangan terbuka, industri skala menengah dan besar,;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

¥

intensitas bangunan berupa KDB yvang diijinkan maksimum 60%

(enam puluh persen), KLB maksimum 3 (tiga) dan KDH minimum

10% (sepuluh persen); dan

KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih

besar dari 60% (enam puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan

rekomendasi FPR sesusn karakter kegatan atau rekomendasi

instansi berwenang dibidangnya dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) pusat permukiman perdesaan vang ada saat ini menjadi
100% [seratus persen);

b} untuk kawasan lamn maksimum 70% [tujuh puluh persen).

sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan prasarana dan
sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesual dengan dava
dukung penduduk yang dilayani; dan
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f.  ketentuan lainnya, meliputi:

1. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana,
kawasan perlindungan setempat, maupun fungsi lindung
lainnya  harus  memperhatikan  kaidah  keberlanjutan
permukiman;

2. Kawasan terbangun permukiman perdesaan vang berada pada
kawasan rentan gerakan tanah, termasuk tanah longsor harus
dipindahkan secara bertahap;

3. Kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada pada
kawasan rawan bencana letusan gunung api diizinkan dengan
persyaratan:

a) konstruksi bangunan beton bertulang dengan pola
permukiman menyebar;

b) konstruksi bangunan semi permanen dengan pola
permukiman mengelompok dan menyvebar;

¢] konstruksi bangunan tradisional dengan pola permukiman
mengelompok dan menyebar;

d} Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap
tambahan beban akibat abu gunung api;

e] dilengkapi tempat perlindungan/ bangunan bawah tanah
yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan awan
panas; dan

f) dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.

4. kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada dalam
kawasan rawan bencana banjir diperbolehkan dengan syarat;

a) penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan
terhadap banjir dan dibuat bertingkat;

b) pengaturan saluran drainase;

¢/ peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir; dan

d] dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.

Pasal 114

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 huruf h berupa bandar udara, meliputi:

EL.

b.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan berupa semua [asilitas
penunjang kebandaraan sesuai dengan peraturan perundangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
fasilitas perdagangan dan jasa serta parnwisata dengan syarat sesual
kebutuhan pengembangan bandara.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa bangunan
vang tidak menunjang transportasi udara; dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dalam ketentuan khusus
KKOP:

prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
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ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf i, meliputi:

d.

(1)

(2)

kKegiatan pemanfaatan ruang vyang diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan
dan keamanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa
pemanfaatan ruang dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; dan

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
selain yang dimaksud diatas.

Paragraf 3

Ketentunan Khusus

Pasal 116

Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan khusus KKOF;

b. ketentuan khusus KP2B;

¢. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan

d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batuan.
Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi ;

1. kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bandar udara pada
kawasan sekitar bandar udara:

2. bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan
yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

3. kegiatan mendirikan bangunan baru berupa permukiman,
industri non polusi udara dan suara, pariwisata di dalam
kawasan pendekatan lepas landas. harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % ( satu koma
enam persen| arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Ulama pada ketinggian masing-masing ambang
landas pacu;

4, pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
mendatar 1.500 m dari yjung-ujung Permukaan Utama hanya
digunakan untuk bangunan vyang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tldak
membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas
ketinggian bangunan;
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2.  pemanfaatan rueang yang tidak menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyaral navigasi penerbangan atau komunikasi radio
antar bandar udara dan pesawat udara;

6. pemanfaatan ruang yang tidak menyulitkan penerbang
membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu
lain;

7. pemanfaatan ruang yang tidak menyvebabkan kesilauan pada
mala penerbang yang mempergunakan bandar udara;

8. pemanfaatan ruang yang tidak melemahkan jarak pandang
sekitar bandar udara;

9. pemanfaatan ruang yang lidak menyebabkan timbulnya bahaya
burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat
udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan

10, pemanfaatan ruang dengan kegiatan dalam batas-batas kawasan
kebisingan tingkat I, II dan Il harus sesuai dengan ketentuan
tata pguna Ilahan dan peruntukan batas-batas kawasan
kebisingan sebagai berikut:

a) Kawasan kebisingan tingkat I dapat dimanfaatkan untuk
bebagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk
jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;

bl Kawasan kebisingan tingkat Il dapat dimanfaatkan untuk
bebaga jems kegatan dan atau bangunan kecuali untuk
jenis bangunan sekelah, rumah sakit, dan rumah tinggal;
dan

¢l Kawasan kebisingan tingkat [II dapat dimanfaatkan untuk
membangun fasilitas bandar udara yvang dilengkapi insulasi
suara dan dapat dimanfeatkan sebagai jalur hijau atau
sarana pengendalian lingkungan dan pertanian vang tidak
mengundang burung.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

meliputi :

1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan,
serta menanam atau memelihara pepochonan di dalam KKOP
dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

2. pemanfaatan ruang yang sesual dengan KKOP dan Kawasan
Kebisingan Penerbangan (KKP).

kegmiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan meliputi :

1. pengembangan kegiatan vang mengurangi fungsi keselamatan
pada KKOFP; dan

2. membuat halangan (obstacle] berupa bangunan atau tanaman
yang bersifat sementara maupun tetap, yang didirikan, dipasang
atau ditanam oleh orang lain meliputi gedung-gedung, menara,
cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi dan pohon

tinggE;
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melakukan kegiatan lain di KKOP seperti bermain layang-layvang,
bermain balon udara, menggembala ternak, menggunakan
frekuensi radio vang mengganggu komunikasi penerbangan,
melintasi landasan dan kegiatan lain yang menimbulkan asap
kecuali memperoleh 1zin dari otoritas bandar udara;

kegiatan vang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP;
bangunan yang lelnh tngei darn batas kehnggian yang
diperkenankan sesuai dengan Kode Referensi Landas Pacu dan
Klasifikasi Landas Pacu dari bandar udara yang telah ditetapkan;
pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fasilitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain
bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT
dan/atau SUTET.

intensitas pemanfaatan ruang berupa ketentuan ketinggian bangunan
di dalam kawasan KKOP sebagai berikut:

1.

Batas-balas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan

Lepas Landas pada Landas Pacu 32 ditentukan dengan

kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu

sebagai berikut:

a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua
persen] arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu
32 sampai jarak mendatar 2.550 m pada ketinggian +51 m
di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146
m MSL;

b} Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 1.450 m pada ketinggian +51 m
di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146
m MSL;

¢)] Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke
atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 966.67
m pada ketinggian +99.33 m di atas ambang Landas Pacu
32 atau pada ketinggian + 194,33 m MSL;

d| Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%
{dua persen| arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar
tambahan 2.533.33 m pada ketinggian +150 m diatas
ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245 m MSL,
pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima pers
cn ) sampai jarak mendatar tambahan 393.33 m pada
ketinggian + 119 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau
pada ketinggian +214 m MSL, kemiringan kedua 2,5% (dua
setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.240
m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu
32 atau pada ketinggian +245 m MSL, serta kemiringan
ketiga 0% [nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900
m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 32
atau pada ketinggian +245 m MSL;
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el Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (n o | persen) sampai
jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian +150 m
di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245
m MSL;

batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan

Lepas Landas pada Landas Pacu 14 ditentukan dengan

kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu

sebagai berikut:

a)] Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen)
arah ke atas dan keluar dimulai dari wjung Permukaan
Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 14 sampai
jarak mendatar 1950 m pada ketinggian +531 m di atas
ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +146 m MSL;

b} Bamgan kedua dengan kemiringan (M6 [nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 2.050 m pada ketinggian +31 m
di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada kelinggian +146
m MESL;

cj] Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai
jarak mendatar tambahan 1.366,65 m pada ketinggian
+119,33 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada
ketinggian +214,33 m MSL;

d} Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%
(dua persen| arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar
tambahan 1.833,33 m pada ketinggian + 156 m diatas
ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m MSL,
pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima
persen| sampai jarak mendatar tambahan 473,33 m pada
ketinggian +143 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau
pada ketinggian +238 m MSL, kemiringan kedua 2,5% (dua
koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 520
m pada ketinggian + 156 m di atas ambang Landas Pacu
32 serta kemiringan ketiga (% (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 840 m pada ketinggian + 156 m di atas
ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m
MSL;

¢ Bagian kelima (terakhir] kemiringan 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 7.800 m pada ketinggian +156 m
di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +2351
m MSL;

batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan, ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke
atas dan ke luar dimula dan wung Permukaan Utama pada
ketingman masing-masing ambang Landas Pacu sampal dengan
ketinggian +31 m di atas ambang Landas Pacu 32 sepanjangjarak
mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu
atau pada ketinggian +146 m MSL.
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4. batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan
Transisi, ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma
tiga persen) arah ke atas dan ke luar, di mulai dar sisi panjang
dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta
Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus
sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian
+51 m di atas ketinggian ambang batas Landas Pacu 32 atau
pada ketinggian +146 m M3L.

5. batas Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam, batas-
batas ketinggian ditentukan +51 m di atas ketinggian ambang
Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146 m MSL.

6. batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan
Kerucut, ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizonial Dalam pada ketinggian +51 m sampai
memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +151 m
di atas ketinggian ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian
+146 m MSL dan +246.

7. DBatas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan
Hornzontal Luar, ditentukan + 156 m di atas ketinggian ambang
Landas Pacu 32 atau pada ketinggian 4251 m MSL.

8. titik koordinat KKOP sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf
d mengacu pada peraturan perundangan vang berlaku.

ketentuan sarana dan prasarana minimum meliput:

1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi
pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos; dan

2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait bandar udara.

(3) Ketentuan khusus rencana pola ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

kemiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

l. tanaman pangan;

2. jaringan irigasi teknis; dan

3. jarnngsn infrastruktur penunjang kempatan pertanian.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. lahan yang memiliki sertifikat non-pertanian yang terbit sebelum
perda ini ditetapkan yang masuk dalam KP2B dapat digunakan
untuk kegiatan budidaya dengan svaral dilaksanakan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bangunan untuk kepentingan umum, Kkegiatan strategis
nasional, daerah dan tempat evakuasi/penampungan bencana
sementara sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. semua kegiatan kKecuali yvang termasuk dalam kegiatan yang
diizinkan dan diizinkan bersyarat; dan
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kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun
vang memutus jaringan irigasi.

. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa intensitas bangunan
vaitu KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB
maksimum 0,2 (nol koma dua) dan KDH minimum 80% (delapan
puluh persen).

g. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk
pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian ; dan

h. ketentuan lainnya meliputi:

1,

4.

KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan

dengan tingkat rawan bencana yang ada, meliputi:

a)l KP2B vang berada pada kawasan rawan bencana letusan
gunung berapi, diarahkan menyesuaikan dengan kondisi
alam, dengan lebih menckankan pada upaya rekavasa
kondisi alam yang ada;

b) KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi:

1) memelihara kelestarian lingkungan;
2) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
3) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.

c] KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana longsor
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi;
1) rekavasa teknis; dan
2) pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.

KP2B yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan

jalur hijau tetap dipertahankan.

KFIB dapat dimanfaatkan sebagai kepiatan pariwisata sebagai

agrowisata, dengan bangunan non permanen dan intensitas

sangat rendah dengan tidak mengganggu fungsi utama
pertanian.

perlindungan KP2B akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Daerah.

Ketentuan Khusus rencana kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi;

b. ketentuan khusus kawasan rawan longsor;

¢, ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api;

d. ketentuan khusus kawasan rawan angin puting beliung.

Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi sebagaimana vang
dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kawasan rawan gempa bumi
tingkat tinggi meliputi:

a. kegatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

kegiatan non terbangun; dan
pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
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kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

l. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

3. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan
budi daya dengan syarat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan mitigasi bencana; dan

4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk
perluasan area maupun menambah lantai bangunan,

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan, meliputi

seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada ayat (5) huruf a dan b.

Ketentuan khusus kawasan rawan longsor sebagaimana yvang dimaksud
pada ayat (4) huruf b berupa kawasan rawan bencana longsor tingkat
tinggi meliputi:

.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan non terbangun; dan
2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
3. kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
4. kegatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat
meliputi :
1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat
dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan yvang berlaku;
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan
aturan tata bangunan yvang berlaku melipuri :
al budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
b} perikanan;
c] parwisata alam;
d} pendidikan dan penelitian:
e| pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
fi] ekowisata
4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk
perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. pengembangan permukiman baru; dan
2. seluruh kematan selain vang disebutkan pada avat (6) huruf a
dan b.

Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api sebhagaimana yang
dimaksud pada avat (4) huruf ¢ sebagai berikut:

a.

ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan
Rawan Bencana (KRB] III;
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b. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan
Eawan Bencana (KRE) IT; dan
€. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan
Rawan Bencana (KRB L.
(8) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan
Bencana (KRB) IIl sebagaimana yang dimaksud pada avat (V) huraf a

meliputi

a. kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan meliputi:

1.
a,
3.
4.

3.

kegiatan yvang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan
Bencana (KRB) III;

pengamanan aliran sungai;

pengamanan limpasan banjir lahar;

pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan
gunung api; dan

kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan
bencana letusan gunung api.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi :

8

2.

3.

perkebunan tanaman Keras dengan syarat jenis tanaman yang
tidak mengurangi kekuatan strulttur tanah;

jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan vang berlaku;

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dim kawasan
rawan bencana letusan gunung api.;

kegiatan permukiman eksisting dengan syarat mematuhi
peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
dan

kegiatan industri dengan dengan syarat mematuhi peringatan
dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

2.

3.

4.

5.

kegiatan vang menggangegn fungsi kawasan lindung dan
kawasan perlindungan setempat;

kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;

kegiatan vang menggangeu prasarana dan sarana pemantauan
dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung
api;

kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman
baru; dan

seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf
b.

9) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung apl Kawasan Rawan
Bencana (KRB) Il sebagaimana yang dimaksud pada ayat (/) huruf b

meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan
Bencana (KEB) II;
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pengamanan aliran sungai;

pengamanan limpasan banjir lahar

kegiatan pemantauan dan peringatan dimi kawasan rawan
bencana lefusan gunung api.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi ;

2.

3.

perkebunan tanaman keras dengan syaral jenis tanaman yang
tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;

jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan
sesuai dengan kelentuan peraturan yang berlaku;

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan
rawan bencana letusan gunung api;

kegiatan permukiman dengan syarat menggunakan konsep
kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam
Geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan
sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan
dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yvang ketat oleh
Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan
rawan bencana letusan gunung api dan

kegiatan mdustri eksisting dengan dengan syarat mematuhi
peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

2.
3.

4.

kegiatan yang mengganggzu fungsi kawasan lindung dan
kawasan perlindungan setempat;

kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;

kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan
dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung
api; dan

seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf
b

(10} Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan
Bencana (KRB) | sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7] huraf c

melipufi:
a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

o bW

kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan
Bencana (KRB II;

pengamanan aliran sungai;

pengamanan limpasan banjir lahar

bangunan pengambilan dan pembuangan air;

kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan
bencana letusan gunung api.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan syarat
meliputi :

1.

perkebunan tanaman keras dengan svarat jenis tanaman yvang
tidak mengurang kekuatan struktur tanah;
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jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

kegatan peneliian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan
rawan bencana letusan gunung api;

kegiatan permukiman dengan syarat menggunakan konsep
kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam
geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan
sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan
dengan pengendalian pemanfaatan ruang yvang ketat oleh
Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan
rawan bencana letusan gunung api; dan

kegiatan industri dengan dengan syarat mematuhi peringatan
dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

2.
3.

4.

kegiatan yang mengeganggu fungsi kawasan lindung dan
kawasan perlindungan setempat;

kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;

kegiatan yvang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan
dan peringatan dini kawasan rawan bencana lefusan gunung
api; dan

seluruh kegiatan selain yvang disebutkan pada huruf a dan huruf
b

(11} Ketentuan khusus kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (6) huruf h berupa kawasan rawan bencana angin
puting beliung tingkat tinggi meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan berupa kawasan

lindung dan kawasan budidava eksisting;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat

berupa kegiatan pada kawasan permukiman, peruntukan industn,

kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan
henkam dengan syarat sebagai berikut:

d.

b.

1:

2.

- 3

merupakan bangunan yang tahan terhadap angin putting
beliung. .

melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk
meredam gaya angin.

pengamanan | perkuatan bagian-bagian yang mudah
diterbangkan angin yvang dapat membahayakan diri atau orang
lain diselatarnya.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan meliputi

meliputi semua kegiatan selain yang disebutkan dalam butir a dan

butir b.

(12) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan yang sudah
memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperbolehkan
pada :
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a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan
pertambangan mineral dan batuan dengan ketentuan:

1. pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara
dengan syarat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi
bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya
dengan kelestarian lingkungan;

2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi
dengan syarat sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan
marginal pada area bekas penambangan dengan syarat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dan

4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga
keberlanjutan ekosistern pada kawasan sekitarnya dengan syarat
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa
kegiatan pertambangan minecral dan batuan pada kawasan pertanian
tanaman pangan.

]

(13) Ketentuan khusus scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan

(1)

12]

(3)

(4)

dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV,
Lampiran XVI, dan Lampiran XVII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1

Umum
Pasal 117

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2] huruf b, meliputi:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang.

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

d. kescsualan program;

b. kesesuaian lokasi; dan

¢. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
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Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 118

Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

Penilalan pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dalam memenuhi ketentuan KKPR.

Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannyva KKPR.
Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilakukan wuntuk memasiikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 119

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat {2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaku  pembanpunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan
perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang diterbitkan dan/atau
diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang tidak sesuai lagi akibat
adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi
pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dapat dimintakan ganti kerugian yang layak
kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 120

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 117 ayat (3) dilakukan dengan:

a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang,



(2]

(3]

(4

=3)

(6)

(7)

18]

{1}

12)

121

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huraf a dilakukan dengan penyvandingan pelaksanaan

program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan

prasarana terhadap rencana struktur ruang.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyvandingan pelaksanaan program

pengelolaan hngkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha,

dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. muatan rencana Strukiur Ruang terwujud,

b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

¢. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan
rencana Struktur Ruang.

Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat {3) terdini atas:

4, muatan rencana Pola Ruang terwujud;

b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

¢, pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai denpan muatan
rencana Pola Ruang,

Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5

(ima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu)] tahun sebelum peninjauan kembah

tata ruang;

Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan

lebih dari 1 {satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan

kebijakan vang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan

ruang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mengacu pada

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 121

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (2) hurufl ¢ adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong
pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang
dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata
ruang.

EKetentuan insentif dan disinsentf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk:
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a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan
rencana tata ruang; dan

c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka
pemanfaatan ruang vang sejalan dengan rencana tata ruang,

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 122

Insentif merupakan perangkat untuk mernotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang
perlu didorong pengembangannya.

Insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa:

a. insentif fiskal; dan/atau

b, insentil nonfiskal.

insentil fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a dapat berupa
pembenan keringanan pajak dan/atau retribusi;

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
berupa:

pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

SEWHE TUang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan KKPR;

penyediaan prasarana dan sarana;

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi.

Insent:f sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat diberikan oleh:

8. Pemerintah Derah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Insentif dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi;

FER e AL TR
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pemberian kompensasi;

imbalan:

sCWa Miang,

urun saham;

fasilitasi Persetujuan KKPR;

penyediaan sarana dan prasarana;

penghargaan; dan/atau

publikasi/promosi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

b SRt - (- R N < T

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 123

Disinsentil merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan
batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sgjalan dengan
rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. disinsentif fiskal; dan/atau

b, dimnsentif nonhskal,

Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi;
Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
berupa:

a. kewsjiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatalan penyediaan prasarana; dan/atau

c. pemberian status tertentu.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Derah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Disinsentif oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa pembatasan
penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, sebagaimana
dimaksud pada ayat () huruf b berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi vang tinggi;

b. kewajiban pemberi kompensasi atau imbalan; dan/atau;

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 124

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2] huraf d

dilakukan melalui pengenaan sanksi administrasi.

Pengenaan Sanksi Administratifl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap setiap Orang vang:

a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan
Perubahan Fungsi Ruang;

b, tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan

¢. menghalangl akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum,

Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang,

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

huruf ¢ dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui

proses Audit Tata Ruang.

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar

atau kecilnya:

a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan
terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

¢. kerugian publik yvang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan
Ruang.

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan KKPR;

pembatalan KKPR;

pembongkaran bangunan; dan/atau

pemulihan fungsi ruang.

Pﬂngtn-ﬂ_ﬂ.n Sanksi Administratiif sebagaimana dimaksud pada ayat ()

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn di

bidang penataan ruang.

Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6] huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupat.

tEpm e ROTH
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BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatn
Hak Masyarakat

Pasal 125

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhalk:

.

berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dan penataan ruang;

memperoleh pergantian vang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang;

mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yvang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yvang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan vang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan

mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 126

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

BN op

(1)

(2)

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

meman(aatkan ruang sesual dengan rencana tata ruang;

mematuhi ketentuan yvang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
memberikan akses terhadap kKawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagal mihk umum.

Pasal 127

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 126 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakulkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi,
selaras, dan seimbang.
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Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 128

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan

b. peran masyarakat dalam pengawasaan penataan ruang.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada

tahap:

4, proscs perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara

terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.

Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan

ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenal peran masyarakat dalam pengawasan penataan

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan
ruang;

b. keikutsertaan mengevaluas) pelaksanaan penvelenggaraan penataan
ruang; dan

. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap
penyelenggaraan penataan ruang,

Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disampaikan secara hisan dan/atau tertulis.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

disampaikan kepada Bupati.

Peran masyarakat sebapmimana dimaksud pada ayat (3] juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. masukan, meliputi:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan kota;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;

4. perumusan kKonsepsi rencana tata ruang; dan

a penelEpan rencana tata ruang.
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b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang
dan
o, melakukan kerja sama dengan pemenntah, pemermmtah provinsi,
pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat,
(2] Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3] Masvarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal
dan rencana tata ruang vang telah ditetapkan;
. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
¢, memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam

pengelolaan pemanfaatan ruang;
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan keanfan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara
bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

[. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
dan Sumber Daya Alam (SDA);

g. melakukan usaha investas: dan/atau jasa keahlian; dan

h. mengaukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apahbila
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pasal 131

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayvat (2) hurufl ¢ dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenal arahan zonasi, perizinan, pemberian
insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar
pelayvanan minimal di bidang penataan ruang;
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melaporkan kepada instansif/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang vang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah vang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik vang dipandang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

mengajukan  gugatan pembatalan izin  dan/atau  penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
instansi yang berwenang.

Pasal 132
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat
membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 133
Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan Kerjasama antar wilayah,
dibentuk Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat dacrah bersifat
melekat pada jabatannya {ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademasi,
dan tokoh masyarakat.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
uniuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan
penataan ruang,
Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 134
Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana;
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Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada avat (3), dilakukan oleh

kepala Satpol PP.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat {4), diberi tugas untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menvampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik

Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesumi dengan kKetentuan

peraturan perundang-undangan,

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (b],

meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian,

pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuas

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memenksa tanda pengenal

diri tersangka;

melakukan penggeledahan dan penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jan dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemenksaan perkara;

. ~mengadakan penghentian penyidikan; dan

j.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

Ayat (3) dan Ayat (6), PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Kepala Satpol PP,

e =0 o

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

Setiap orang vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf j, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan

Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 136

Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1
(satu) kali dalam sctiap periode 5 {lima) tahunan.
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Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dani 1 (satu) kali dalam
periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis
berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang;
atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah

Dilindungi/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2Bj, Kawasan
Hutan, KKOP, Sempadan Sungai / Sempadan Matla Air dan Batas Wilayah
setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada =saat Peraturan Daerah ini mulai berlak :

.

izin pemanfaatan ruang /KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

izin pemanfaatan ruang/KKPR vang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan sesuai
ketentuan Peraturan Daerah ini;

Bangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah im
wajib disesuaikan paling lama 3 ({lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini
diundanghkan;

Operasionalisasi perizinan dan semua ketentuan penataan ruang pada
wilayah perencanaan yang sudah memiliki RDTRE, maka ketentuan yang
berlaku sesuai dengan RDTRK; dan

Pengaturan lebih lanjut hal-hal terkait dengan pelaksanaan RTREW terkait
dengan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan
dengan penataan ruang yang tclah ada dinyataken masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 139

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kediri Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupten Kediri Tahun 2011
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94|, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kedin.

Ditetapkan di Kabupaten kediri
pada tanggal 29 - 11 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINS] JAWA TIMUR
NOMOR 213-6 /2023

Salinan sesual dengan aslinya
a.n. ATI KEDIRI

S DAERAH
o~
e
Dr. MOHAMAD S0 M.AP.

Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023 - 2043

| UMUM

KEencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara agar
pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagl sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan
dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW
Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakal menjadi alasan dalam penyusunan RTRW
Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang
disyaratkan. Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai
pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh
karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan
gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi
baik di bidang sosial atau ckonomi. Perkembangan tersebut tentu akan
berpengaruh pada struktur ruang yvang akan berubah. Di bidang sosial,
perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana
hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi,
perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan
infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan
dan pemanfaatan ruang kota, Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW
Kabupaten, maka perkembangan yvang terjadi kemudian menjadi tidak
searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu,
RTREW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap
perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 [dua puluh) tahun ke
depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 3 (lima) tahunan sekali.



1. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1.

Pasal 2.

Pasal 3.

Pasal 4.

Pasal 5.

Pasal b,

Pasal 7,

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan
Daerah inl dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan
kesamaan pemahaman,

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Avat (3)
Cukup jelas

Ayat {4)
Cukup jelas

Ayat (3]
Cukup jelas

Ayat (B)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8}
Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi
tertentu atau orang perseorangan vang pemanfastannya
untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta vang
ditanami tumbuhan.
Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH vang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum



Jems-jenis RTH meliputi:

1. RTH peckarangan, meliputi peckarangan rumah
tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempal
usaha dan laman atap bangunan.

2. RTH taman dan hutan kota, meliputi taman RT,
taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan,
taman kota, hutan kota dan sabuk hijau [green belt).

3. RTH jalur hijau jalan, meliputi pulau jalan dan
median jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah
jalan layang.

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 8.
Cukup jelas

Pasal 9.
Cukup jelas

Pasal 10.
Cukup jelas

Pasal 11.
Cukup jelas

Pasal 12.

Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Avat (3}

Bts sebagaimana yang dimaksud singkatan dari Batas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Avat [5)

Cukup jelas
Ayat (B)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat [8)

Cukup jelas
Avar (9)

Cukup jelas
Ayat (10)

Cukup jelas



Pasal 13.
Cukup jelas

Pasal 14.

Bandar Udara Pengumpan (Spoke} adalah Bandar Udara yang
mempunyai  cakupan pelayanan  dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 15.
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Aval (4)
Cukup jelas
Avat (3]
Culup jelas
Avat (6]
Gardu listrik adalah sebuah bagian dari  sistem
pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
Avat (7)
Cukup jelas

Pasal 16.
Cukup jelas

Pasal 17.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Avat (4]
Huruf a
Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk
sebagai akibat dibangunnya bendungan.
Huruf b
Bendung adalah konstruksi yang dibangun
melintang sungai dengan Ketinggian tertentu
dengan tujuan untuk menaikkan permukaan air
sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan
secara gravitasi ke saluran (jaringan irigasi/air
minum).




Huruf ¢
Bendungan adalah bangunan yvang berupa urukan
tanah, urukan batu, dan beton, vang dibangun
selain untuk menahan dan menampung air, dapat
pula dibangun untuk menahan dan menampung
limbah tambang, atau menampung umpur
sehingga terbentuk waduk.

Ayat (3]
Cukup jelas

Pasal 18.
Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2
SPAM regional lintas tengah adalah sistem penyediaan air
minum yang memanfaatkan sumber air Sungai Brantas
untuk masyarakat Kabupaten Kediri, Kabupaten
Nganjuk, dan Kabupaten Jombang.

Ayat (3]
Cukup jelas

Ayat (4}
Cukup jelas

Pasal 20.

Huruf a
Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal
dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan,
dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Huruf b
Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil
buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan
perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Pasal 21.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3] adalah sisa suatu
usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3
adalah zat, energi dan/atau komponen lain vang karena sifat,
konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup,
keschatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.



Pasal 22,
Cukup jelas

Pasal 23.
Cukup jelas

Fasal 24.
Cukup jelas

Pasal 25.
Cukup jelas

Pasal 26.
Cukup jelas

Pagal 27,
Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau,
embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 28.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya adalah kawasan vang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah instrasi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung, yang ditetapkan ocleh Pemerintah
melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang
kehutanan;

2. Kawasan lindung gambut; dan

3. Kawasan resapan air.

Pasal 29.
Cukup jelas

Pasal 30,

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan cin khas
tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan
keanekaragaman  tumbuhan dan  satwa  serta
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem
penvangga kehidupan.



Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang
karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan
tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ckosistem
tertentu vang perlu dilindungi dan perkembangannya
berlangsung secara alami.

Ayat (3)

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan cin
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang
mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya atau Tahura adalah kawasan
pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan
atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan
atau bukan asli, vang dimanfaatkan bagi kepentingan
umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan
pendidikan serta sebagai fasilitas yang menunjang
budidaya, budaya, pariwizata dan rekreasi.

Tahura merupakan kawasan yang memiliki suatu cir
khas tersendin, baik asli maupun buatan. Yang mana
bisa terdapat pada kKawasan yang ekosistemnya masih
utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah
berubah

Pasal 31.
Cukup jelas

Paszal 32.
Cukup jelas

Pasal 33.
Cukup jelas

Pasal 34.
Ayat (1)
Hutan Produksi merupakan Kawasan hutan guna
produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan
masyarakat pada umumnya, khususnya untuk
pembangunan, industn dan ekspor.

Hutan produksi terdin atas:
1. Hutan produksi tetap (HP);
2. Hutan produksi terbatas (HTP); dan



Ayat (2)

3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan produks: tetap adalah hutan yang dapat di
eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun

dengan cara tebang habis.

Pasal 33.
Cukup jelas

Pasal 36,
Cukup jelas

Pasal 37,
Cukup jelas

Pasal 38,
Cukup jelas

Pasal 39,
Cukup jelas

Pasal 40.
Cukup jelas

Fasal 41.
Cukup jelas

Pasal 42.
Avat (1)

Kawasan strategis wilayah Kabupaten merupakan bagian

wilayah  kabupaten vang  penataan  ruangnya

diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang

ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau

teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi

kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan

bersifat indikatif.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdin atas:

1. Kawasan  strategis dan sudut  kepentingan
perfumbuhan ekonomi.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya.

3. Kawasan  strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi

tinggl.




4. Kawasan strategis dan sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup
Ayat {2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4]
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayal (6)
Cukup jelas

Pasal 43,
Cukup jelas

Pasal 44,
Cukup jelas

Pasal 45.
Cukup jelas

Pasal 46.
Cukup jelas

Pasal 47.
Cukup jelas

Pasal 48.
Cukup jelas

Pasal 49.
Cukup jelas

Pasal 50.
Cukup jelas

Pasal 51.
Cukup jelas

Pasal 52.
Cukup jelas

Pasal 53.
Cukup jelas



Pasal 54.
Cukup jelas

Pasal 55.
Cukup jelas

Pasal 56.
Cukup jelas

Pasal 57.
Cukup jelas

Pasal 58.
Cukup jelas

Pasal 59.
Cukup jelas

Pasal 60.
Cukup jelas

Pasal 61.
Cukup jelas

Pasal 62,
Cukup jelas

Pasal 63.
Cukup jelas

Fasal 64.
Culkup jelas

Pasal 65.
Cukup jelas

Pasal 66.
Cukup jelas

Pasal 67.
Cukup jelas

Pasal 68.
Cukup jelas
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Pasal 69.
Cukup jelas

Pasal 70.
Cukup jelas

Pasal 71.
Cukup jelas

Pasal 72.
Cukup jelas

Pasal 73.
Cukup jelas

Pasal 74,
Cukup jelas

Pasal 75.
Cultup jelas

Pasal 76.
Cukup jelas

Pasal 77.
Cukup jelas

Pasal 78.
Cukup jelas

Pasal 79.
Cukup jelas

Pasal B0.
Cukup jelas

Pasal 81.
Cukup jelas

Pasal B2,
Cukup jelas

Pasgal 53.
Cukup jelas

11
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Pasal 84.
Cukup jelas

Pasal B5.
Cukup jelas

Pasal B6.
Cukup jelas

Pasal 87.
Cukup jelas

Pasal 88,
Cukup jelas

Pasal 89,
Cukup jelas

Pasal 90.
Cukup jelas

Pasal 91.
Cukup jelas

Pasal 92.
Cukup jelas

Pasal 93.
Cukup jelas

Pasal 94,
Cukup jelas

Pasal 95.

Huruf a
Culoup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Culup jelas

Huruf d
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan
teknis mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang
diperbolehkan pada suatu kawasan, wyaitu berupa
ketentuan teknis tentang kepadatan kawasan terbangun
vang dipersyaratkan pada kawasan tersebut dan diukur
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melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB|, dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di
atas maupun di bawah permukaan tanah.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimum apa saja yang
harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana
dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan
tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya.
Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan
berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni
zona peruntukan tersebut.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf [
Culkup jelas

Pasal 96.
Cukup jelas

Pasal 97.
Cukup jelas

Pasal 98.
Cukup jelas

Pasal 99.
Cukup jelas

Pasal 100.
Cukup jelas

Pasal 101.
Cukup jelas

Pasal 102,
Cukup jelas

Pasal 103.
Cukup jelas

Pasal 104,
Cukup jelas

Pasal 105.
Cukup jelas



Pasal 106.
Cukup jelas

Pasal 107.
Cukup jelas

Pasal 108,
Cukup jelas

Pasal 109,
Cukup jelas

Pasal 110.
Cukup jelas

FPasal 111.
Culup jelas

Pasal 112,
Cukup jelas

Pasal 113,
Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

FPeternalan

14

skala non-usaha adalah peternak vang

menyelenggarakan usaha peternakan dibawah peternakan

skala usaha mikro dan usaha skala kecil.

Pasal 114.
Cukup jelas

Pasal 115.
Cukup jelas

Pasal 116.
Cukup jelas

Pasal 117.
Cukup jelas

Pasal 118.
Cukup jelas




Pasal 119.
Culup jelas

Pasal 120.
Cukup jelas

Pasal 121.
Cukup jelas

Pasal 122,
Cukup jelas

Pasal 123.
Cukup jelas

Pasal 124.
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Avat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

15

Sanksi administratif dikenakan untuk efek jera kepada

pelanggar pemanfaatan ruang, sehingga pelanggar tersebut
mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak

akan mengulang lagi perbuatannya.

Ayal (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 125.
Cukup jelas

Pasal 126.
Cukup jelas

Pasal 127,
Cukup jelas

Pasal 128.
Cukup jelas



Pasal 129,
Cukup jelas

Pasal 130,
Cukup jelas

Pasal 131.
Cukup jelas

Pasal 132,
Cukup jelas

Pasal 133,
Cukup jelas

Pasal 134.
Cukup jelas

Pasal 135,
Cukup jelas

Pasal 136,
Cukup jelas

Pasal 137,
Cukup jelas

Pasal 138,
Cukup jelas

Pasal 139,
Cukup jelas

Pasal 140.
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUFATEN KEDIRI NOMOR 182
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : &6 TAHUN 2023
229 -11 -2023

A. TABEL RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER KABUPATEN KEDIRI

NO RUAS JALAN
Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
1 | Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri;
2 | Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Blitar;
3 | Jin. Kapt. Tendean (Kediri);
4 | Bts. Kab. Jombang - Bts. Kota Pare
5 | Jln. Cokroaminoto (Pare);
& | Jin, Ki Hajar Dewantoro (Pare);
7 | Jin. Veteran (Pare);
8 |Jin. Dr. Wahidin 5. (Pare);
9 | Jin. Gajah Mada (Pare|;
10 | Jin. Panglima Polim (Parej;
11 | Bts. Kab. Jombang - Kandangan
12 | Pulorejo - Bts. Kab. Kediri (Kandangan);
13 | Bts. Kab. Malang - Kandangan
14 | Kandangan - Bts. Kota Pere
| 15 | Jin. Mayor Bismo (Pare);
| 16 |Jin. Letjen Sutoyo (Pare);
17 | JIn. WR. Supratman (Pare);
18 | Jin. P. Sudirman (Pare);
19 | JIn. Pahlawan (Pare);
20 | Jin, Dr. Soetomo (Pare);
| 21 |Jin. Sukarno - Hatta (Pare|;
22 | Bts. Kota Pare - Bis. Kota Kediri
23 | Jin. A, Yani (Kediri)
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)
1l | Badas — Kunjang;
2 | Banjarmlati - Mojo - Catut;
3 | Banyakan - Tiron;
4 | Bogo Kidul - Kunjang - Borolor;
3 | Bolowono = Mojokerep;
6 | Gayam - Sidorejo;
7 | Grogol - Tiron;
8 | Gurah - Pagu;
9 |Jabon - Prambon;
10 | Janti - Sumberagung - Wates;
11 | Jonghiru - Karangrejo,
12 | Katang - Pagu;
13 | Kranggan - Menang




NO

RUAS JALAN

14

Kranggan - Pesantren;

=

15

Kranggan — Plosoklaten;

16

Kras - Kanigoro - Sambs;

17

Margomulyo - G. Kelud;

18

Mojo — Besuki;

19

Mojokerep - Purwoasr;

20

Ngadiluwih — Weru,

21

Ngancar - Margomulyo;

22

Ngasem — kwadungan,

23

Pagu - Bogokidul;

24

Papar - Bogokidul;

25

Pelem - Bogokidul;

26

Plosoklaten - Gedangsewu;

27

Pojok — Mojokerep;

| 29

Sambirejo — Mukuh;

29

Simpang Lima Gumul;

130

Sukorejo — Brenggolo;

31

Tertek — Siman;

32 | Wates - Bedali;
33 | Wates — Ngancar,
34 | Wates — Plosoklaten; dan
35 | Weru - Pojok — Wates.
B. TABEL RUAS JALAN LOKAL KABUPATEN KEDIRI
NO RUAS JALAN
A, RUAS JALAN LOKAL PRIMER
1 | Asmorobangun - Kampungbaru
2 | Badal - Badal Pandean
3 | Badas - Karangtengah
" 4 |Badas - Ringinpitu
5 | Bakalan - Ngablak
6 | Balungjeruk - Pakis
7 | Banaran - Sekoto
8 | Bangkok - Bogem
9 | Bangkok - karanganyar

Bangkok - Kawedusan

| Banyakan - Manyaran

Banyakan - Grogol

Banyakan - Jatirejo

Banyakan - Kradinan

15

Banyakan - Sumberjo

16

Baran - Bangkok

17

Bedali - Ngancar

18

Besowo - Kebonrejo




NO

RUAS JALAN

19

Besuk - Bangkok

20

Besuk - Banyuanyar

21

Besuk - Bogem

22

Besuli - Selopanggung

23

Blabak - Wonorejo

24

Bleber - Mojosari

25

Blimbing - Baran

26

Blimbing - Janti

27

Bobang - Sclopanggung

28

Branggahan - Cendono

29

Branggahan - Tambibendo

30

Brenggolo - Kawedusan

31

Brenggolo - Tunge

32

Brumbung - Siman

33

Bukur - Sentul

Bulu - Klampitan

35

Bulu - Purwodadi

36

Bulupasar - Besuk

37

Bulupasar - Wonosari

Bulur - Ngreco

39

Bulur - Silir

Bulusari - Geneng

g

Bulusari - Pojok

Bulusari - Sawur

Butuh - Bendosari

Cerme - Kerep

Cerme - Sumberejo

A E s bate

Damarwulan - Brumbung

47

Doko - Gogorante

48

Dukuh - Ringinsari

49

Dukuh - Slumbung

Duwet - Karangrejo

3l

Gadungan - Gedangsewu
Gampengrejo - Wonocatur

Gayam - Pagu

Gedangan - Kemin

] BNEAIR

Gempolan - Baye

26

Gempolan - Pagu

a7

Gempolan - Tirukidul

o8

Gogorante - Pesantren

39

Grogol - Kalipang

B0

Gurah - Turus

61

Gurah - Wonojoyo

62

Irenggolo/ Besuki - Dolo

B3

Jabang - Pelas




NO

RUAS JALAN

Jabon - Prambon

69

Jabon - Waruturi

66

Jagul - Tawang

67

Jalan Kartini

68

Jalan Kenanga

B9

Jalan Lingkar Bandara

70

Jalan Ngancar

1l

Jalan Rajawali

T2

Jalan Sumbersari

73

Janti - Sidomulyo

74

Jati - Kedungombao

75

Jatimalang Pamongan

76

Jemekan - Kras

77

Jemekan - Srikaton

78

Jerukgulung - Sentul

(4

Jerukwangi - Banaran

JI. RSUD SLG

81

Joho - Dadapan

82

Joho - Purworejo

B3

Kaliawen Timur - Banjarjo

a4

Kaliboto - Beoek

85

Kaliboto - Cerme

86

Kaliboto - Kalirong

87

Kaliboto - Sumbersari

88

Kalinanas - Krampyang

89

Kalipang - Goliman

90

Kalirong - Becek

91

Kambingan - Banjaranyar

92

Kandangan - Medowo

93

Kandat - Cendono

94

Kandat - Selosanr - Duwet

95

Kanmigoro - Bendosari

96

Kanyoran - Karanglo

a7

Kapas - Klepek

98

Karangdinoyo - Puncu - Laharpang

99

Karangrejo

100

Karangrejo - Wonocatur

101

Karangtalun - Jabang

102

Karangtalun - Kras

103

Katang - Ngasem

104

Kawedusan - Sadon

105

Kedalk - Joho

106

Kedak - Kanyoran

107

Kedawung - Kraton

108

Kedungsari - Cengkok
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RUAS JALAN

1049

Keling - Karangdinoyo

110

Kemiri - Klampisan

111

Rencong - Koyomulyo

112

Kencong - Senowo

113

Keniten - Lemahjunghkur

114

Kepuhrejo - Plosorejo

115

Kepung - Damarwulan

116

Kepung - Keling

117

Ketawang - Karangpakis

118

Klampisan - Keling

119

Klepek - Sidomulyoe

120

Koyvomulyo - Klampisan

121

Koyomulyo - Plumpungrejo

122

Krandang - Kanigoro

123

Kranding - Petungroto

124

Kras - Banjaranyar

125

Kras - Tambangan

126

Kunjang - Pakis

127

Kunjang - Pandansari

128

Kuwik - Dungus

129

Kwadungan - Karangrejo

130

hwadungan - Sambiresik

131

Kwaron - Bangsongan

132

Maduretno - Pehwetan

133

Maduretno - Srikaton

134

Macsan - Jatimalang

135

Manggis - Biro

136

Manggis - Sempu

137

Mangunrejo - Bedug

138

Mangunrejo - Blabak

139

Manyaran - Gayam

140

Manyaran - Kradinan

141

Maron - Nglaban

142

Medowo - Plengsengan

143

Mejono - Puhjarak

144

Menang - Wonokasihan

145

Menjovo - Mekikis

146

Minggiran - Pehkulon

147

Minggiran - Sambiroto

148

Mlancu - Medowo

149

Mojo - Tambangan - Ngadiluwih

150

Mojoayu - Ringinpitu

151

Mojosari - Karangtalun

152

Mondo - Keniten

153

Muneng - Mcrjoyo
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RUAS JALAN

154

Nambaan - Karangrejo

155

Ngablak - Dermo

156

Ngadi - Ngetrep - Beruk

157

Ngadiluwih - Badal

158

Ngampel - Karanglo

159

Ngampel - Jambangan

160

Ngampel - Semambung

161

Ngancar - Manggis

162

Ngasem - Sumbercjo

163

Ngebrak - Wanengpaten - Purwotengah

64

Ngino - Tanon

163

Nglumbang - Gondang

166

Nobo - Satak

167

Nyawangan - Purwodadi

168

Padangan - Dawuhan

169

Padangan - Jambu

170

Padangan - Nanggungan

171

Pagu - Kayenkidul

172

Pagu - Purworejo

173

Pagung - Kanyoran

174

Panjer - Jarak

175

Papar - Ngampel - Kepuh

176

Parang - Goliman

177

Paron - Gogorante

178

Paron - Simpang Lima Gumul

179

Pehwetan - Kayen

180

Petuk - Puhrubuh

181

Pilangbango - Tarokan

182

Plemahan - Sidowareg

| 183

Ploso - Blimbing

184

Ploso - Kedawung

185

Pojok - Duwet - Batuaji

186

Pojok - Kerep - Wonorejo

187

Pojok - Pelas

188

Prambatan - Mejono

189

Pranggang - Klanderan

190

Pranggang - Trisulo

191

Puhsarang - Nglangu

192

Puncu - Kampungbaru

193

Puncu - Sidomulyo

194

Rejomulyo - Mojosari

195

Rembang - Bedug

196

Rembang - Badal

197

Rembangkepuh

198

Sambi - Bedali
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RUAS JALAN

199

Sambirejo - Sambiresik

a.

200

[ |

Sambirejo - Tiru Lor

201

| Sambirobyong - Adan-Adan

202

Sarirejo - Karangtengah

203

Segaran - Duwet

204

Segaran - Jajar

205

Sekoto - Sidowareg

206

Selodono - Batuaj

207

Selopanggung - Plingsangan

208

Selosar - Nglarangan

Semanding - Kencong

210

Semen - Bendo - Pagu

211

Semen - Kedak

212

Semen - Puhrubuh

213

Sempu - Sugithwaras

[ 214

Senden - Pagu

215

Senden - Pehkulon

| 216

Sidomulyo - Bobang

217

Sidomulyo - Klodran

218

Sidomulyo - Nglumbang

219

Sidomulvo - Puhrubuh

220

Sidomulyo - Selopanggung

221

Silir - Joho

222

Siman - Besowo

223

Siman - Kampungbaru

224

o saeasmmo

Siman - Kebonrejo

225

Sonorejo - Tanjung

226

Srikaton - Kepuh

227

Stonorejo - Karangtalun

228

Sukoanyar - Keniten

229

Sumberagung - Tiru Lor

230

Sumberbendo - Sidorejo

231

Sumbercangkring - Wonojoyo

232

Sumberduren - Kedungsari

233

Sumberejo - Karangrejo

234

Sumberjo - Batuaji

235

Sumberjo - Duwet

236

Sumbersari - Kencong

237

Surowono - Karangtengah

238

Susuhbango - Kanigoro

239

Tales - Krandang - Sumberejo

240

Tarokan - Geneng

241

Tawang - Bendorejo - Duwet

242

Tawang - Kunjang

243

Tegowangi - Balungjeruk
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244

Tegowangi - Sckoto

245

Tengger Lor - Juwel

246

Tertek - Gadungan

247

Tertek - Krenceng

248

Tiron - Babadan

249

Tiron - Bulakdawung

250

Tiron - Parang

251

Tirukidul - Tirulor

252

Titik - Banjarmlati

253

Titik - Kedak

254

Toyoresmi - Wonocatur

293

Trisulo - Sugihwaras

256

Tunge - Sumberagung

257

Tunglur - Lamong

258

Tunglur - Sidowareg

259

Turus - Plosorejo

260

Wangkal - Rembug

261

Wates - Bemen

262

Wates - Tanjung

263

Watugede - Sidorejo

264

Wonoasri - Jatirejo

265

Wonocatur - Bangsongan

266

Wonokasihan - Tirukidul

267

Wonokasihan - Tirulor

268

Wonorejo - Banjarejo

269

Wonosari - Bringin

270

Wonosari - Tanjung

271

Wonotengah - Merjoyo

272

Wonotengah - Mranggen

273

Wonotengah - Pandansari

274

Woromarto - Sumberjo

RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER

Bringin - Lamong

Bringin - Tulungrejo

Gedangsewu - Sumberbendo

Jalan Anggrek

Jalan Bengawan Solo

Jalan Brawijaya

Jalan Jawa

Jalan Jayawijaya

Jalan Kambaoja

Jalan Lawu

Jalann Matahari

|| el e o o aiw l—w

Jalan Puncak Jaya

—
i

Jalan Yos Sudarso
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Jombangan - Kencong

L,

15

Randangan - Surowono

| 16

Pulosari - Jombangan

17

Ev-::manding - Surowono

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP,
Pembina Utama Madya

NIP. 19691208 199602 1 001



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 - 11 - 2023

TABEL JEMBATAN DI KABUPATEN KEDIRI

NAMA = RUAS JALAN KECAMATAN
Jatireio | 282 Hanyakan - Jatirejo Kecamutan Banyakan
Klepu | Parang - Klepa Kecamatan Banvakan
Coliman Parang - Goliman Kecamatan Banyakan
| Parang | Tiron - Parang Kecamatan Banvakan
| Tiron I Tiron - Parang Kecamatan Banyakan
Tirom | Tiron - Parang Kecamatan Banyakan
Tiron [0 Tirom - Bulakdawang Kecamatan Banyakan ]
| Bulakdawang Tirem - Bulakdawang Kecamatan Banyakan ]
Manyaran | Manyaran - Gayam Kecamatan Banyakan
Manvaran Manyaran - Kradinan Recamatan Banyakan
Banvakan Banyakan - Manvaran Kecamatan Banvakan
| Noabiak Bakalan - Ngablak hecamatan Banvakan
Babadan Tiron - Babadan Kecamatan Banvakan
MNgebrak 1 Ngebrak - Wanengpaten - Purwotengah | Kecamatan Gampengreja
Tundan MNgebrak - Wanengpaten - Purwotengal | Kecamatan Gampengrejo
ngan Wonocatur - Bangsongan Kecamatan Gampengrejo
Kalibelo Waonocatur - Bangsongan Kecamatan Gampengrejo
| Kalibelo 11 Wonocatur - Bangsongan Kecamatan Camipengreio
Plosarejo | Wonocatur - Bangsongan Kecamatan Gampengreio
Wonocatur Gampengrejo - Wonocaiur Kecamalan Gumpengreio [
| Gampengrepo Gampengrejo - Wonocatur Kecamatan Gampengrejo
Sambiresik | Kwadungan - Sambiresik Kecamatan Gampengreio
Sambiresik [ Kwadungan - Sambiresik Kecamatan Gampengrejo
Sambircjo | Rwadungan - Sambiresik Kecamatan Gampengrejo
Sambirejo 11 Kwadungan - Sambiresik Kecamatan Gampengrejo
Sambirejo (1] hwadungan - Sambiresik kecamatan Gampengrejo
| Plosoreja 11 Turus - Plosorejo kecamatan Oampengrejo
Turus Turus - Plosorejo Kecamatan Gampengrejo
Rau Grogol - Tiron Kecamatan Grogol
Cerme Cerme - Kerep Kecamatan Grogol
| Corme [ Cerme = Sumbersjo Eecamatan Grogol
Ploso Lanang 11 Gambyok - Bandung Kecamatan Grogol
Kalinanas Kalinanag - Krampynng FKecamatan Grogol
Kalipang | Grogol - Kalipang Kecamatan Grogol
Kalipang Grogol - Kalipang Kecamatan Grogol
Kalipang Il Grogol - Kalipang Kecarnatan Grogol
| Kalipang 111 Grogol - Kalipang Kecamaton Grogol
Jembatan Balkalan 1 Bamrakan - Sumbersjo Kecarnainn Grogol
BSumberejo / 95 Banyakan - Sumberejo Kecamatan Crogol
| Tegal rejo Sonorejo - Tanjung Kecamatan Grognl
Npablak Sonorejo - Tanjung Kecamaian Grogol
Ngablalk 1 Soenorejo - Tanjung Kecamatan Grogol
Bendosari Susubbango - Kanigoro Eeccamatan Kras
Purwodadi | Kras - Tomboangnn Kecamatan Kras
| Karangtalun Mojosar - Karanginlun Kecamatan Kras
Mojosari [ Jabang - Pelas Kecamatan Kras
Bleher 1 Bleber - Mojosar: Kecamatan Hras
Bleber 11 _| Bleber - Mojosari Kecamatan Kras
Mojosan Rejomulye - Mojosari Eecamatan Kras
Majosari I1] Rejomulye - Mojosari Recamatan hras
karangtalun [l Rarangtalun - Jabang Kecamatan kras
Pelas Pojok - Pelas Kecamatan Kras
| Pelas | Pojok - Pelas Eecamatan Kras
| Krandang 1 Kradang = Karigor Kecamatan Kras
Krandang [ Iradang - Karngoros Eecamatan Kras
Sumberejo Nigadi - Ngetrep - Beruk hecamatan Mojo |




RUAS JALAN HECAMATAN

Mpelrep Mpadi - Ngetrep - Beruk kecamatan Mojo
Widodaren Ngadi - Ngetrep - Beruk Kecamatan Majo
_Petung Roto | Ngadi - Ngetrep - Beruk Recamatan Mojo
Petung Roto i1 Mgadi - Npetrep - Beruk kecamatan Mojo
Redawung [1 Plosc - Kedawung Kecamatan Mojo
Kedawung Kedawung - Kraton Kecamatan Mojo
Kraton Kraton - Blimbing Kecamatan Majo
Tanjung I1 Kraton - Blimbing Kecamatan Mojo
Tanjung [ Kraton - Blimbing Kecameatan Mojo
Keniten Momdo - Keniten Hmam&t.él._n‘ﬁﬁja
Baran Mondo - Keniten Kecamatan Maojo
Mojo Mojo - Besuki Kecamatan Mojo
Diclo Irengeale/ Besukl - Dalo I{ccamwa[.an Mojo
Jugo Besuki - Sclopanggung Kecamatan Mojo
Ngadi Banjarmiati - Moje - Catut Kecamatan Mojo
Eﬂ'ﬁ'ﬁi&n F:c. Majo Banjarmlati - Majo - Catut Kecamatan Mojo
aesan [ Banjarmiati - Moje - Catut Kecamatan Mojo
Magsan | Banjarmiati - Mojo - Catut Kecamatan Mojo
| Plosao 1 Banjarmlati - Mojo - Catut Kecamatan Majo
Seketi Il Barjarmlati - Mojo - Carut Kecamatan Mojo
Seketi | Banjarmlati - Mojo - Catut Kecamatan Maojo

Jembatan Tambe Bendo [/ 19

Banjarmlati - Mojo - Catut

| Jembatan Tambe Bendo 1

Banjarmlati - Mojo - Catut

Kecamatan Mojo
Eecamatan Mojo

Jembatan Moo |

Banjarmlati - Mojo - Catut

Kecamatan Maojo

Jembatan Sukoanyvar

Banjarmlati - Mojo - Catut

Jembatan Tieker |

Banjarmlati - Mojo - Catur

Monda

Eecamatan Mojo

Banjarmlati - Majo - Catut

Jembatan Mondo No, 1129
Jembatan Petok |

Banjarmlati - Maio - Catut

Kecamatan Meojo

Kecamatan Mojo

Kecamatan Mojo

Banjarmlat - Mojo - Catut

hecamatan Mojo

[ Jembatan Gapuk Banjarmiati - Mojo - Catut Kecamatan Majo

| Jembatan Bogo Banjarmiati - Moo - Catut Kecamatan Moja

| Branpgahan Branggahan - Cendono Kecamatan Mezadiluwih
Krandang Tales - Krandang - Sumberejo Kecamatan Ngadiluwih
ikuh Duakuh - Sha Hecamatan Ngadiluwih
Wiiava Kusuma Branggahan - Tambibendo Hecamatan Ngadiluwih

Kedak kKedak - Joho Kecamatan Semen
Pagung Kedak - Joho Eccamatan Semen
Puh saranp | Kedak - Kanvoran Kecamatan Semen
Kedak [ Kedak - Kanyoran Kecamatan Semen
Pubsarang Puhsarang - Mojoduwur Kecamatan Semen
Sidomulyo Sidomulyo - Kiodran Kecamalan Semen
Bulu Bulu - Banjarmlati Eechumatan Bomen
Puhrubub Semen - Puhrubuh Kecamatan Semen
Semen Semen - Pubrubuh Kecamatan Semen
Plingsangan Selopanggung - Plingsangan Kecamatan Semen
Nelangu Selopangpung - Plingsangan Kecamatan Semen
Jurang Joho Pagung - Kenvoran Kecamatan Semen
Buk Kanyoran Pagung - Kanyoran Kecamatan Semen

| Mungenilan Tengah Pagung - Kanyoran Kecametan Semen

| Sukorame Puhsarang - Nelangu Kecamatan Semen
Kletak Ledok Kanyoran - Karanglo Kecamatan Scmen
Tarokan Pilanghango - Tarokan Kecamatan Tarokan
Cangklk Kedungsari - Cengkok Kecamatan Tarokan
Seclang I Bulusari - Geneng hecamatan Targkan
Bulusari Bulusari - Geneng Kecammatan Tarokan
Brambang Sumberduren - Kedungsari Kecamatan Tarokan
Blimbing | Blimbing - Baran Kecamatan Tarokan
Blimbing I Blimbing - Baran Kecamatan Tarokan
Jati Kahbaoto - Cerme kecamatan Taroksn
Blimbing Kaliboto - Cerme Kecamatan Tarolean |




NAMA

RUAS JALAN HECAMATAN
Bulusari | Bulusari - Pojok Kecamatan Tarokan
Selang Bulusari - SBawur Kecamatan Tarokan
Kalirong / 184 Kaliboto - Kalirong Kecumatan Tarokan ]
Kaliborg Kalibolo - Sumbersari Kecamatan Tarokan
Jembatan Bringin Bringin - Lamong Kecamatan Badas
| Jembatan Canggu | Burowono - Karangiengah Kecamatan Badas BE

Jembatan Blurang

Surownno - Karangtengah

Jembatan Kreesl

Kecamatan Badas

Surowono - }iaranmung,ahr

Hecamaten Boadas

Jembatan Mulyvorejo 3

Surowono - Karangienmsmb

hecamatan Badas

Jembatan Lamong 1

Tulunglur - Lamong

_| Recamatan Badas

Jembatan Karangtengah

Badas - Karangtengah

Recamatan Badas

Jembatan Karangtengah 14

Badas - Karangiengah

Jembatan Poloredia

hecamatan Badas =~ |

Badas - Karangteneah

Hecamatan Badas

Jembakat Rirpinoitu |

Badas - Ringinpitu

Jembokan Badas 1

Eccamaton Badas

Badas - Ringinpitu

Jembotan Badas (117227

Kecamatan Badas

Badas - Ringinpitu

Kecamatan Badas

Jembatan Sukosar [

Sekoio - Sidowarep

Kecamaian Baclas

Kali Wukuisari Banghkok - Karanganyar Kecamatan Gurah

Ruk K r Bangkok - Karanganyvar Kecamatan Gurah
Nglumbang Bangkok - Karanganyar Kecamatan Gurah

Pehitn Bangkok - Karanganyvar Recamatan Gurah

Bogem Besuk - Bogem Kecamatan Gurah

Wornosari Wonosari - Bringin Kecamatan Ourah
| Turus Eranggan - Plosoklaten Kecamatan Clurah

Banglkok Kranggan - Plosoklaten Kecamatan Gurah

HBabadan Sumbercangkring - Wonojoyo Kecamatan Gurah
_Kandangan Sumbercangkring - Waonojoyo Kecamatan Gurah
Siudomakmur Gempolan - Tirukidul Kecamatan Gurah |
Gurah I Suleoreio - Brenggnin Kecamatan Gurah

Klanceran Sukoreio - Brengpolo Kecamatan Gurah

Buk Sidoanyvar Besuk - Banyuanyir Kecpmatan Gurah

Swadayva rakval Besuk - Bangkok Kecamatan Gurah

Besuk Besuk - Banghok Kecamatan Curah

Banjarjo Hesuk - Bangkok Kecamatan Gurah

Diosro begi Baran - Bangkok Kecamaton Gurah
Tambakreio Wonokasihan - Tirulor Kecamatan Ourah

Holowono Wonokasihan - Tirulor Kecamatan Gurah

Tirulor 11 Tirukidul - Tirulor Kecamatan Gurah

Sumber Tirukidul - Tirulor Kecamatan Gurah

Kawedusan Tirukidul - Tirulor Recamatan Gurah
Zambirobyvong 11 Pagu - Koyven Kidul Kecamatan Kaven Kidul
LZambirobyong | Pagu - Kayven Kidul Recamatan Kayon Kidul

Kaven Kidul | Pagu - Kayen Kidul Kecamatan Kayven Kidul
Kayen Kidul 11 Pagu - Kayen Kidul Recamatan Kaven Ridul
Pehloulon Senden - Pehlkulon Kecamatan Kayen Kidul
Gerdu Minggiran - Sambiroto Recamalan Kayen Kidul

Anak Brantas Minggiran - Sambiroto Kecamatlan Kayen Kidul
_Bangsomgarn Minggirian - Sambirolo Hecamatan Kayen Kidul
Senden 1 Minggiran - Sambiroto Recamatan Rayen Kidul
Senden /39 Minggiran - Sambiroto Kecamatan Kayen Kidul
Senden 11 Minggiran - Sambiroio Kecamalan kaven Kicdul
| NangEIngan Mangrungan - Ngampel Kecamatan Rayen Kidul |
| Mgampel Nanggungan - Ngampel Kecamatan Kayven Kidul |
Gempalan Gempolan - Baye Kecamatan Kayen Kidul
| Jamb [ Pandangan - Jambu Fecamatan Kayen Kidul |
Jarmbu | Pandangan - .Jambu kKecamatan kayen Kidul |

Jembatan Klepek

Kunjang - Pandansari

Jembatan Parelor 11

Kecamainn Kunjang

Klepek - Sidomulvo

Jembatan Juwet

Kecamatan Kunjang {

Sumbereio - Duwed

Recamatan Kunjang

Jdembatan Plosorejo

Kunjang - Pakis

Eecamatan Kunjang :-|




NAMA RUAS JALAN KECAMATAN
Tenggerlar Tengperlor - Juwet Kecamatan Kunjang
Jogos | Balungjeruk - Pakis Kecamatun Kungang
Wonorejo Badas - Kunjang kecomatan Kunjang
Kuwik | Soponyvono Kuwik - Dungus kecamatan Kunjang
HBelor Kunjang - Belor Kecamatan Kunjang
| Tuguarajo Krangran - Peaantren Kecamatan Ngasem
Krangean Kranggan - Pesantren Kecamatan Ngasem
| Gopprante Gogorante - Pesantren Kecamatan Ngasem
Gogorante | Coporanie - Pesantren Kecamaran Negasem
Padangan | Katang - Pagu Kecamatan Negasem
Baron Katang - Pagu Kecamatan Ngasem |
| Wates [1 Ratang - Papgu Kecamatan Ngasem
Wates | Katang - Pagu Kecamatan Ngasem _
Balekambang Katang - Pagu Kecamatan Ngasem
Besok Katang - Pagu Kecamatan Ngasem
Socho katang - Pagu Kecamatan Npasem
Sukorejo Katang - Pagu kecamalan Neasem
Tugurejo I Jin. Rsud - Slg Kecamatan Ngasem
Jonghiru Jonghiru - Karangrejo Kecamatan Ngasem
Wonocatur | Karangrejo - Wonocatur Kecamatan Npasem
Nambaan Karangrejo - Wonocatur Kecamatan Ngasem
Paron Meascm - Sumberejo Kecamatan Ngasem
Sumbersjo I Ngasem - Sumberejo Kecamatan Ngasem
Simpang Lima CGumul FParon - Simpang Lima Gumul Kecamatan Ngasen
Bulupasar Kranggan - Menanpg Kecamatan Pagu il
Sumberejo Kranggan - Menang Kiecamatan Pogu
Singopadu Semen - Bedo - Pagn Kecamatan Pagu
- Semanding Sambirobyong - Adan-Adan Kecamatan Pagu
Jagung 1 Gempolan - Pagu Kecamatan Pagu
| Baron Gempolan - Pagu Kecamatan Pagu
Ralekambang Gempolan - Pagu Recamaton Pagu
Silimerto Gempolan - Pagu Kecamatan Pagu
Patmnang Gurah - Pagu kecamatan Pagu
Mensng Gurah - Pagu Kecimatan Pagu
Pagn Pagu - Bogokidul Kecamatan Pagu
Sambirobyong | Pagu - Bopokidul Kecamatan Pagu
Sambirobyong 11 Pagu - Bogoladul hecamatan Pagu
Mukuh | Pagu - Bogokidul Recamatan Pagu
Mukuh 11 Pagu - Bogokidul Kecamatan Pagu
Tangkilan 1 Pagu - Bogokidul Kecamatan Pagl
Tangkilan I Pagu - Bogokadul Kecamatan Pagu
Tanglkilan 111 Pagu - Bogobadul N hecamatan PaEu
Kedung malam [ Negampel - Semambung Kecamatan Papar
Ngemplak | Ngampel - Semambung Hecamatan Papar
Pathi 1 Neampel - Semambung Kecamatan Papar
Meampel | MNgampel - Karanglo Kecamatan Papar |
 Ngampel 11 Meampel - Jarmbangan Kecamatan Papar
Papar Pare | Papar - Bogokidul Recamatan Papar
Papar Papar - Bogokidul Kecar r
Gondang | Papar - Ngampel - Kepuh Recamatan Papar
Pisang Papar - Ngampel - Kepub Kecamatan Papar |
Brikaton / 133 Papar - Ngampe| - Kepuh Kecamatan Papar |
Tanon [ Mg - Tanaon Hecamatan Papar
Pesing | MEino - Tanon Kecamatan Papar |
Pesing Il Ngino - Tanon Hecamatan Papar !
Kepuh Meing - Tanon Kecamatan Papar |
Samben Ngino - Tanaon Recamatan Papar |
kepuh [ Srilaton - Kepuh Kecamatan Papar
Pubrwetomn 1 Pehwetan-Kayen Fecamatan Papar
Minggiran | Minggiran - Pehlulon Kecamatan Papar




NAMA RUAS JALAN HECAMATAN
Minggiran f40 Minggiran - Pehkulon Kecamatan Papar
Kwaron Minggiran - Pehkulon Kecamatan Papar
| Pehkulon | Minggiran - Pehkulon Kecamatan Papar
Dawuhan Kidul 11 Pandangan - Dawuhan Kecamatan Papar
Crawuham Kidul 111 Pundangan - Dawuhan Kecamatan Papar
Maduretno 1 Maduretno - Puhwetan Kecamatan Papar
Janti 1 Maduretno - Puhwetan Kecamatan Papar
| Janti [V Madureino - Puhwetan Kecamatan Papar
Tregan | Maduretno - Puhwetan Kecamatan Papar
Sumbermulya Prambatan - Mejono Kecamatan Plemahan
Maojokerep Bolowono - Mojokerep Kecamatan Plemahan
Kali Kedung Bolowono - Mojokerep Kecamatan Flemahan
Sulkomoro Bolowono - Mojokerep Kecamatan Plemahan
hepuh Bolvwono - Mojokerep Kecamatan Plemahan
Pavaman Mejono - Puhjarak Kecamatan Plemahan
Tambak Wirang Tegowangi - Sekoto Kecamatan Plemahan
Brantes Mojokerep Pojok - Mojokerep Kecamatan Plemahan
Mojokerep [I Pojok - Mujokerep Kecamatan Plernahan
kedung Banieng Piemahan - Sidowareg Kecamatan Plernahan
| Sido wareg Plemahan - Sidowareg Kecamalan Plemahan
Mejone [ Palem - Bogokidul Kecamatan Plemahan
Mejono [ Palem - Bogokidul Kecamatan Plemahan
Wonokerto 11 Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Kaliawen Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Plemahan | Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Plemahan I Bogokidul - Kunjany - Bogolor Kecamatan Plemahan
Mojoayu Bogpekidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Klepek Bogekidul - Kuniang - Bogolor Kecamatan Plemahan
| Kunjang | Bogokidul - Kunjang - Bogolor | Kecamatan Plemahan
| Kunjang [ Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Towivan Bogokidul - Kunjang - Bogalor Kecamatan Plemahan
. Kunjang V Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Farclor Bogokidul - Kunjang - Bogolor Kecamatan Plemahan
Bom lor Bogokidul - Kunjang - Bopolor Recamatan Plemahan
Ringinsari Mojoayu - Risginpati Recamatan Plemahan
G r Besi Maojoayu - Ringinpitu Kecamatan Plemahan
Kalinsa Tegowang - Balungeruk hecamatan Plemahan
Sidowarek Tegowangi - Balungjeruk Kecamatan Plemahan
Ringinpitu 1 Tegowangi - Balungieruk Kecamatan Mlemahan
Bendung Ketandan Tegowangi - Balungjeruk Kecamatan Plemahan
Pandansari Kelawang - Karangpakas Kecamatan Purwoasri
Bulu | Kelawang - Karangpakis Hecamatan Purwoasri
Bulu 1 ketawang - Karangpakis Kecamatan Purwoasm
Karangpakis Ketawang - Karangpakis Kecamatan Purwoasri .
Jantok | Wonotengah - Mranggen Kecamatan Purwoasri
Jantok Wonotengah - Mranggen Kecamatan Purwoasr
Purwoasn Mojokerep - Purwoasri Recamatan Purwoasri
Pandansari ¥ Wonolengah - Merjoyo Kecamatan Purwons
Purwodadi | Wonotengah - Merjovo Kecamatan Purwoasri
Purwodadi 11 Bulu - Purwodadi Kecamatan Purwoasr
Beton Muneng - Merjoyo Recamatan Purwoasri
Muneng 1I Muneng - Merjovo Kecameatan Purwassn
Mekikis Meriovo - Mekilkis Kecamatan Purwaodsri
Wangkal Menove - Mekikis Kecamatan Purwoasri
Klampitan Wanpkal - Eembug Kecamatan Purwoasri
[y Wangkal - Rembug Kecamatan Purwoasri
Waoromarto | Woromarto - Sumberejo Kecamatan Purwoasd
Woromarto 11 Woromarto - Sumberejo Kecamatan Purwoass
Gedangan Pandansari - Belor Kecamatan Hjmrnusr%
Gedanpgan [ Pandansar - Belor Kecamatan Puroasn




NAMA RUAS JALAN KECAMATAN
| Kapas Pandansari - Belor Kecamatan Purwoasn
_Karangienguh 11 Sarirejo - Karangtengah Keeamatan Kandangan
Rovomulyo I Kovomulvo - Plumpungrejo Kecamatan Kandangan
| Kemir | Credangan - Kemir kecamatan Kandangan
Klampisan [ kandangan - Surowono Kecamatan Kandangan
Bukur 11 Kandangan - Surowons Kecamatan Kandangan =~ |
Jr. Gulung 11 Kandangan - Surowono Kecamatan Kandangan
Plumpuingrejo Kandangan - Surowono Kecamatan Kandangian
Konto Parelama - Kandangan | Kecamatan Kandangan
Kandangan | Kandangan - Mendowg Kecamitan Kandangan
Hanaran Kandangan - Mendowo Kecamatan Kandangan
Banaran [l Kandangan - Mendowo Kecamatan Kandangan
Tejo Kandangan - Mendowo Kecamatan Kandangan
Mlancu [ Mlancu - Mendowo Kecamatan Kandangan
Miancu T Mlancu - Mendowo Kecamatan Kandangsn |
Mlaneu Mlancu - Mendowo Kecamatan Kandangan
Jerukwangi [1 Jerukwangi - Banacan Kecamatan Kandangan |
Banaran Il Jerukwangi - Banarsn Kecamatan Kandangan
Bukur Bukur - Sentul Kecamatan Kandangan
Jderuk pulung | Jerukpulung - Jlumbungan Kecamatan Kandangan
Jeruk gulung I Jerukpulung - Jlumbungan kecamatan Kandangan
Jerul gulung Jerulkpulung - Sentul Kecamatan Kandangan
Klampisan [1 Koyomulyo - Klampisan Kecamatan Kandangar
| Ngranghkok Koyomulyo - Klampisan Kecamatan Kandanimgan
Klampisan 111 Koyomulyo - Klampisan Kecamatan Kandangin
Klampisan I'Y Royomulyo - Klampisan Kecamatan Kandangan
Ringingari | Dukuh - Ri ngn:mn Kecamatan Kandat
Einginsari 1l Dukuh - Binginsari Kecamatan Kandal
| Selosar | Kandat - Selozari - Duwel Recamatan Kandat
Juwah Damarwulan - Beumbiing Kecamatan Kepung
Hrumbung Damarwulan - Brumbiing Kecamatan Kepung
Brumbung [ Cramarwulan - Brumbung Kecamatan Kepung
Warn Damarwilan - Brumbung Eecamatan Kepung
Kebonrejo Besovwo - Kebonrejs Hecamatan Kepung
Wornore|o Siman - Kampungharu Hecamatan Kepung j
Bulurejo Kepung - Damarwulan Eecamatan Kepung |
Kepungtimur Kepung - Damarwulan hecamatan Kepung
Barinjing Kepung - Damarwulan Recamalsr kepung
Mulyorejo Kepung - Kovomulyo Kecamatan Repung
kehng 1 Kepung - Keling Kecamatan Kepung
Kehng 2 Repung - keling Hecamalan Kepuang
Jatisari Keling - Karangdinoyo Kecamaian Repumg |
Glidals Margomulye - Gunung Kelud Kecamatan Ngancar
Sumberurip Ngancar - Manggis Kecamatan Ngancar
Pubireio Ngancar - Manggis Kecamatan Ngancar |
| Tawang Wates - Bedali Kecamatan Ngancar |
Tawang 11 Waies - Bedali Kecamatan Ngancar
Kunjang [ Wates - Bedali Kecamatan Ngancar
Kunjang [1 Wates - Bedali kecamatan Mgancar
Bumirejo | Wates - Bedali Kecaratan Ngancar
K. Gedog Wates - Bedali Kecamatan Ngancar
NEATCAT Jalan Ngancar Kecamatan Mgancar
Cangp | Semanding - Kencong Kecamatan Pare
Pepava [ Jakan Pepaya Kecamatan Pare
Credhang Sew [ Jalan Mastrip Kecamatan Pare
Jawa | Jalan Jawa Kecamatan Pare
Jawa I Jalan Jawn Kecamatan Pare
Kamboja Jalan Kamboja Kecamatan Pare
Pelita | Jalat Bengawan Salo Kecimatan Pare
Pelita 1l Jalan Bengawan Solo Kecamatan Pare
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Brawijava Jalan Brawijaya Kecamatan Pare
Dahlia Jalan Dahlia Kecamatan Pare
Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani _E_ncam&:aﬂ Pare
Gedhang Sewu | Gadungan - Gedangsewu Kecamatan Pare i
_Gedhang Sewu Bendo - Gadungan Kecamatan Pare
| Sidorejo [ Sumberbendo - Sidorejo Kecamatan Pare
Sidorejo 11 Sumberbendo - Sidorejo Kecamatan Pare
| Sidorejo [ Sidorejo - Purwoharjo Kecamatan Pare
| Buk Duker Plosoklaten - Gedangsewu Kecamatan Pare
Pwiuran | Plosoldaten - Gedangsewu Kecamatan Pare — 1}
| Bidomulya [ Plosoklaten - Gedangscwu Kecamatan Pare
| Sidomulyo 11 Piosoklaten - Gedangsewu Kecamatan Pare B
Sidomulve [ Plosoldaten - Qedangsewu Kecamatan Pare
kalidermao Plosokdaten - Gedanpsewu

Kecamatan Pare

Sumberagung 1

Plosoklaten - Gedangsewu

Kecamatan Pare

| Sumberagung [1

Plosokluten - Gedangsewu

Kecamatan Pare

Sumberagung Il Plosoklaten - Gedangaewu Kecamatan Pare
Tertek 11 Tertek - Gadungan Kecamatan Pare
Tanggul Angin Brengpolo - Kawedusan Kecamatan Plosoklaten
Buk Bacen Trisulo - Sugihwaras Kecamatan Plosoklaten
Sugihwaras; 139 Trisulo - Sugihwaras Kecamatan Plosoklatern
Kali Srinjing Puncu - Sidomulvo Kecamatan Pancu
F:"ur'l::u Puncu - Kampungharu Kecamalan Punou
Kampung baru Asmorobangun - Kampungbaru Kecamatan Puncu
Asmmorobangun Asmornbangun - Kampunghary Kecamatan Puncy

| Siman 11 Tertek - Siman HKecamatan Puncuy
Siman | Tenek - Siman Hecamatan Puncu
Harinjing Tertek - Siman Kecamatan Puncu
Harinjing 11 Tertek - Siman Kecamatan Puncu
kKarangdinoyg | Tertek - Siman Kecamatan Puncu
Gadungan [ Tertek - Siman Kecamatan Puncu
Mot 1 Tertek - Siman Kecamatan Puncu
Terick Tertek - Siman Eecamatan Puncu
Gadungan Nobo - Sutak Kecamatan Punci
Dorok Nobo - Satak Kecamatan Puncu

Tanpgung mitlyo

Manpgis - Biro

Kecamatan Puncu

Lestar:

—

Manggis - Biro

hecamatan Puncu

Jemekan Jemekan - Kras Kecamatan Ringinreje
Bl Dheker Purwodadi - Bataan Eecamalan Ringinrejo
Selodono Selodono - Batuaji Becamatan Ringinrejo |
Draawung Belodono - Batuaji Hecamatan Ringinrejo
Beton Sumberjo - Batuaji Kecamatan Ringinrejo
Karangrejo | Sumberjo - Baluaji Kecamatan Ringinrejo
Batuaji Sambi - Bedali Kecamatan Ringinrejo
Janti | Blimbing - Janti Kecamatan Wates
Janti Wates Blimbing - Janti Kecamatan Wales
Winon Janti - Sidomulvo Kecamatan Wales
Winong 1 Sidomulyo - Nglumbang Kecamatan Wates
Sumberaeing Turngee - Sumberagung Becarmatan Wales
Mbeii Pook - Kerep - Wonorejo Kecamatan Wates |
Sumberjati Joha - Purwarejo kecamatan Wares
Dessa Pagll Blabak - Wonorejo Kecamatan Wates
Gadunean Separan - Jajar Kecamatan Wates
SCEATAT Segaran - Duwet Kecamatan Wates
Segaran / 158 Scpgaran - Duwet Kecamatan Wales
Npranjek Silir - Joho Kecamatan Wates

| Margouitomo Wates - Jajar kecamatan Wates
Tawnng /273 Tawang - Kunpang Kecamatan Wabes
Sidodad: Tawang - Bendorajo - Duwet Kecamatan Wates

Pajok

Pojok - Duwet - Batuaji

kiecamatan Wabes




NARMA RUAS JALAN KECAMATAN
Duwet Pojok - Duwet - Batuaiji kecamatan Wates
| Sabela Krida Pojok - Duwet - Batuaji Kecamatan Wates
Baiu Asih Pojok - Duwet - Batuaji Kecamatan Wates
Kalasan Waies - Plosoklaien hecamatan Wales
Tempureijo Wates - Plosoklaten Kecamatan Wates
Tunge Wates - Flosoklaten Hecamatan Wiites
| Carikan Wates - Plosoklaten Kecamatan Wates
Sambong Wates - Plogoldaten | Kecamaton Wates
hresek ~ Wates - Plosoklaten | Kecamatan Wates
Sidolego Wates - Plosoklaton | Kecamatan Watcs
| Jambu ‘Wates - Plosoklaten Kecamatan Wales
Bul: Panjer Brengeolo - Tunge hecamalan Wales
Buk Klaten Brenggola - Tunge Recamalan Wates
Brengeola Brenggolo - Tunge Hecamatan Wates
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LAMPIRAN X1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRL
i B TAHUN 2023

NOMOR

TANGGAL ¢

29 - 11 -2023

TABEL STRUKTUR/SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA

S S S S PR S

NO. NAMA ’ mm; - NO REGISTER
A. HATEGORI BENDA CAGAR BUDAYA
 boppi-pomiealan ol | ST 36/ KNT/KDR/2017
2 | Prasasti Paradah Kepung 50/KPG/KDR /2017
- i s | LR
4 | Fragmen Arca Recoputil Pagu éﬁ?iﬂ?&?ﬁz_ﬂw
2 | Fragmen Arca Gadung Pagu Ezﬁﬁgﬁ,igﬂ;flﬂl?
6 | Arca Kepala Kala Ngasem é?ﬂﬁ:,ﬁf;;w
7 g:; i 59/NGD/KDR/2017
8 | Yoni Kepung ggéﬁ&éﬁ?ﬁ} 2017
O | Prasasti Gneng 1l Kepung ggffﬁé;'ﬁ; /2017
10 | Kepala Kala Kepung ggif.rfjé ;ﬁﬂf 017
11 | Prasasti Gneng | Kepung ng;‘:{[:}];‘; mm:?g;-zm -
12 | Arca Brahma Kepung gﬁﬁﬁfé j Eﬂq} 3017
13 | Jaladwara Kepung - g:gﬁ;{; lf;{;ﬁ 12017
14 | Dwarapala Kepung ;Eﬁg&;‘iﬂﬂ /2017
v s i
16 | Ambang Pintu, Kepung | gﬁgﬁ%ﬁ;ﬂé;zm?
17 | Yoni Kepung i}ﬁgﬂs ;?E-{}Eli
18 | Dwarapala Kepung | ggig}fiﬁf ;{}1?’
19 | Jobong Sumur Kayenladul et i

ITA/RKYK/KDR/2017




LOKASI

wo. NAMA ey A NO REGISTER
20 | Prasasti Tangkilan Kayenkidul ;g?ﬁ;?&iﬁﬁ -
21 | Fragmen Arca Dwarapala Kandat gg:; iﬂﬁ iEiE:,- :_ltll 17
22 | Fragmen Arca Ganesha Kandat iiiﬁiﬂinﬁ}lg?@m?
23 | Fragmen Arca Mahakala Kandat igiﬁ?}fﬁ?éﬂ 17
24 | Fragrnen Arca Nandi Kandat ggigiféiiém -
25 | Miniatur Candi 1 Kandangan ggf; igg’; ﬁ; L;’“ -
26 | Miniatur Candi II Kandangan g:’i%giﬁ; ;'g —
27 | Arca Tokoh Kandangan Zﬁiﬁg‘;:{fg 19017
28 | Arca Hari-Hara Kandangan g;;ggj‘ :{g_l:?lgf-z[}]?
29 | Jobong Batu Randangan ;3 fr;gg’; :.;i}q;];;n 17

. 45/K 3

30 | Arca Tokoh | Randangan Egiﬁgi:{?;:fﬂﬂl?
31 | Arca Tokoh Il SAndAnEn :iﬁgﬁcgnggﬁm 7
32 | Arca Tokoh [T Kandangan i;}r;ng;:{?;ﬁgm?
33 | Lumpang Batu Gurah ?gi igﬁi:{‘ﬁ; ,-"-2{}1?’
34 - Fragrnen Arca Gurah ?Eﬁgﬁg ;i?ﬁ-f 2017
35 | Batu Candi Gurah ?;Eﬁﬁ;ﬁg /2017
36 | Batu Ambang Pintu Gurah ?Etﬁéig:fgﬂn ]lvh ¥
37 | Lumpang Batu S EEE?JE:{?E;-E:M?
58 | Yon Gural 15/ GUR/KDR/2017
39 | Reco Buto Haray E?éﬁ?&i:?;?z‘u:?
40 | Yoni Il B Gurah iif::gs;g?g e
%1 | Panil Relief Panji Gambyok | Grogol, 10/GRO/KDR/2017




T
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NO. NAMA
(KECAMATAN) NO REGISTER
. , , 17/K.DR/ 1985 -
42 | Prasasti Plosorejo Gam
gi PERETRY | 8/GPR/K.DR/2017 |
43 | Arca Gerrseis | 127K-DR] 1990 - -
II:_‘TE._i_asiHm;isamharamunti PEHERE] 6/GPRS KD Rf2017
117/K.DR/ 1996 -
44 | Gentong Batu [ Bad
; " i 4/BDS/K.DR/2017
' 112/K.DR/ 1996 -
45 | Gentong Batu IT Bad
! 5 e | 2/BDS/K.DR/2017
B. | KATEGORI STRUKTUR/SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA
: , 121 /KDR/ 1990-
1 | Candi Tegowan Plemahan
gowangl | 72/PMH/KDR/2017
2 | Candi Surowono Badas LL1 FEDR/ 15950 -
1/BDS/KDR/2017
3 | Candi Tunglur Badas 5/BDS/KDR/2017 "
Situs Dwarapala Tothok 96/KDR/1990 -
4 Pagu
Kerot 63/PGU/KDR/2017
9 Situsﬁemen Pagu TO/PGU/KDR/2017
Situs Prasasti Lucem 127 /KDR /2017 -
& s
Pohsarang N 82 /SMN/KDR/2017
7 | Situs Kalipesu Wates BB/ WTS/KDR/2017
B | Situs Tondowongso Gurah 1 9/GUR/KDR/2017
9 | Situs Adan-adan Gurah TLERDR TN+
12/GUR/KDR/2017
Situs Sukorejo
10 3 ;
S —) Gurah 17 /GUR/KDR /2017
BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA
Salinan dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEK S DAERAH
e




LAMPIRAN XII FERATURAN DAERAH KEABUPATEN KEDIED
NOMOR : & TAHUN 2023
HKAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TENTANG RENCANAN TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIR] TAHUN 2023-2043
TANGOAL : 29 - 11 . 3024
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LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : & TAHUN 2023
TANGGAL : 29 11 -2023
TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA
|
| Takap 1 Tahap 11 TR | A | ARy
[
SUMBER INSTANSL [ m
K. PROGRAM UTAMA LOEASRT PENDANA PELAKAANA m m m a | m m | m W 5 m
o o | oo m | & | A | @ m m W
. -— _ . o I =
A PERWUJIUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
Tl WILAYAH HABUPATEN
1. | Perwujudan Bistem Pusat Permukiman ] = 1
~ a. | Perwujudon Pusat Heglatan Lokal (PRL) T
1) Perwujudan Pusst Kegistan Lokal (PEL) — =S |
Hgasem .
= Penyusunas Fencana Detndl Taln Rusng Kecamatan MNgmsem APEN, Kementeran B
[ROTRE) dan Kajian Lingkungan Hidup AFRD Prowing, ATRI/BPN,
Arranegia |(KEHS Ngasem AFBD Kabupaten | Dinas Perumahan
FEakyat, Kawasan
Permukiman dnn
ipte Earva Provirsl,
Dinas Prekerjamn
Uhmiikin dlan Peradaan
Fuang,
inas Lingkungsn
— | = Hidup
| = Penetapan Mencana Detall Tats Faarmg Kecomatnn Npasem ATHMN, Kementerian
(BEOTR| APEL Proyosl ATHE/BFHN,

» Pengembangan Ruang Terhuks Hijow

Dinan Perumahan
Hakyat, Kawassan
Permulkiman dan
Ciga Karvm Provinsd
Cenas Pekerjuan

LI dan PeasisElaam
Euirng,

_ (hnns Lingcangan

Hzdiip

APED Kabupaten

Eecamntnn Measem

APBD Kabugpaten _ Dinas Lingrungan




NCH.

FROGRAM UTAMA

o Penpemibangan Pusal r:.._"t_ﬂ_u_._u.m._..n—....lr

EUMBER
PFENDANA

Kecamatan Ngasem

m,nhl.._..ﬂ_.__nn.n_.u. Pusat ._._..n_.n_.lt.._.z.n Lakal {(FEL)
Pare

Tatn Bunng (RDTH) dan Hajien Lingkungam
Hidup Serategis (KLHS)|

Pervpassinan gan Perndtapan .n.m.ﬁ____"...__._ln-l._..:.n:.._
Bangunan dan Lingkungan (ETRL)

» Pengermmhangan Fuang Terlualkea Hijau

3

Penyusuian din Penetnpan Restinm Deetudl

: ..u:q.__.....__.._ ._._“.k_ iipabern

INSTANED
PELAHSANA

Hidup
HAFPEDA Dinos

| Peierjean Unm dan
| Penatann

Ruang, Hagiamn
Aclminisirnss Tain
Semanniatan

Tabap
i)

b=l
=

Kecamntan Pare

AFEN.
APED Provinsl,
| AFHD Kalwpaien

Hidup

Eementeran
ATH RPN,

Dining Perumahan
Hakyat, Kawasan
Permukimen dan

LCipta Karya Prowvins

Crinas Prekesjnan

Limum dan Henataan

Rummzg
Nisens Lingkungan

Kecamatnm Pare

Kecomatan Pare

Pereujedan Pusat Keglatan Lokal [PEL)
Hgadiluwih

' —..uuu-_.r._._.rF__ﬁ__._ Hencana etall Taln Ruang
(EOTE] dan Knjian Linglomgan Hidup
Erabegks |k LHS|

APEN,
AL Provinsi;
APBD Kabipaten

APHD xn.__..r._._"._._._._

Dinas Pelkcrjoan

Lmum dan Fenataar

Fusrng,
Dinas Lingkungan

| Hidup -

Dinas Linglkunpan
Hidup

20382038 |2 Er

A=Tal ?w“m_l__.._.hﬂ._.:

APEN,
APHD Provanss,
APBD Kl paten

| Bementerin

ATR/HBN

Cares Perumatan
Rakypat, Kewnsan
Fertiukiman dan




N,

FHOGHRAM UTAMA

v m.n_"_.nﬂu.n.._: Rencanm Detall Tate Ruang
[RITE]

AUMEBER
FENDARA

TNETANS
FELAKSANA

Tahap

Cipta Karya Prowvins,
Drinas Pekesijann
Umum dan Penataan
Runng,

IMnas Linghurngan
Hidup

Kecamatem Ngicdiluwih

APHN,
APAD Pravins,
AFHD Kalvipaten

Remenilerian
ATR/EPN

Dinns Perimabem
Rakyat, Kawasan
Permukiman dom
Cipta Karva Provinst,
Cnps Pekergian
Lmum dan Prnataan
Rz,

BEmas Lingaimngan
Hidup

Tahap II

Tahap

2035-2039 izl

+ Penpembangan Huang Terbuka Higao

4] Perwujudan Pusat Keglatan Lol [PHL) -
Grogol

K irriintiin mr__._._._.._n_am..._n.u_.m_._.

APED Eabugatet

¢ Legalixngi Rencana Detail Tata Huang
”T._”hn_.l_ dan Kajlan LingHurgan _u_.n__._.ﬂ._
Siralegis [KLHS) Grogol

Dieia Lisspsoinpsn
Hidup

Kecainatan Crrosod,
Kecommtan Hamyrber

+ Pemyusunan den legalisast Rencana Tara
Bangunan dan Lisgkunean [(FTHL|

Kecamaan Onogal,
Kecomatan Banvakan

» Fremguemmban _m.ﬂ.__ ; _.."_L.n_._._m .“_..,...._._...hF___nm._. [ _._._.b_L

Kécamarsn Oeogal,
Kecmmatan Banyaken

Perwyjudan Pusat-Pusat Lain

APED Kabnpaien

Db Peketismm
Limum dan Penstamn
Fang

e
AFHLD Kabupaien

[Mnas Peker])agn
Umum dan Penntapn
Huang

APHL Kabupaten

I} Perwujudan Pusat Pelaynnan Hawasan

Dinas Linghumgis

_Hidup

+ Peoyvusunan Hencana Detall Tata Rusng
IRTTR] dan Kaginh lingkungan Hdup
Strategs (KLHS|

1. FPrrkotaan Mojo

Kcamatun Mojo

APHLY Balbapiitern

Cranims 1....#11_":“."_
Urnum dan Pensitaan

Huang,
_U____.__..nl_..._._ kuinzan




Takap II

blied

02T

20

2029

2035-2038 (< F|

Eeeaimatan Mags
Kecamatan Kandengan,
Keemmatnn Kepung
Kecommtan Puncu
Hecamatasn Dammpenjgre
Kecmmatarn Toroloamn
hecampiin Semen
Eecamatan Kras
Hecamaian Kunjone
Kecomotnn Pogsar: Pumsnas
mpcamaian Phagokisters

Lt dlan PersEtnas
Ruang,

Dinas Langhuingan
Hidup

Tohup I
SUMBER INETANSI
N, PROGHAM UTAMA LAOHAST
PENDANA FELAKGANA ﬂ =
518
En ]
2 Perkotann Badng - Kecamatun Hadis Hidup _ j ;
A Perkotaan Kandahpan - Kepung - Pancd HKecamatan Kandansan.
Kecamatan Kepung
Keramatan PaneLi
w Perkgdaian Dampongre)o Hecamelan Champsergreis APBD Kabupaten | Bnas Pekeraan
5. Perkotann Tarokan Kecoampinn Tarokan Umnam dan Penaiasm
. Perhpaan Seinen Ketamatan Seamen Ruang,
Dinns Lisighlinsna
| Hidup
. Perkotaan Kras K=ramatan Krag APBD Hebupaten | Dines Pekerjaan
#. Perkotzan Kunjang Kecamatan Kunjang Limwm dan Periirasn
&, Perkotean Papar-Puswonsr Hecamatan Papar dien Kacametun Runng,
Furdsaasn D= Lingkurgas
L, Perkorgan Plesokbnen Becamatmn Phessilaten = Hodup
11, Parkorean Flefmabian - Kayvenkidal Kecamatan Plesabiaen
[ Mesamaten Keyenkdidal
12, Perkotaan Bmgmrejio — Kandas Kemamatan Rijomrejo
e Kecamatan Kandgi )
L. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kecamaian Badas AFBD Kabupaten | Dinas Pekergumnn




NO.

PROGRAM UTAMA

LOKAST

FENDANA

INSTANSI
PELAKSANA

14, Pening®aian dan pengembangan
Praaranm dan serana permukiman

2) Perwojudan Pusat Pobayanan Linghungan

Hecammatan Badoas
Kecamutan Moo
Hecsanutan Kandengen,
Kecamaran Kegikimg
Recarmalan Punci
Krcamatan Ganmpengrjo
Recamartan Tanskan
Hecamatan Semen
Kecamaton Kras
Hecamatan Kunjang
Kecamatan Papar-Purwoasr
Feamatan Plosoklaten

AFHLY Ealilpate

= Prngembangan puset kegintin perianan

= “EF

Perwujudan Bistern Jaringan Tronsportas|

Qelurah kecammatian

H..u..ﬂ._.____ﬂ.____.m.._.__ Bistem Jaringan Jalas

1) Perwujudan Jalan Umum

Danas Peberiadn
Umom dan Penstnan
RLisirE,

[hinas Lingloengam
HAALL

| APEN
i AFBD Provinsi
AFHELY Balppaten

Kesvidri e g

Diseas Perumahan
Releymt, Kwwnssr
Permukbingn dan
Ciptn Karva Provinm,
Mnas fekerjaan
Umum dan Penatman
HANE

Danas Linghungan
Hidup

| Tohap @ | Tohap 11 .“_.-—“_._Iw ._.n_-._"____hu .“_.h“n_u
& g g
CHE AR AR AN A o =
22l 8/E| 8|28 M H M
S(8[8(R|]|8[(]| § | &8 | §
=]
™ [% ] 1

* Pemyuausah Telialok

« Femibanpcnan, Felebarmn dan
Pemnelibarann falan srtem frimior

Kahuparen Eeidin

KeroBono - Bis, Kota Kedir:
Bis, Kotm Kediri - Bis. Kals
Tl EsE e

Bem. Eotm Memnjuk ~ Kerosc;

tlan

CENSIENh] Ihmas Perfidbuangan
Kl paten, SwEsim

Snasta

4 FHN KeriEt e rinn

Pekerjpan Umum dan
Periimalian BEakyar




N,

FROGRAM UTAMA

EeEmiasodmg - _.ﬂ__“_l ﬂ....._._

PembaiEanan, Peletsann dur
Pemelharaan jalan kolekror primes

...|._.__.._._._.._.._.....u...__..n._._ Peletiaran dan
Hriecliharann jalan kelektor sekunder

Selurich kecRmATAT

SUMBER INSTANRSI
FENDANA FELAKESANA
APER Dimas P Bina Marga
| AP Provensi | I i

Jarwrn Temmr
APEL Kabupaien

Bendo - Gadungan:
lalan Mastrip: dan
il —Sunheds

Pembangunen, Peleharmn dan
Fermeliharsan jelan lokal primer

APED Eabupaien

Dinas Pelkerjaan
Umum dan Perataan

eliruh kecnmaotan

Pembangunan, Pelehaman dan
Pomiedilearedin jalan lokal selkinder

pembanglinan, pelekaman dan

pemediiarnan joinn Hngkungan primer Jdan

lisrghiirmparn selainder

Rglman pemiangunan jalan lngher boar
Kexlin

APHLI Kabuipalen

Umum dan Penataan
Fruisang -

Kecarmatun Badas,
Recamatan Kandangin
Kecamatan Kepuing

K ..._:_Iql_l..ﬁ.q_u_.

Ul Becsmaran

AFHLY Kala:

APAD Knbupnten

Recematnn CSRmpengErepd -
Hecamaten Ngosem

Kojinn jolan abises bandars | Road Dieers Fi

AL Eabupaten

ilfas q_._.r._...ﬂhm_. Fi

rinas Pekerjnan

dan Periabant

Ruang
[nas Pekenaan

Kecomnainan  Banyahan Ke
Girogal

s

AHHEN,
APED Kabupaten
Swasta

Femesiiriinn
Perhubungan

ke bersan
Pekerpnn Umurm don
Ferimalian Bakvil,

Runng
Swmiia

20:30-2 034

Tabap

=

Tahap

-




Tuhnp | Tahap | Tabap
Tahop 1 Tahap 1T
| PR ol 11} v v
SUMBER INSTANSI i 1 i m
ND. PROGRAM UTANA LOKAS] M =
3 7] l = W o] =
FENDANA FELAKSANA - . 0 M M ﬂ M a &
a|&|a|a|a|a = 2
2 S &
e =1 o o
= Bajian Peml=ngunan Jalan Akses Stadiom Kecamatan Tarckom APRO Kabupaten | Dinas Pekersjaan
Umum dan Penntann
Swnsin
| @) Perwojudan jalamtel —
= Fencana pembangunan Jdalan Tal | Jalan Tal Kerfoacno — Kedir APAM “Kemenierian
BN Pekerpnmin Limie din
KPEU Perumahnn Hakyat
HLIMMN
 FEencana pembaninan Falan Tal Jdalan Tal Eslin — Tulungagung AFHEN Kesrenneeini
Pekerjaan Umum dan
Peruimaiian Ruhyat
L : e — ) | BN
= Rencana pernboangunan Jalan Tal Sukoweja - Haiu-Kedir APEN Kementerian
| Pekarjaan muimn dan
wan Rokyat,
{ 3] Porwujudan terminal ponumpang i
= Optimalizasi Terminal Perumpang Tipe | Kecamatan Pare APEES Bl Drinzs Perhubungan
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